PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JI. Pangeran Antasari No.01 Tanjung Kode Pos 71513
Telp : (0526) 2031693 Email : bpkad@tabalongkab.go.id
Website : bpkad.tabalongkab.go.id

LAPORAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

Kode OPD

Nama OPD

Kode
Program

Nama Program

Kode
Kegiatan

Nama Kegiatan

Kode Sub Kegiatan

Nama Sub Kegiatan

Prioritas Nasional

Target

Capaian

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

1.01.02.2.01.0003

Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Pengy Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

1

3

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

1.01.02.2.01.0005

Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Pengy Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

1.01.02.2.01.0006

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Pengy Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

a5

29

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

1.01.02.2.01.0011

dang Sekolah

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Pengy Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

1.01.02.2.01.0014

Pengadaan Mebel Sekolah

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Pengy Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

1645

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

1.01.02.2.01.0025

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SOM),
Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

2209

3484

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

1.01.02.2.01.0026

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Sekolah Dasar

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SOM),
Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Peng Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

220

251

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

1.01.02.2.01.0027

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada
Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SOM),
Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Peng Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

1083

2085

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

1.01.02.2.01.0028

dan ji Sekolah

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Peng Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

220

656

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

1.01.02.2.01.0029

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

884

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

1.01.02.2.01.0030

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

221

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

1.01.02.2.01.0035

Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi
(TIK) untuk Pendidikan

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

220

668
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1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

1.01.02.2.01.0037

Pelatihan

Aplikasi Bidang

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta 8 Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

220

220

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

1.01.02.2.01.0038

Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di
Bidang Pendidikan

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Penguatan Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

1.01.02.2.01.0039

Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Penguatan Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

1.01.02.2.01.0041

Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Penguatan Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

50

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

1.01.02.2.01.0043

Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan
untuk per dani i

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Penguatan Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

1.01.02.2.01.0045

Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Penguatan Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

1000

1000

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

1.01.02.2.01.0046

Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SOM),
Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Penguatan Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

2250

2250

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

1.01.02.2.01.0047

Pembangunan Ruang Kelas Baru

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Penguatan Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

30

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

1.01.02.2.01.0048

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas
Sekolah

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SOM),
Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

30

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

1.01.02.2.01.0050

Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

440

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

1.01.02.2.01.0051

g Ruang Kelas Sekolah

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

57

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

1.01.02.2.01.0054

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

6216

6216

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.01

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

1.01.02.2.01.0055

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Peng Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

50

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02

Sekolah

Pertama

1.01.02.2.02.0004

Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Peng Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02

Sekolah

Pertama

1.01.02.2.02.0005

Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Peng Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02

Sekolah

Pertama

1.01.02.2.02.0006

Pembangunan Laboratorium

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Peng Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas




Kode OPD

Nama OPD

Kode
Program

Nama Program

Kode
Kegiatan

Nama Kegiatan

Kode Sub Kegiatan

Nama Sub Kegiatan

Prioritas Nasional

Target

Capaian

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02

Sekolah

Pertama

1.01.02.2.02.0012

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta 8 Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

4

6

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02

Sekolah

Pertama

1.01.02.2.02.0014

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Penguatan Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02

Sekolah

Pertama

1.01.02.2.02.0024

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas
Sekolah

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Penguatan Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02

Sekolah

Pertama

1.01.02.2.02.0032

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah
Pertama

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Penguatan Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

6023

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02

Sekolah

Pertama

1.01.02.2.02.0038

Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Penguatan Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

1100

1200

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02

Sekolah

Pertama

1.01.02.2.02.0039

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Penguatan Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

210

210

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02

Sekolah

Pertama

1.01.02.2.02.0040

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada
Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SOM),
Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Penguatan Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

76

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02

Sekolah

Pertama

1.01.02.2.02.0041

dan j Sekolah

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Penguatan Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

61

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02

Sekolah

Pertama

1.01.02.2.02.0042

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SOM),
Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

61

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02

Sekolah

Pertama

1.01.02.2.02.0054

Fasilitasi

Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

60

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02

Sekolah

Pertama

1.01.02.2.02.0058

Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

60

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02

Sekolah

Pertama

1.01.02.2.02.0059

Pembangunan Ruang Kelas Baru

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02

Sekolah

Pertama

1.01.02.2.02.0062

Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Peng Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

1830

1830

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.02

Sekolah

Pertama

1.01.02.2.02.0067

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Peng Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.03

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1.01.02.2.03.0002

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Peng Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

20

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.03

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1.01.02.2.03.0007

Pengadaan Mebel PAUD

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Peng Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

171




Kode OPD

Nama OPD

Kode
Program

Nama Program

Kode
Kegiatan

Nama Kegiatan

Kode Sub Kegiatan

Nama Sub Kegiatan

Prioritas Nasional
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Capaian

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.03

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1.01.02.2.03.0015

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan
PAUD

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta 8 Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

815

815

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.03

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1.01.02.2.03.0016

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada
Satuan Pendidikan PAUD

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Penguatan Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

390

390

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.03

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1.01.02.2.03.0017

dan j PAUD

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Penguatan Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

3000

750

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.03

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1.01.02.2.03.0018

Pengelolaan Dana BOP PAUD

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Penguatan Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

290

290

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.03

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1.01.02.2.03.0030

Pembangunan Ruang Kelas Baru

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Penguatan Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.03

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1.01.02.2.03.0046

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Penguatan Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

117

117

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.03

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1.01.02.2.03.0051

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SOM),
Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Penguatan Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.04

1.01.02.2.04.0010

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik
Nonformal/Kesetaraan

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Penguatan Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

300

300

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.04

1.01.02.2.04.0017

Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SOM),
Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.02

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.04

1.01.02.2.04.0046

Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

460

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.04

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1.01.04.2.01

Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

1.01.04.2.01.0001

Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga

Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan

Memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM),
sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.04

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1.01.04.2.01

Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

1.01.04.2.01.0002

Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan
bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1.01.01.2.01

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

1.01.01.2.01.0004

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta
Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1.01.01.2.01

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

1.01.01.2.01.0006

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta
Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1.01.01.2.01

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

1.01.01.2.01.0007

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta
Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1.01.01.2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.01.01.2.02.0001

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta
Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan

2500

10866

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1.01.01.2.03

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1.01.01.2.03.0006

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta
Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1.01.01.2.05

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.01.01.2.05.0009

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Fungsi

Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta
Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan

1.01.2.22.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1.01.01.2.05

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.01.01.2.05.0010

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta
Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

420




Kode OPD Nama OPD ezt Nama Program ez Nama Kegiatan Kode Sub Kegiatan Nama Sub Kegiatan Prioritas Nasional Target Capaian
Program Kegiatan
1.01.2.22.0.00.01.0000 |DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.01.01.2.06.0002 Peralatan dan Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 15 69
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.01.2.22.0.00.01.0000 |DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.01.01.2.06.0005 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 56
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
1.01.2.22.0.00.01.0000 |DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.01.01.2.06.0009 Rapat inasi dan i SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 75 85
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.01.2.22.0.00.01.0000 |DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.01.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah| 1.01.01.2.07.0010 |Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 2
KABUPATEN/KOTA Daerah Bangunan Lainnya Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
1.01.2.22.0.00.01.0000 |DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.01.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.01.01.2.08.0002 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 20 48
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.01.2.22.0.00.01.0000 |DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.01.01.2.08 Jasa jang Urusan Pemerintahan Daerah 1.01.01.2.08.0004 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 15 73
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
1.01.2.22.0.00.01.0000 |DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 1.01.01.2.09.0001 Jasa i Biaya dan Pajak |Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 25 44
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ~ |Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.01.2.22.0.00.01.0000 |DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 1.01.01.2.09.0002 Jasa i Biaya Pajak dan |Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 10 33
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
1.01.2.22.0.00.01.0000 |DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 1.01.01.2.09.0006 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 30 52
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.01.2.22.0.00.01.0000 |DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 1.01.01.2.09.0011  |Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
1.01.2.22.0.00.01.0000 |DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.02 |PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 2.22.02.2.01 yang ya dalam 2.22.02.2.01.0001 Objek j j dan 18 18
Daerah Kabupaten/Kota Kebudayaan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
1.01.2.22.0.00.01.0000 |DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.02 |PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 2.22.02.2.02 |Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya 2.22.02.2.02.0001 Objek j j dan 11 1
dalam Daerah Kabupaten/Kota Tradisi Budaya Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
1.01.2.22.0.00.01.0000 |DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.02 |PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 2.22.02.2.03 |Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah 2.22.02.2.03.0003 |Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat j dan 2 2
Kabupaten/Kota Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
1.01.2.22.0.00.01.0000 |DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.05 [PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | 2.22.05.2.02 |Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 2.22.05.2.02.0001 |Pelindungan Cagar Budaya j dan 10 8
Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.02 [PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.01 Fasilitas y untuk UKM dan UKP |  1.02.02.2.01.0001 [Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 1 4
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pendukungnya Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.02 [PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.01 Fasilitas y untuk UKM dan UKP [ 1.02.02.2.01.0002 |Pembangunan Puskesmas Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 1 4
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.02 [PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.01 Fasilitas y untuk UKM dan UKP |  1.02.02.2.01.0006 |Pengembangan Puskesmas Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 1 4
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.02 [PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.01 Fasilitas y untuk UKM dan UKP|  1.02.02.2.01.000: dan Rumah Sakit Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 1 4
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.02 [PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.01 Fasilitas y untuk UKM dan UKP [ 1.02.02.2.01.0009 dan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 18 22
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.02 [PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.01 Fasilitas y untuk UKM dan UKP | 1.02.02.2.01.0010 dan Fasilitas Lainnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 18 55

DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Peng Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas




Kode OPD Nama OPD ezt Nama Program ez Nama Kegiatan Kode Sub Kegiatan Nama Sub Kegiatan Prioritas Nasional Target Capaian
Program Kegiatan
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.02 |PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.01 Fasilitas )% untuk UKM dan UKP | 1.02.02.2.01.0014 Alat jang Medik Fasilitas Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 18 30
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan Kesehatan Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta 8 Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.02 |PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.01 Fasilitas )% untuk UKM dan UKP | 1.02.02.2.01.0015 |Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 18 72
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengi Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.02 |PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.01 Fasilitas )% untuk UKM dan UKP| 1.02.02.2.01.0020 [Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 20 50
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota jang Medik Fasilitas y: Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengi Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.02 |PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.01 Fasilitas ) untuk UKM dan UKP | 1.02.02.2.01.0022 |Pengembangan Rumah Sakit Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 1 4
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengi Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.02 |PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.01 Fasilitas )% untuk UKM dan UKP | 1.02.02.2.01.0023 [Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 18 72
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan |Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Peng: Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.02 |PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.01 Fasilitas y untuk UKM dan UKP | 1.02.02.2.01.0024 y Dasar Melalui Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 100000 24911
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Keluarga Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.02 |PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.01 Fasilitas y untuk UKM dan UKP |  1.02.02.2.01.0026 |Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 18 72
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas |Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Kesehatan Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.02 |PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 1.02.02.2.02.0001  |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 3561 4496
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.02 |PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 1.02.02.2.02.0002  |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 3100 5641
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.02 [PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 1.02.02.2.02.0003 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 3100 5279
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.02 [PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 1.02.02.2.02.0004 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 18808 25530
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.02 [PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 1.02.02.2.02.0005 y pada Usia idil Dasar |Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 43561 156786
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.02 [PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 1.02.02.2.02.0006 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 170917 513930
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.02 [PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 1.02.02.2.02.0007 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 19000 135688
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.02 [PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 1.02.02.2.02.0008 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 17351 25231
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.02 [PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 1.02.02.2.02.0009  |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus |Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 3482 10634

DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
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1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.02 |PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 1.02.02.2.02.0010 Orang dengan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 371 1804
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jiwa Berat Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta 8 Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.02 |PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 1.02.02.2.02.0011 [Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis [Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 4159 6716
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengi Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.02 |PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 1.02.02.2.02.0012 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 6214 11074
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terinfeksi HIV Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengi Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.02 |PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 1.02.02.2.02.0013 % bagi pada Kondisi | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 4 8
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kejadian Luar Biasa (KLB) Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengi Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.02 |PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 1.02.02.2.02.0015 % Gizi Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 4 7
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Peng: Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.02 |PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 1.02.02.2.02.0016 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 4 8
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.02 |PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 1.02.02.2.02.0017 y L Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 4 8
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.02 |PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 1.02.02.2.02.0018 y Promosi Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 4 8
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.02 |PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 1.02.02.2.02.0019  |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 4 7
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.02 [PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 1.02.02.2.02.0020 |Pengelolaan Surveilans Kesehatan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 4 8
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.02 [PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 1.02.02.2.02.0021 y Orang dengan Masalah Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 1772 5711
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kesehatan Jiwa (ODMK) Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.02 [PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 1.02.02.2.02.0022 y Jiwa dan NAPZA Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 15 41
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.02 [PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 1.02.02.2.02.0024 Upaya Risiko Krisis dan |Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 12 13
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pasca Krisis Kesehatan Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.02 [PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 1.02.02.2.02.0025 y: Penyakit Menular dan Tidak Menular Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 4 7
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.02 [PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 1.02.02.2.02.0026 Jaminan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 4 8
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.02 [PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 1.02.02.2.02.0028 |Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 40 35

DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
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1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.02 |PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 1.02.02.2.02.0029 |Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 4 7
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta 8 Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.02 |PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 1.02.02.2.02.0033 |Operasional Pelayanan Puskesmas Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 12 1,75
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengi Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.02 |PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 1.02.02.2.02.0034 |0 i Fasilitas Lainnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 1 4
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengi Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.02 |PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 1.02.02.2.02.0035 [Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota [Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 50 41
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengi Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.02 |PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 1.02.02.2.02.0038 dan Sistem Gawat Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 1 1
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Darurat Terpadu (SPGDT) Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Peng: Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.02 |PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 1.02.02.2.02.0043  |Pengelolaan Kawasan tanpa rokok Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 7 7
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.02 |PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 1.02.02.2.02.0044 y Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 1 4
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.02 |PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 1.02.02.2.02.0046 |Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 4 4
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.02 |PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 1.02.02.2.02.0047 |Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 1 4
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.02 [PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 1.02.02.2.02.0048 |Pengelolaan Layanan Imunisasi Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 4 4
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.02 [PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.03 |Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara 1.02.02.2.03.0002 Sistem Informasi Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 4 4
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Terintegrasi Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.02 [PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.04 |Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas y 1.02.02.2.04.0003 Mutu y Fasilitas Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 75 55
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Tingkat Daerah Kota Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.02 [PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.04 |Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan 1.02.02.2.04.0004 |Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan |Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 12 15
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Tingkat Daerah Kota Rujukan Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.03 [PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 1.02.03.2.01 |Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah 1.02.03.2.01.0001 |Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 1 4
MANUSIA KESEHATAN Kabupaten/Kota Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.03 [PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 1.02.03.2.02 |Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya 1.02.03.2.02.0001 |Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 2 5
MANUSIA KESEHATAN Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Manusia Kesehatan Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Kabupaten/Kota Gender, serta g Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.03 [PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 1.02.03.2.02 |Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya 1.02.03.2.02.0002  |Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 100 933

MANUSIA KESEHATAN

Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota

Sesuai Standar

sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Peng Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
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1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.03 |PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 1.02.03.2.03 Mutu dan Teknis 1.02.03.2.03.0001 Mutu dan i Teknis Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 75 204
MANUSIA KESEHATAN Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Gender, serta g Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.04 |PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN 1.02.04.2.01 (Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan 1.02.04.2.01.0001 |Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 4 7
MAKANAN MINUMAN Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.04 |PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN 1.02.04.2.03 (Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 1.02.04.2.03.0001 |Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 4 7
MAKANAN MINUMAN dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga | Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Gender, serta Pengt Peran puan,
Tangga Minuman Tertentu yang Dapat Dipr Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.04 |PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN 1.02.04.2.06 (Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market |  1.02.04.2.06.0001 |Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 30 60
MAKANAN MINUMAN pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta  |Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Tangga Tindak Lanjut Pengawasan Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.05 |PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 1.02.05.2.01 |Advokasi, yaan, Peran serta 1.02.05.2.01.0001 Upaya Promosi Advokasi, Kemitraan [ Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 4 8
KESEHATAN Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Pemberdayaan Masyarakat Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.05 |PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 1.02.05.2.03 dan Upaya 1.02.05.2.03.0001 |Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 2 5
KESEHATAN Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Upaya Daya Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
(UKBM) Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.02.01.2.01 (Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 14 14
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.02.01.2.01 (Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 1.02.01.2.01.0006 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Daerah Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.02.01.2.02 (Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.02.01.2.02.0001  |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 685 717,75
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.02.01.2.02 (Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.02.01.2.02.0004 |Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 21
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.02.01.2.03 (Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.02.01.2.03.0005 i dan Laporan Barang Milik Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 8
KABUPATEN/KOTA pada SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.02.01.2.05 [Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.02.01.2.05.0004 |Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 24
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.02.01.2.05 (Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.02.01.2.05.0009  |Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 35 132
KABUPATEN/KOTA Fungsi Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.02.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.02.01.2.06.0001 |Penyediaan Komponen Instalasi Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.02.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.02.01.2.06.0002 Peralatan dan Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 4
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.02.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.02.01.2.06.0005 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 4
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.02.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.02.01.2.06.0006 |Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 24
KABUPATEN/KOTA undangan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.02.01.2.06 [Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.02.01.2.06.0009 Rapat inasi dan SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 24
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.02.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.02.01.2.06.0010 |Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 8
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.02.01.2.07 [Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah [ 1.02.01.2.07.0001 Dinas atau Dinas | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Jabatan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.02.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah| 1.02.01.2.07.0006 |Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 20 44
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.02.01.2.08 Jasa jang Urusan Pemerintahan Daerah 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 24
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.02.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.02.01.2.08.0004 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 24

KABUPATEN/KOTA
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1.02.0.00.0.00.01.0000 [DINAS KESEHATAN 1.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.02.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 1.02.01.2.09.0002 Jasa i Biaya Pajak dan [Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 56 199
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.02.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 1.02.01.2.09.0009  [Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 4
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Lainnya Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
1.02.0.00.0.00.01.0000 [DINAS KESEHATAN 1.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.02.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 1.02.01.2.09.0011 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung ~ [Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 90 209
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.02.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KESEHATAN 1.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.02.01.2.10 [Peningkatan Pelayanan BLUD 1.02.01.2.10.0001 [Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 18 72
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
1.02.0.00.0.00.02.0000 [RUMAH SAKIT H. BADARUDDIN KASIM 1.02.02 [PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.01 Fasilitas Pelay untuk UKM dan UKP | 1.02.02.2.01.0014 Alat jang Medik Fasilitas Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 18 30
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan Kesehatan Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.02.0000 [RUMAH SAKIT H. BADARUDDIN KASIM 1.02.02 [PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 1.02.02.2.02.0003 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 3100 5279
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.02.0000 [RUMAH SAKIT H. BADARUDDIN KASIM 1.02.02 [PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 1.02.02.2.02.0004 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 18808 25530
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Peng: Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.02.0000 [RUMAH SAKIT H. BADARUDDIN KASIM 1.02.02 [PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.02.2.02 |Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan | 1.02.02.2.02.0035 |Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota |Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 50 41
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
1.02.0.00.0.00.02.0000 [RUMAH SAKIT H. BADARUDDIN KASIM 1.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.02.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.02.01.2.02.0001 [Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 685 717,75
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.02.0.00.0.00.02.0000 [RUMAH SAKIT H. BADARUDDIN KASIM 1.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.02.01.2.05.0009 |Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 35 132
KABUPATEN/KOTA Fungsi Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
1.02.0.00.0.00.02.0000 [RUMAH SAKIT H. BADARUDDIN KASIM 1.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.02.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.02.01.2.06.0002 Peralatan dan Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 4
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.02.0.00.0.00.02.0000 [RUMAH SAKIT H. BADARUDDIN KASIM 1.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.02.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah |  1.02.01.2.07.0001 g Dinas atau Dinas | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Jabatan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
1.02.0.00.0.00.02.0000 [RUMAH SAKIT H. BADARUDDIN KASIM 1.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.02.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.02.01.2.08.0004 Jasa Pelayanan Umum Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 24
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.02.0.00.0.00.02.0000 [RUMAH SAKIT H. BADARUDDIN KASIM 1.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.02.01.2.10 [Peningkatan Pelayanan BLUD 1.02.01.2.10.0001 [Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 18 72
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
1.03.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.02 |PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 1.03.02.2.01 SDA dan g Pantai pada 1.03.02.2.01.0026 |Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 4 7
Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
| Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
1.03.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.02 |PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 1.03.02.2.01 SDA dan g Pantai pada 1.03.02.2.01.0075 dan SDA Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 30 30
Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
| Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
1.03.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.02 |PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 1.03.02.2.01 SDA dan g Pantai pada 1.03.02.2.01.0115 |Pembangunan Tanggul Sungai Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 0,291 0,321
Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
1.03.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.02 |PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 1.03.02.2.01 SDA dan g Pantai pada 1.03.02.2.01.0125 |Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 2 4
Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
1.03.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.02 |PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 1.03.02.2.01 SDA dan g Pantai pada 1.03.02.2.01.0126 |Rehabilitasi Tanggul Sungai Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 0,729 0,729
Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
1.03.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.02 |PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 1.03.02.2.02 |Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan 1.03.02.2.02.0002 [Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 16 1,697
Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
1.03.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.02 |PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 1.03.02.2.02 |Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan 1.03.02.2.02.0014 Jaringan Irigasi Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 0,899 182
Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
1.03.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.02 |PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 1.03.02.2.02 |Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan 1.03.02.2.02.0021 |Operasi dan Jaringan Irigasi Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 40 46,288

Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
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1.03.0.00.0.00.01.0000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.03

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM

1.03.03.2.01

dan Sistem aan Air
Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

1.03.03.2.01.0024

dan dalam
dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan
Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru

150

490

1.03.0.00.0.00.01.0000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.03

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM

1.03.03.2.01

dan Sistem aan Air
Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

1.03.03.2.01.0032

Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan
Perpipaan

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan
Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru

300

1699

1.03.0.00.0.00.01.0000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.07

PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

1.03.07.2.01

Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan
Strategis Daerah Kabupaten/Kota

1.03.07.2.01.0005

Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di
Kawasan Strategis Kabupaten/Kota

Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan
Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan

1.03.0.00.0.00.01.0000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.07

PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

1.03.07.2.01

Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan
Strategis Daerah Kabupaten/Kota

1.03.07.2.01.0006

Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan
Strategis Kabupaten/Kota

Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan
Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Kemiskinan

100

134

1.03.0.00.0.00.01.0000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.07

PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

1.03.07.2.01

Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan
Strategis Daerah Kabupaten/Kota

1.03.07.2.01.0010

Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan
Strategis Kabupaten/Kota

dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan
Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan

1.03.0.00.0.00.01.0000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.07

PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

1.03.07.2.01

Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan
Strategis Daerah Kabupaten/Kota

1.03.07.2.01.0011

Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota

Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan
Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Kemiskinan

1.03.0.00.0.00.01.0000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.07

PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

1.03.07.2.01

Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan
Strategis Daerah Kabupaten/Kota

1.03.07.2.01.0033

Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan
Strategis Kabupaten/Kota

Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan
Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan

23

1.03.0.00.0.00.01.0000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.08

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

1.03.08.2.01

Gedung di Wilayah Daerah
Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

1.03.08.2.01.001

P dan Berkala Bangunan

Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan
Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi

1.03.0.00.0.00.01.0000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.08

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

1.03.08.2.01

Gedung di Wilayah Daerah
Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

1.03.08.2.01.0021

Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan

Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah
Kabupaten/Kota

Infrastruktur dan Meningkatkan
Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi

40

1.03.0.00.0.00.01.0000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.08

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

1.03.08.2.01

Gedung di Wilayah Daerah
Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

1.03.08.2.01.0023

Penerbitan P Gedung

Infrastruktur dan Meningkatkan

(PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan

Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong

Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis
Bangunan Gedung (RTB), Tim Pr

Kewir: Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi

140

187

1.03.0.00.0.00.01.0000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.10

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

1.03.10.2.01

Jalan Kab K

1.03.10.2.01.0032

Pembangunan Jalan

Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan
Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi

1.03.0.00.0.00.01.0000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.10

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

1.03.10.2.01

Jalan K

1.03.10.2.01.0033

Rekonstruksi Jalan

Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan
Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi

20,797

1.03.0.00.0.00.01.0000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.10

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

1.03.10.2.01

Jalan K

1.03.10.2.01.0034

Pemeliharaan Berkala Jalan

Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan
Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi

69,91

1.03.0.00.0.00.01.0000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.10

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

1.03.10.2.01

Jalan K

1.03.10.2.01.0037

Pelebaran Jalan Menuju Standar

Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan
Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi

1.03.0.00.0.00.01.0000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.10

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

1.03.10.2.01

Jalan K

1.03.10.2.01.0038

Pemeliharaan Rutin Jembatan

Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan
Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi

43

1.03.0.00.0.00.01.0000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.10

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

1.03.10.2.01

Jalan Kab Ks

1.03.10.2.01.0039

Rehabilitasi Jembatan

Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan
Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi

43

1.03.0.00.0.00.01.0000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.10

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

1.03.10.2.01

Jalan Kab Ks

1.03.10.2.01.0040

Pembangunan Jembatan

Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan
Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi

20

1.03.0.00.0.00.01.0000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.10

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

1.03.10.2.01

Jalan Kab Ki

1.03.10.2.01.0043

Survey Kondisi Jalan/Jembatan

Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan
Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi

730

730

1.03.0.00.0.00.01.0000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.10

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

1.03.10.2.01

Jalan Kab Ki

1.03.10.2.01.0044

Rehabilitasi Jalan

Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan
Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
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1.03.0.00.0.00.01.0000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.10

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

1.03.10.2.01

Jalan Kab Ki

1.03.10.2.01.0046

Pemeliharaan Rutin Jalan

Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan
Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi

20

33,986

1.03.0.00.0.00.01.0000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.11

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

1.03.11.2.01

Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

1.03.11.2.01.0010

Melalui Peran Aktif Koperasi

Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi i Jabatan

Operator dan Teknisi atau Analis

dan
Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi

51

1.03.0.00.0.00.01.0000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.11

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

1.03.11.2.01

Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

1.03.11.2.01.0011

dan Peni Kapasitas Jasa
Konstruksi

dan
Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi

1.03.0.00.0.00.01.0000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.11

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

1.03.11.2.01

Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

1.03.11.2.01.0016

Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator,
Teknisi atau Analis

dan
Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta

Agromaritim Industri di Sentra Produksi

100

1.03.0.00.0.00.01.0000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.11

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

1.03.11.2.02

Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan
Daerah Kabupaten/Kota

1.03.11.2.02.0013

Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan
Kabupaten/Kota

Melalui Peran Aktif Koperasi

dan
Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi

1.03.0.00.0.00.01.0000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.11

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

1.03.11.2.04

Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib
Pemanfaatan Jasa Konstruksi

1.03.11.2.04.0004

Melalui Peran Aktif Koperasi

Pengawasan dan Evaluasi Tertib aan Jasa

Konstruksi Kabupaten/Kota

dan
Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi

50

1.03.0.00.0.00.01.0000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.12

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

1.03.12.2.01

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana
Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

1.03.12.2.01.0003

Penetapan Kebijakan dalam rangka Penataan

Ruang

dan
Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi

1.03.0.00.0.00.01.0000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.12

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

1.03.12.2.01

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana
Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

1.03.12.2.01.0006

Substansi RDTR Kota

dan
Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi

1.03.0.00.0.00.01.0000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.12

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

1.03.12.2.01

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana
Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

1.03.12.2.01.0007

Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang

Melalui Peran Aktif Koperasi

dan
Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi

20

1.03.0.00.0.00.01.0000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.12

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

1.03.12.2.01

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana
Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

1.03.12.2.01.0008

Fasilitasi RDTR Kota

Melalui Peran Aktif Koperasi

dan
Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi

1.03.0.00.0.00.01.0000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.12

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

1.03.12.2.01

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana
Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

1.03.12.2.01.0010

Penetapan RDTR Kabupaten/Kota

dan
Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi

1.03.0.00.0.00.01.0000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.12

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

1.03.12.2.01

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana
Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

1.03.12.2.01.0013

Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan
Bidang Penataan Ruang

dan
Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi

1.03.0.00.0.00.01.0000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.12

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

1.03.12.2.02

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah
Kabupaten/Kota

1.03.12.2.02.0005

Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota

Melalui Peran Aktif Koperasi

dan
Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi

1.03.0.00.0.00.01.0000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.12

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

1.03.12.2.02

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah
Kabupaten/Kota

1.03.12.2.02.0006

Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang

dan
Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi

110

110

1.03.0.00.0.00.01.0000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.12

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

1.03.12.2.03

dan Ruang Daerah
Kabupaten/Kota

1.03.12.2.03.0004

Kegiatan
Ruang

dan
Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi

100

100

1.03.0.00.0.00.01.0000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.12

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

1.03.12.2.03

dan Ruang Daerah
Kabupaten/Kota

1.03.12.2.03.0007

Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang

dan
Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi




Kode OPD Nama OPD ezt Nama Program ez Nama Kegiatan Kode Sub Kegiatan Nama Sub Kegiatan Prioritas Nasional Target Capaian
Program Kegiatan
1.03.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.12 (PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.04 i dan Sil isasi I Ruang 1.03.12.2.04.0004  |Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan 1 1
Daerah Kabupaten/Kota Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
1.03.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.12 (PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.04 i dan Sil isasi I Ruang 1.03.12.2.04.0007 Sanksi if terhadap j Infrastruktur dan Meningkatkan 5 5
Daerah Kabupaten/Kota pemanfaatan ruang dalam RTR Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
1.03.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.12 (PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.04 i dan Sil isasi I Ruang 1.03.12.2.04.0008 |Penilaian Kegiatan j Infrastruktur dan Meningkatkan 2 2
Daerah Kabupaten/Kota Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
1.03.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.12 (PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.04 i dan Sil isasi I Ruang 1.03.12.2.04.0009 |Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan 1 1
Daerah Kabupaten/Kota Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
1.03.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.12 (PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.04 i dan Sil isasi I Ruang 1.03.12.2.04.0011 TURBINLAK dan Fungsi dan Manfaat |Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan 1 1
Daerah Kabupaten/Kota Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
1.03.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.12 (PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.04 i dan Sil isasi I Ruang 1.03.12.2.04.0012  |Penilaian Perwujudan RTR j dan 1 1
Daerah Kabupaten/Kota Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
1.03.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.03.01.2.01 (Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 1.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 3 3
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.03.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.03.01.2.01 (Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 1.03.01.2.01.0006 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 3 3
KABUPATEN/KOTA Daerah Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
1.03.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.03.01.2.02 [Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.03.01.2.02.0001  |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 76 282
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.03.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.03.01.2.05 [Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.03.01.2.05.0009 |Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 25 29
KABUPATEN/KOTA Fungsi Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
1.03.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.03.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.03.01.2.06.0002 Peralatan dan Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 16 35
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.03.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.03.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.03.01.2.06.0005 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
1.03.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.03.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.03.01.2.06.0009 Rapat inasi dan i SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.03.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.03.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.03.01.2.06.0010 |Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
1.03.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.03.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah| 1.03.01.2.07.0003 |Pengadaan Alat Besar Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.03.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.03.01.2.08 Jasa jang Urusan Daerah 1.03.01.2.08.0001 |Penyediaan Jasa Surat Menyurat Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
1.03.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.03.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.03.01.2.08.0002  |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.03.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.01 (PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.03.01.2.08 Jasa jang Urusan Pemerintahan Daerah 1.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.03.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.03.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 1.03.01.2.09.0001 Jasa , Biaya dan Pajak |Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 41 164
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.03.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.03.01.2.09 [Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 1.03.01.2.09.0003 |Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 3
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
dan Perizinan Alat Besar Narkoba, Judi, dan
1.03.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.03.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 1.03.01.2.09.0006 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 96 90
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.03.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.03.01 (PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.03.01.2.09 [Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 1.03.01.2.09.0009 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Lainnya Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.04.2.10.0.00.01.0000 |DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 1.04.02 [PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.04.02.2.03 [Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau 1.04.02.2.03.0001 |Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 20 20

PERMUKIMAN

Relokasi Program Kabupaten/Kota

Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Kemiskinan




Kode OPD Nama OPD ezt Nama Program ez Nama Kegiatan Kode Sub Kegiatan Nama Sub Kegiatan Prioritas Nasional Target Capaian
Program Kegiatan
1.04.2.10.0.00.01.0000 |DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 1.04.02 [PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.04.02.2.03 [Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau 1.04.02.2.03.0004 |Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 10 10
PERMUKIMAN Relokasi Program Kabupaten/Kota Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
1.04.2.10.0.00.01.0000 |DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 1.04.03 [PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.02 |Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman 1.04.03.2.02.0015 Keluarga dalam Rumah dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 300 0
PERMUKIMAN Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Kepemilikan Rumah Kemiskinan
1.04.2.10.0.00.01.0000 |DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 1.04.03 [PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.03 |Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan 1.04.03.2.03.0002 |Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 100 100
PERMUKIMAN Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
1.04.2.10.0.00.01.0000 |DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 1.04.03 [PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.03 |Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan 1.04.03.2.03.0003 |Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU | Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 10 10
PERMUKIMAN Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Kemiskinan
1.04.2.10.0.00.01.0000 |DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 1.04.04 |PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.04.2.01 |Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 1.04.04.2.01.0001 |Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 300 300
PERMUKIMAN KUMUH pada Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di [Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 iski
(Sepuluh) Ha
1.04.2.10.0.00.01.0000 |DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 1.04.05 |PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS| 1.04.05.2.01 [Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 1.04.05.2.01.0001 |Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan 51 51
PERMUKIMAN UMUM (PSU) Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
1.04.2.10.0.00.01.0000 |DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 1.04.05 |PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS| 1.04.05.2.01 [Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 1.04.05.2.01.0002 |Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan 171 181
PERMUKIMAN UMUM (PSU) Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
1.04.2.10.0.00.01.0000 |DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 1.04.05 |PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS| 1.04.05.2.01 [Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 1.04.05.2.01.0003  |Koordinasi dan Si i dalam rangka j dan 12 12
PERMUKIMAN UMUM (PSU) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
1.04.2.10.0.00.01.0000 |DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 1.04.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.04.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 1.04.01.2.01.0006  |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 14 14
PERMUKIMAN KABUPATEN/KOTA Daerah Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.04.2.10.0.00.01.0000 |DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 1.04.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.04.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.04.01.2.02.0001 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 42 168
PERMUKIMAN KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
1.04.2.10.0.00.01.0000 |DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 1.04.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.04.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.04.01.2.06.0002 Peralatan dan Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
PERMUKIMAN KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.04.2.10.0.00.01.0000 |DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 1.04.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.04.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.04.01.2.06.0005 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
PERMUKIMAN KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
1.04.2.10.0.00.01.0000 |DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 1.04.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.04.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.04.01.2.06.0006 |Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
PERMUKIMAN KABUPATEN/KOTA undangan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.04.2.10.0.00.01.0000 |DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 1.04.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.04.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.04.01.2.06.0009 Rapat i dan i SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 125 125
PERMUKIMAN KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
1.04.2.10.0.00.01.0000 |DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 1.04.01 |[PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.04.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.04.01.2.08.0002 [Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 17 13
PERMUKIMAN KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.04.2.10.0.00.01.0000 |DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 1.04.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.04.01.2.08 Jasa jang Urusan Daerah 1.04.01.2.08.0003 |Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
PERMUKIMAN KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
1.04.2.10.0.00.01.0000 |DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 1.04.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.04.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.04.01.2.08.0004 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
PERMUKIMAN KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.04.2.10.0.00.01.0000 |DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 1.04.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.04.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 1.04.01.2.09.0001 Jasa Biaya dan Pajak [Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 30 30
PERMUKIMAN KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
1.04.2.10.0.00.01.0000 |DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 1.04.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.04.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 1.04.01.2.09.0006 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 82 82
PERMUKIMAN KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.04.2.10.0.00.01.0000 |DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 2.10.04 [PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 2.10.04.2.01 [Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah 2.10.04.2.01.0005 |Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi 3 3
PERMUKIMAN Kab Kota Kabupaten/Kota Manusia
1.04.2.10.0.00.01.0000 |DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 2.10.05 |PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN | 2.10.05.2.01 |Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah 2.10.05.2.01.0002  |Koordinasi dan Masalah Ganti Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi 5 5
PERMUKIMAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Manusia
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1.04.2.10.0.00.01.0000 |DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 2.10.06 |PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN 2.10.06.2.01 |Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti 2.10.06.2.01.0003  [Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi 1 1
PERMUKIMAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Manusia
ABSENTEE dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.05.0.00.0.00.01.0000 |SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM 1.05.02 [PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN | 1.05.02.2.01 dan Ketertiban Umum 1.05.02.2.01.0004 Perlindungan dalam rangka Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 5 5
KEBAKARAN UMUM dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Ketentraman dan Ketertiban Umum Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
1.05.0.00.0.00.01.0000 |SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM 1.05.02 [PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN | 1.05.02.2.01 dan Ketertiban Umum 1.05.02.2.01.0005 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 80 229,39

KEBAKARAN

umum

dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan
Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru




Kode OPD Nama OPD ezt Nama Program ez Nama Kegiatan Kode Sub Kegiatan Nama Sub Kegiatan Prioritas Nasional Target Capaian
Program Kegiatan
1.05.0.00.0.00.01.0000 |SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM 1.05.02 |PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN | 1.05.02.2.01 |Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1.05.02.2.01.0015 |Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 50 28
KEBAKARAN umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Patroli, dan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
1.05.0.00.0.00.01.0000 |SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM 1.05.02 |PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN | 1.05.02.2.01 |Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1.05.02.2.01.0016 Atas dan Ketertiban Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 51 19
KEBAKARAN umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan|Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Unjuk Rasa dan Massa Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
1.05.0.00.0.00.01.0000 |SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM 1.05.02 [PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN | 1.05.02.2.02 [Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan 1.05.02.2.02.0004 |Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 4 2
KEBAKARAN umum Bupati/Wali Kota Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
1.05.0.00.0.00.01.0000 |SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM 1.05.02 [PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN | 1.05.02.2.02 [Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan 1.05.02.2.02.0006 |Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 2 2
KEBAKARAN UMUM Bupati/Wali Kota Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar  |Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti) Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
1.05.0.00.0.00.01.0000 |SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM 1.05.02 [PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN | 1.05.02.2.02 [Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan 1.05.02.2.02.0007 |Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah [Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 4 0
KEBAKARAN umum Bupati/Wali Kota dan Peraturan Kepala Daerah Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
1.05.0.00.0.00.01.0000 |SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM 1.05.02 [PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN | 1.05.02.2.02 [Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan 1.05.02.2.02.0008 |Dukungan Sidang atas Peraturan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 4 0
KEBAKARAN umum Bupati/Wali Kota Daerah Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
1.05.0.00.0.00.01.0000 |SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM 1.05.02 [PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN | 1.05.02.2.02 [Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan 1.05.02.2.02.0010 |[Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala |Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 12 12
KEBAKARAN umMmum Bupati/Wali Kota Daerah Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
1.05.0.00.0.00.01.0000 |SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM 1.05.02 [PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN | 1.05.02.2.02 [Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan 1.05.02.2.02.0011 [Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 12 0
KEBAKARAN UMUM Bupati/Wali Kota Peraturan Kepala daerah Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
| Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
1.05.0.00.0.00.01.0000 |SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM 1.05.02 [PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN | 1.05.02.2.02 [Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan 1.05.02.2.02.0012 Atas Terhadap Peraturan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 12 12
KEBAKARAN UMUM Bupati/Wali Kota Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
1.05.0.00.0.00.01.0000 |SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM 1.05.02 [PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN | 1.05.02.2.03 |Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 1.05.02.2.03.0003 [Kerja Sama Antar Lembaga dan dalam Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 4 4
KEBAKARAN UMUM Kabupaten/Kota Penegakan Peraturan Daerah Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
1.05.0.00.0.00.01.0000 |SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM 1.05.02 [PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN | 1.05.02.2.03 |Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 1.05.02.2.03.0005  |Dukungan Operasional Sekretariat PPNS Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 4 0
KEBAKARAN UMUM Kabupaten/Kota Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
| Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
1.05.0.00.0.00.01.0000 [SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM 1.05.04 [PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, 1.05.04.2.01 |P i dan 1.05.04.2.01.0001 [P dalam Daerah Kota Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 30 80
KEBAKARAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
KEBAKARAN Daerah Kabupaten/Kota Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
| Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
1.05.0.00.0.00.01.0000 [SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM 1.05.04 [PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, 1.05.04.2.01 |P i dan 1.05.04.2.01.0017 |Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 7 6
KEBAKARAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
KEBAKARAN Daerah Kabupaten/Kota Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
| Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
1.05.0.00.0.00.01.0000 [SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM 1.05.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.05.01.2.01 (Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 3 3
KEBAKARAN KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.05.0.00.0.00.01.0000 [SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM 1.05.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.05.01.2.01 (Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 1.05.01.2.01.0002  |Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KEBAKARAN KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
1.05.0.00.0.00.01.0000 [SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM 1.05.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.05.01.2.01 (Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 1.05.01.2.01.0003  [Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KEBAKARAN KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.05.0.00.0.00.01.0000 |SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM 1.05.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.05.01.2.01 [Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 1.05.01.2.01.0004  [Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KEBAKARAN KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.05.0.00.0.00.01.0000 [SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM 1.05.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.05.01.2.01 (Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 1.05.01.2.01.0005  |Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KEBAKARAN KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.05.0.00.0.00.01.0000 |SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM 1.05.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.05.01.2.01 [Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KEBAKARAN KABUPATEN/KOTA Daerah Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.05.0.00.0.00.01.0000 [SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM 1.05.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.05.01.2.01 (Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 1.05.01.2.01.0007  |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KEBAKARAN KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.05.0.00.0.00.01.0000 |SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM 1.05.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.05.01.2.01 [Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 1.05.01.2.01.0008 |Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KEBAKARAN KABUPATEN/KOTA Daerah Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.05.0.00.0.00.01.0000 [SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM 1.05.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.05.01.2.01 (Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 1.05.01.2.01.0009  |Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KEBAKARAN KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.05.0.00.0.00.01.0000 |SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM 1.05.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.05.01.2.02 [Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.05.01.2.02.0001 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 78 192

KEBAKARAN

KABUPATEN/KOTA

Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan




Kode OPD Nama OPD ezt Nama Program ez Nama Kegiatan Kode Sub Kegiatan Nama Sub Kegiatan Prioritas Nasional Target Capaian
Program Kegiatan
1.05.0.00.0.00.01.0000 |SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM 1.05.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.05.01.2.02 (Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.05.01.2.02.0005  |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KEBAKARAN KABUPATEN/KOTA SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.05.0.00.0.00.01.0000 |SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM 1.05.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.05.01.2.02 [Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.05.01.2.02.0007  |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 18 3
KEBAKARAN KABUPATEN/KOTA Triwulanan/ Semesteran SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
1.05.0.00.0.00.01.0000 |SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM 1.05.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.05.01.2.03 (Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.05.01.2.03.0001 |Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KEBAKARAN KABUPATEN/KOTA SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.05.0.00.0.00.01.0000 |SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM 1.05.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.05.01.2.03 |Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.05.01.2.03.0005 |Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 2
KEBAKARAN KABUPATEN/KOTA pada SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
1.05.0.00.0.00.01.0000 |SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM 1.05.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.05.01.2.05 (Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.05.01.2.05.0002 |Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 80 80
KEBAKARAN KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.05.0.00.0.00.01.0000 |SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM 1.05.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.05.01.2.05 Perangkat Daerah 1.05.01.2.05.0009  |Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 20 88
KEBAKARAN KABUPATEN/KOTA Fungsi Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
1.05.0.00.0.00.01.0000 |SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM 1.05.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.05.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.05.01.2.06.0002 Peralatan dan Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 22 22
KEBAKARAN KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.05.0.00.0.00.01.0000 |SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM 1.05.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.05.01.2.06 [Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.05.01.2.06.0003 |Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 7 7
KEBAKARAN KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
1.05.0.00.0.00.01.0000 |SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM 1.05.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.05.01.2.06 [Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.05.01.2.06.0005  |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 3 3
KEBAKARAN KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.05.0.00.0.00.01.0000 |SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM 1.05.01 |[PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.05.01.2.06 [Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.05.01.2.06.0006 |Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KEBAKARAN KABUPATEN/KOTA undangan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
1.05.0.00.0.00.01.0000 |SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM 1.05.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.05.01.2.06 [Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.05.01.2.06.0009 Rapat inasi dan i SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 141 141
KEBAKARAN KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.05.0.00.0.00.01.0000 |SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM 1.05.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.05.01.2.08 Jasa jang Urusan Daerah 1.05.01.2.08.0002  |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KEBAKARAN KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
1.05.0.00.0.00.01.0000 |SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM 1.05.01 |[PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.05.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.05.01.2.08.0004  |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KEBAKARAN KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.05.0.00.0.00.01.0000 |SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM 1.05.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.05.01.2.09 [Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 1.05.01.2.09.0002 Jasa i Biaya Pajak dan [Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 28 28
KEBAKARAN KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
1.05.0.00.0.00.01.0000 |SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM 1.05.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 1.05.01.2.09.0006  |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 57 57
KEBAKARAN KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.05.0.00.0.00.01.0000 |SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM 1.05.01 |[PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.05.01.2.09 [Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 1.05.01.2.09.0009  |Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KEBAKARAN KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Lainnya Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
1.05.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03 |PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.05.03.2.01 |Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 1.05.03.2.01.0007 |Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 3000 1500
Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
| Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
1.05.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03 |PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.05.03.2.02 y P dan Terhadap Bencana 1.05.03.2.02.0015  |Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 40 40
Terhadap Bencana kabupaten/kota Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
| Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
1.05.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03 |PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.05.03.2.02 y P dan Terhadap Bencana 1.05.03.2.02.0018 |Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kota Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 1000 1000
Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
| Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
1.05.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03 |PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.05.03.2.02 y P dan Terhadap Bencana 1.05.03.2.02.0019  |Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 50 0
Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
1.05.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03 |PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.05.03.2.02 y P dan Terhadap Bencana 1.05.03.2.02.0020 |Penguatan Kapasitas Kawasan untuk P dan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 12 a8
Kesiapsiagaan Bencana Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
1.05.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03 |PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.05.03.2.02 y P dan Terhadap Bencana 1.05.03.2.02.0021 |Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 30 30
Kabupaten/Kota Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
1.05.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03 |PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.05.03.2.02 y P dan Terhadap Bencana 1.05.03.2.02.0022 | Penyusunan Rencana Kontijensi Kab K Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 1 1
Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
1.05.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03 |PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.05.03.2.02 y P dan Terhadap Bencana 1.05.03.2.02.0026 |Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 12 12

Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota

Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru




Kode OPD Nama OPD ezt Nama Program ez Nama Kegiatan Kode Sub Kegiatan Nama Sub Kegiatan Prioritas Nasional Target Capaian
Program Kegiatan
1.05.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03 |PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.05.03.2.02 dan Kesiapsi: Terhadap Bencana 1.05.03.2.02.0028 |Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota |Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 50 50
Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
1.05.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03 |PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.05.03.2.03 dan Evakuasi Korban Bencana 1.05.03.2.03.0002  [Respon Cepat Darurat Bencana Kot Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 2 2
Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
1.05.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03 |PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.05.03.2.0: dan Evakuasi Korban Bencana 1.05.03.2.03.0003 |Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 20 5100
Kabupaten/Kota Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
1.05.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03 |PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.05.03.2.0: dan Evakuasi Korban Bencana 1.05.03.2.03.0009 |Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 500 5100
Bencana Kabupaten/Kota Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
1.05.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03 |PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.05.03.2.0: dan Evakuasi Korban Bencana 1.05.03.2.03.0010 [Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 2 0
Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
1.05.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03 |PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.05.03.2.04 |Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 1.05.03.2.04.0001 |Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 2 2
Kabupaten/Kota Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
1.05.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03 |PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.05.03.2.04 |Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 1.05.03.2.04.0004 |Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan |Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 2 2
Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
1.05.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03 |PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.05.03.2.04 |Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 1.05.03.2.04.0010 |Koordi P: Kab Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 2 2
Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
| Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
1.05.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03 |PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.05.03.2.04 |Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 1.05.03.2.04.0014 8 Bencana Kab Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 2 2
Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
1.05.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.05.01.2.01 (Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 1.05.01.2.01.0001  |Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 3 3
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.05.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.05.01.2.02 [Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.05.01.2.02.0001 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 78 192
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
1.05.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.05.01.2.05 (Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.05.01.2.05.0002 |Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 80 80
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.05.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.05.01.2.05 [Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.05.01.2.05.0009 |Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 20 88
KABUPATEN/KOTA Fungsi Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
1.05.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.05.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.05.01.2.06.0001 |Penyediaan Komponen Instalasi Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 4
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Narkoba, Judi, dan
1.05.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.05.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.05.01.2.06.0002 Peralatan dan Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 22 22
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
1.05.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.05.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.05.01.2.06.0005 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 3 3
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.05.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.05.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.05.01.2.06.0006 |Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA undangan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
1.05.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.05.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.05.01.2.06.0009 Rapat inasi dan i SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 141 141
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.05.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.05.01.2.08 Jasa jang Urusan Pemerintahan Daerah 1.05.01.2.08.0001 |Penyediaan Jasa Surat Menyurat Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.05.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.05.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.05.01.2.08.0002  |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.05.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.05.01.2.08 Jasa jang Urusan Pemerintahan Daerah 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.05.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.05.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 1.05.01.2.09.0001 Jasa , Biaya dan Pajak |Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 20
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.05.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.05.01.2.09 [Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 1.05.01.2.09.0002 Jasa i Biaya Pajak dan [Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 28 28
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.05.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.05.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 1.05.01.2.09.0006 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 57 57

KABUPATEN/KOTA

Pemerintahan Daerah

Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,

Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
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Program Kegiatan
1.05.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.05.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 1.05.01.2.09.0007 |Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 41 41
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.05.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.05.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 1.05.01.2.09.0009  |Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Lainnya Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
1.06.0.00.0.00.01.0000 |DINAS SOSIAL 1.06.02 |PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 1.06.02.2.02 [Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.06.02.2.02.0001 |Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 3 0
Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
1.06.0.00.0.00.01.0000 |DINAS SOSIAL 1.06.02 [PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 1.06.02.2.03 |Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah 1.06.02.2.03.0001 |Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 60 0
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Kemiskinan
1.06.0.00.0.00.01.0000 |DINAS SOSIAL 1.06.02 |PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 1.06.02.2.03 |Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah 1.06.02.2.03.0002 Potensi Tenaga Sosial dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 12 24
Kabupaten/Kota K; Kota Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
1.06.0.00.0.00.01.0000 |DINAS SOSIAL 1.06.02 [PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 1.06.02.2.03 |Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah 1.06.02.2.03.0004 Potensi Sumber aan Sosial dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 12 20
Kabupaten/Kota Kab Kota Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Kemiskinan
1.06.0.00.0.00.01.0000 |DINAS SOSIAL 1.06.04 |PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.06.04.2.01 (Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, 1.06.04.2.01.0001 |Penyediaan Permakanan dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 1730 3250
Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Pengemis di Luar Panti Sosial iskil
1.06.0.00.0.00.01.0000 |DINAS SOSIAL 1.06.04 [PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.06.04.2.01 ilitasi Sosial Dasar Disabilitas Terlantar, 1.06.04.2.01.0002 |Penyediaan Sandang Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 50 0
Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Pengemis di Luar Panti Sosial Kemiskinan
1.06.0.00.0.00.01.0000 |DINAS SOSIAL 1.06.04 |PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.06.04.2.01 (Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, 1.06.04.2.01.0006 |Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 1000 1587
Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Pengemis di Luar Panti Sosial serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat iski
1.06.0.00.0.00.01.0000 |DINAS SOSIAL 1.06.04 |PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.06.04.2.02 i Sosial Masalah Sosial 1.06.04.2.02.0014 |Kerja Sama antar Lembaga dan dalam dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 5 9
(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Panti Sosial iskil
1.06.0.00.0.00.01.0000 |DINAS SOSIAL 1.06.05 [PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.06.05.2.01 |Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 1.06.05.2.01.0001 |Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 510 1000
Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Kemiskinan
1.06.0.00.0.00.01.0000 |DINAS SOSIAL 1.06.05 |PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.06.05.2.02 |Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah 1.06.05.2.02.0001 |Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kota dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 500 250
Kabupaten/Kota Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
1.06.0.00.0.00.01.0000 |DINAS SOSIAL 1.06.05 [PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.06.05.2.02 |Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah 1.06.05.2.02.0002 |Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 6500 12451
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Kemiskinan
1.06.0.00.0.00.01.0000 |DINAS SOSIAL 1.06.05 |PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.06.05.2.02 |Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah 1.06.05.2.02.0003 |Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 5000 8896
Kabupaten/Kota Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
1.06.0.00.0.00.01.0000 |DINAS SOSIAL 1.06.05 [PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.06.05.2.02 |Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah 1.06.05.2.02.0004 |Fasilitasi Bantuan Ekonomi dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 200 120
Kabupaten/Kota Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Kemiskinan
1.06.0.00.0.00.01.0000 |DINAS SOSIAL 1.06.06 [PROGRAM PENANGANAN BENCANA 1.06.06.2.01 |Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial 1.06.06.2.01.0001  |Penyediaan Makanan Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 1000 63
Kabupaten/Kota Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
| Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
1.06.0.00.0.00.01.0000 |DINAS SOSIAL 1.06.06 [PROGRAM PENANGANAN BENCANA 1.06.06.2.01 |Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial 1.06.06.2.01.0002 |Penyediaan Sandang Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 1000 63
Kabupaten/Kota Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
| Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
1.06.0.00.0.00.01.0000 |DINAS SOSIAL 1.06.06 [PROGRAM PENANGANAN BENCANA 1.06.06.2.02 Terhadap 1.06.06.2.02.0001  |Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 3 0
Bencana Kabi K Bencana Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
| Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
1.06.0.00.0.00.01.0000 |DINAS SOSIAL 1.06.06 [PROGRAM PENANGANAN BENCANA 1.06.06.2.02 Terhadap 1.06.06.2.02.0002  |Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana |Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 30 46
Bencana Kabi K Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
1.06.0.00.0.00.01.0000 |DINAS SOSIAL 1.06.07 [PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 1.06.07.2.01 |Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional 1.06.07.2.01.0002  |Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi 2 4
Kabupaten/Kota Manusia
1.06.0.00.0.00.01.0000 |DINAS SOSIAL 1.06.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.06.01.2.01 [Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 1.06.01.2.01.0009 |Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 100 0
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.06.0.00.0.00.01.0000 |DINAS SOSIAL 1.06.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.06.01.2.02 (Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.06.01.2.02.0001 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 20 55
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.06.0.00.0.00.01.0000 |DINAS SOSIAL 1.06.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.06.01.2.05 [Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.06.01.2.05.0002 |Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 100 35
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.06.0.00.0.00.01.0000 |DINAS SOSIAL 1.06.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.06.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.06.01.2.06.0001 |Penyediaan Komponen Instalasi Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 34 34
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Narkoba, Judi, dan
1.06.0.00.0.00.01.0000 |DINAS SOSIAL 1.06.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.06.01.2.06 [Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.06.01.2.06.0002 Peralatan dan Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 65 65
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.06.0.00.0.00.01.0000 |DINAS SOSIAL 1.06.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.06.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.06.01.2.06.0003  |Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 0

KABUPATEN/KOTA

Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
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1.06.0.00.0.00.01.0000 |DINAS SOSIAL 1.06.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.06.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.06.01.2.06.0005 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 10 10
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.06.0.00.0.00.01.0000 |DINAS SOSIAL 1.06.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.06.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.06.01.2.06.0006 |Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 24
KABUPATEN/KOTA undangan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
1.06.0.00.0.00.01.0000 |DINAS SOSIAL 1.06.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.06.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.06.01.2.06.0009 Rapat inasi dan i SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 150 28
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.06.0.00.0.00.01.0000 |DINAS SOSIAL 1.06.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah| 1.06.01.2.07.0006 |Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 3 0
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
1.06.0.00.0.00.01.0000 |DINAS SOSIAL 1.06.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.06.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.06.01.2.08.0001 |Penyediaan Jasa Surat Menyurat Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 3
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.06.0.00.0.00.01.0000 |DINAS SOSIAL 1.06.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.06.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.06.01.2.08.0002 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 48 24
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
1.06.0.00.0.00.01.0000 |DINAS SOSIAL 1.06.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.06.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.06.01.2.08.0003 |Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 24 18
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.06.0.00.0.00.01.0000 |DINAS SOSIAL 1.06.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.06.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.06.01.2.08.0004 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 80 38
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
1.06.0.00.0.00.01.0000 |DINAS SOSIAL 1.06.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.06.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 1.06.01.2.09.0001 Jasa i , Biaya dan Pajak |Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 49 24
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  |Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
1.06.0.00.0.00.01.0000 |DINAS SOSIAL 1.06.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.06.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 1.06.01.2.09.0009 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 28 4
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Lainnya Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
2.07.0.00.0.00.01.0000 |DINAS TENAGA KERJA 2.07.02 |PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 2.07.02.2.01 |Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 2.07.02.2.01.0001 |Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro j dan 1 1
Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.07.0.00.0.00.01.0000 |DINAS TENAGA KERJA 2.07.02 |PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 2.07.02.2.01 |Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 2.07.02.2.01.0003 |Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro j dan 20 17
Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.07.0.00.0.00.01.0000 |DINAS TENAGA KERJA 2.07.03 |PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA 2.07.03.2.01 Pelatihan Unit 2.07.03.2.01.0001 |Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan j dan 512 512
KERJA bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.07.0.00.0.00.01.0000 |DINAS TENAGA KERJA 2.07.03 [PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA 2.07.03.2.02 |Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 2.07.03.2.02.0001 |Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta j dan 60 60
KERJA Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.07.0.00.0.00.01.0000 |DINAS TENAGA KERJA 2.07.03 [PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA 2.07.03.2.04 |Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil 2.07.03.2.04.0001 |Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil j dan 40 40
KERJA Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.07.0.00.0.00.01.0000 |DINAS TENAGA KERJA 2.07.04 [PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 2.07.04.2.01 |Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 2.07.04.2.01.0003  |Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja j dan 1787 1787
Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.07.0.00.0.00.01.0000 |DINAS TENAGA KERJA 2.07.04 [PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 2.07.04.2.01 |Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 2.07.04.2.01.0004 |Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas rjaan j dan 6 6
Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.07.0.00.0.00.01.0000 |DINAS TENAGA KERJA 2.07.04 [PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 2.07.04.2.01 |Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 2.07.04.2.01.0005  |Perluasan Kesempatan Kerja dan 160 160
Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.07.0.00.0.00.01.0000 |DINAS TENAGA KERJA 2.07.04 [PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 2.07.04.2.03 |Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 2.07.04.2.03.0002 |Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online dan 3221 3221
Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.07.0.00.0.00.01.0000 |DINAS TENAGA KERJA 2.07.04 [PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 2.07.04.2.03 |Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 2.07.04.2.03.0003 |Job Fair/Bursa Kerja dan 29 29

Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi




Kode OPD Nama OPD ezt Nama Program ez Nama Kegiatan Kode Sub Kegiatan Nama Sub Kegiatan Prioritas Nasional Target Capaian
Program Kegiatan
2.07.0.00.0.00.01.0000 |DINAS TENAGA KERJA 2.07.05 |PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 2.07.05.2.01 |Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian | 2.07.05.2.01.0003 [Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan [ Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan 4 4
Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan |Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.07.0.00.0.00.01.0000 |DINAS TENAGA KERJA 2.07.05 |PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 2.07.05.2.02 |Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan 2.07.05.2.02.0002 |Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, |Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan 12 12
Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada |Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kabupaten/Kota Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kab K Kewir , Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.07.0.00.0.00.01.0000 |DINAS TENAGA KERJA 2.07.05 |PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 2.07.05.2.02 |Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan 2.07.05.2.02.0005 |Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan j Infrastruktur dan Meningkatkan 24800 24800
Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kabupaten/Kota Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.07.0.00.0.00.01.0000 |DINAS TENAGA KERJA 2.07.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.07.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 2.07.01.2.01.0001 |Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 10 10
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.07.0.00.0.00.01.0000 |DINAS TENAGA KERJA 2.07.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.07.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 2.07.01.2.01.0009  |Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.07.0.00.0.00.01.0000 |DINAS TENAGA KERJA 2.07.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.07.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.07.01.2.02.0001 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 30 30,5
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.07.0.00.0.00.01.0000 |DINAS TENAGA KERJA 2.07.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.07.01.2.05 |Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.07.01.2.05.0009 |Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 8 1
KABUPATEN/KOTA Fungsi Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
2.07.0.00.0.00.01.0000 |DINAS TENAGA KERJA 2.07.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.07.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.07.01.2.06.0001 |Penyediaan Komponen Instalasi Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 7 7
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Narkoba, Judi, dan
2.07.0.00.0.00.01.0000 |DINAS TENAGA KERJA 2.07.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.07.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.07.01.2.06.0002 Peralatan dan Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 52 19
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
2.07.0.00.0.00.01.0000 |DINAS TENAGA KERJA 2.07.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.07.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.07.01.2.06.0005 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 20 14
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.07.0.00.0.00.01.0000 |DINAS TENAGA KERJA 2.07.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.07.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.07.01.2.06.0006 |Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA undangan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
2.07.0.00.0.00.01.0000 |DINAS TENAGA KERJA 2.07.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.07.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.07.01.2.06.0009 Rapat inasi dan i SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 80 57
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.07.0.00.0.00.01.0000 |DINAS TENAGA KERJA 2.07.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.07.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 2.07.01.2.07.0006 |Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 31 31
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.07.0.00.0.00.01.0000 |DINAS TENAGA KERJA 2.07.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.07.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.07.01.2.08.0001 |Penyediaan Jasa Surat Menyurat Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.07.0.00.0.00.01.0000 |DINAS TENAGA KERJA 2.07.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.07.01.2.08 Jasa jang Urusan Daerah 2.07.01.2.08.0002 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.07.0.00.0.00.01.0000 |DINAS TENAGA KERJA 2.07.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.07.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.07.01.2.08.0004 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.07.0.00.0.00.01.0000 |DINAS TENAGA KERJA 2.07.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.07.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2.07.01.2.09.0001 Jasa i Biaya dan Pajak |Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 22 22
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  |Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.07.0.00.0.00.01.0000 |DINAS TENAGA KERJA 2.07.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.07.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2.07.01.2.09.0006 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 42 43
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.07.0.00.0.00.01.0000 |DINAS TENAGA KERJA 2.07.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.07.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2.07.01.2.09.0009 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Lainnya Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.08.2.14.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.08.02 [PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN 2.08.02.2.01 |Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga 2.08.02.2.01.0006 |Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG |Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 70 70
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota kewenangan Kab/Kota Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Gender, serta 8! Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.08.2.14.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.08.02 |PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN 2.08.02.2.02 [Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan | 2.08.02.2.02.0001 |Sosialisasi Partisipasi di Bidang Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 3 3
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kabupaten/Kota Gender, serta 8! Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.08.2.14.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.08.02 [PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN 2.08.02.2.02 |Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan 2.08.02.2.02.0002 |Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 5 5
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kabupaten/Kota Gender, serta 8! Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.08.2.14.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.08.02 [PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN 2.08.02.2.03 |Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 2.08.02.2.03.0002 |Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 140 140

PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kab K

Layanan
Kabupaten/Kota

Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Pengy Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
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Program Kegiatan
2.08.2.14.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.08.02 |PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN 2.08.02.2.03 |Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 2.08.02.2.03.0003  |Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 3 3
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN y P Kab K Kot Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Gender, serta g Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.08.2.14.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.08.03 |PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 2.08.03.2.01 Terhadap p Lingkup Daerah 2.08.03.2.01.0001 i dan Sil isasi Kebijakan, Program  |Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 1 1
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN Kabupaten/Kota dan Kegiatan Terhadap p Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.08.2.14.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.08.03 |PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 2.08.03.2.02 | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban|  2.08.03.2.02.0001 Layanan Peng; bagi Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 20 21
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kabupaten/Kota Gender, serta 8! Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.08.2.14.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.08.03 |PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 2.08.03.2.02 |Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban | 2.08.03.2.02.0002 i dan Sil isasi i Layanan |Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 20 21
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.08.2.14.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.08.03 |PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 2.08.03.2.0: 8! dan Lembaga Penyedia Layanan 2.08.03.2.03.0001 [Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 1 1
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kewenangan Kabupaten/Kota Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.08.2.14.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.08.04 [PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 2.08.04.2.01 |Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan 2.08.04.2.01.0002 |Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 1 1
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kabupaten/Kota Gender, serta 8 Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.08.2.14.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.08.04 [PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 2.08.04.2.01 |Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan 2.08.04.2.01.0003 Kegiatan untuk Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 2 2
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Gender, serta 8 Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.08.2.14.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.08.04 |PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 2.08.04.2.02 |Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 2.08.04.2.02.0002 |Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 180 180
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.08.2.14.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.08.05 [PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 2.08.05.2.01 |Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender 2.08.05.2.01.0001 |Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 1 1
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kabupaten/Kota Gender, serta I Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.08.2.14.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.08.06 [PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 2.08.06.2.01 |Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, 2.08.06.2.01.0001 |Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak |Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 203 203
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia |Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kabupaten/Kota Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.08.2.14.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.08.06 [PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 2.08.06.2.02 |Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 2.08.06.2.02.0003 |Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 1 1
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kabupaten/Kota Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Gender, serta Pengt Peran puan,
Kabupaten/Kota Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.08.2.14.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.08.06 |PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 2.08.06.2.02 |Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 2.08.06.2.02.0004 |Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 1 1
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Gender, serta I Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.08.2.14.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.08.07 |PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 2.08.07.2.01 |Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para 2.08.07.2.01.0004 |Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 383 383
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota kebijakan /prog kegiatan KTA |Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Gender, serta g Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.08.2.14.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.08.07 |PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 2.08.07.2.02 |Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan 2.08.07.2.02.0005 Layanan 8 bagi Anak yang Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), a4 42
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.08.2.14.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.08.07 |PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 2.08.07.2.02 |Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan 2.08.07.2.02.0007 |Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), a4 42
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Daerah Kabupaten/Kota Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.08.2.14.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.08.07 |PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 2.08.07.2.03 |Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 2.08.07.2.03.0006 | Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 90 90
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Daerah Kabupaten/Kota kabupaten/ Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.08.2.14.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.08.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.08.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 2.08.01.2.01.0006 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 14 14

PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN/KOTA

Daerah

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan




Kode OPD Nama OPD ezt Nama Program ez Nama Kegiatan Kode Sub Kegiatan Nama Sub Kegiatan Prioritas Nasional Target Capaian
Program Kegiatan
2.08.2.14.0.00.01.0000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.08.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 2.08.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat |  2.08.01.2.01.0008 |Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN KABUPATEN/KOTA Daerah Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Narkoba, Judi, dan
2.08.2.14.0.00.01.0000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.08.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 2.08.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat |  2.08.01.2.01.0009 |Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 1
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.08.2.14.0.00.01.0000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.08.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 2.08.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.08.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 30 116
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Narkoba, Judi, dan
2.08.2.14.0.00.01.0000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.08.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 2.08.01.2.05 Perangkat Daerah 2.08.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.08.2.14.0.00.01.0000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.08.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 2.08.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.08.01.2.06.0002 Peralatan dan Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 16 10
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Narkoba, Judi, dan
2.08.2.14.0.00.01.0000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.08.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 2.08.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.08.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 10 B
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.08.2.14.0.00.01.0000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.08.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 2.08.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.08.01.2.06.0009 Rapat Koordinasi dan i SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 75 39
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Narkoba, Judi, dan
2.08.2.14.0.00.01.0000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.08.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 2.08.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah|  2.08.01.2.07.0005 |Pengadaan Mebel Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 24 19
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.08.2.14.0.00.01.0000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.08.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 2.08.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah |  2.08.01.2.07.0006 |Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 31 B
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Narkoba, Jui, dan
2.08.2.14.0.00.01.0000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.08.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 2.08.01.2.08 Jasa Penunjang Urusan Daerah 2.08.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 7] 2
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.08.2.14.0.00.01.0000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.08.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 2.08.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.08.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Narkoba, Judi, dan
2.08.2.14.0.00.01.0000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.08.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 2.08.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2.08.01.2.09.0001 Jasa i Biaya dan Pajak |Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 47 36
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.08.2.14.0.00.01.0000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.08.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 2.08.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2.08.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 48 5
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Narkoba, Jui, dan
2.08.2.14.0.00.01.0000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.08.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 2.08.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2.08.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Lainnya Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.08.2.14.0.00.01.0000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.14.02 |PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 2.14.02.2.01 |Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah 2.14.02.2.01.0002 | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 2 2
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
2.08.2.14.0.00.01.0000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.14.02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 2.14.02.2.01 |Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah 2.14.02.2.01.0009 | Advokas, Sosialisasi dan Fasilitasi Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 1 T
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang | Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
2.08.2.14.0.00.01.0000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.14.02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 2.14.02.2.01 |Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah 2.14.02.2.01.0023 Rapat Program Bangga Kencana | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 10 10
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
2.08.2.14.0.00.01.0000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.14.02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 214.022.02 Perkiraan Cakupan Daerah | 2.14.02.2.02.0006 |Pengembangan Model Solusi Strategis Dampak Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 3 3
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN Kabupaten/Kota Kependudukan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
2.08.2.14.0.00.01.0000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.14.02 |PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 214.022.02 Perkiraan Cakupan Daerah | 2.14.02.2.02.0009 dan Sistem Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 2 2
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN Kabupaten/Kota Informasi Keluarga Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
2.08.2.14.0.00.01.0000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.14.02 |PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 2.14.02.2.02 Perkiraan Cakupan Daerah | 2.14.02.2.02.0012 |Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 2 i)
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN Kabupaten/Kota Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
2.08.2.14.0.00.01.0000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.14.02 |PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 214.02.2.02 Perkiraan Cakupan Daerah | 2.14.02.2.02.0013 dan Pelaporan Data Lapangan dan | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 2 i)
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN Kabupaten/Kota Pelayanan kB Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
2.08.2.14.0.00.01.0000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.14.02 |PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 2.14.02.2.02 Perkiraan Cakupan Daerah | 2.14.02.2.02.0018 dan P dan Pelaporan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 2 i)
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
2.08.2.14.0.00.01.0000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.14.03 |PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 2.14.03.2.01 |Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) | 2.14.03.2.01.0010 0 dan Sarana di Balai Penyuluhan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 10 10

PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Bangga Kencana

Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas




Kode OPD Nama OPD ezt Nama Program ez Nama Kegiatan Kode Sub Kegiatan Nama Sub Kegiatan Prioritas Nasional Target Capaian
Program Kegiatan
2.08.2.14.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.14.03 [PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 2.14.03.2.01 |Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) | 2.14.03.2.01.0011 |Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana [Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 10 10
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Gender, serta 8! Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.08.2.14.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.14.03 [PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 2.14.03.2.01 |Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) | 2.14.03.2.01.0013 |Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 2 2
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Gender, serta g Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.08.2.14.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.14.03 [PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 2.14.03.2.01 |Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) | 2.14.03.2.01.0014 |Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada [ Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 4 4
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Stakeholders dan Mitra Kerja Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Gender, serta g Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.08.2.14.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.14.03 |PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 2.14.03.2.02 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 2.14.03.2.02.0004 Kader Institusi Pedesaan (IMP) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 938 893
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN (PKB/PLKB) Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Gender, serta g Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.08.2.14.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.14.03 [PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 2.14.03.2.03 |Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat 2.14.03.2.03.0001 |Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 1 1
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN i serta Y KB di Daerah Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kabupaten/Kota Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.08.2.14.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.14.03 |PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 2.14.03.2.03 |Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat 2.14.03.2.03.0003 |Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 510 1098
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN i serta y KB di Daerah Jangka Panjang (MKJP) Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kabupaten/Kota Gender, serta 8 Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.08.2.14.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.14.03 |PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 2.14.03.2.03 |Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat 2.14.03.2.03.0006 Sarana jang y KB Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 1 2
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN i serta y KB di Daerah Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kabupaten/Kota Gender, serta 8 Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.08.2.14.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.14.03 |PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 2.14.03.2.03 |Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat 2.14.03.2.03.0008 |Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 2 2
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN i serta y KB di Daerah Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kabupaten/Kota Jejaringnya Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.08.2.14.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.14.03 |PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 2.14.03.2.04 |Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi 2.14.03.2.04.0001 |Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra |Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 6 6
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Kerja Lainnya dalam y dan i Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA y dan Kesertaan Ber-KB Kesertaan Ber-KB Gender, serta I Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.08.2.14.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.14.03 [PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 2.14.03.2.04 |Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi 2.14.03.2.04.0006 |Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 52 208
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Kampung Keluarga Berkualitas Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA y dan Kesertaan Ber-KB Gender, serta I Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.08.2.14.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.14.04 |PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA 2.14.04.2.01 |Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan 2.14.04.2.01.0016 |Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 7 5
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN SEJAHTERA (KS) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Keluarga Sejahtera (PPKS) Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Gender, serta I Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.08.2.14.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.14.04 |PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA 2.14.04.2.01 |Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan 2.14.04.2.01.0017 |Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 1 1
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN SEJAHTERA (KS) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha |Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.08.2.14.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.14.04 |PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA 2.14.04.2.01 |Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan 2.14.04.2.01.0018 |Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 10 10
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN SEJAHTERA (KS) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha |Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.08.2.14.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.14.04 |PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA 2.14.04.2.02 |Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi 2.14.04.2.02.0004 |Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 1 1
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN SEJAHTERA (KS) Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Keluarga bagi Mitra Kerja Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Gender, serta Pengt Peran puan,
Kesejahteraan Keluarga Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.08.2.14.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.14.04 |PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA 2.14.04.2.02 |Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi 2.14.04.2.02.0005 [Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 1 1
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN SEJAHTERA (KS) Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Gender, serta Pengt Peran puan,
Kesejahteraan Keluarga Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.08.2.14.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.14.04 |PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA 2.14.04.2.02 |Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi 2.14.04.2.02.0006 |Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 1 1
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Kode OPD Nama OPD ezt Nama Program ez Nama Kegiatan Kode Sub Kegiatan Nama Sub Kegiatan Prioritas Nasional Target Capaian
Program Kegiatan
2.09.3.25.3.27.01.0000 |DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, 2.09.02 |PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK 2.09.02.2.01 |Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian 2.09.02.2.01.0003 |Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 8 8
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Lainnya Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
2.09.3.25.3.27.01.0000 |DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, 2.09.03 |PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN 2.09.03.2.01 |Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan 2.09.03.2.01.0015 |Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 12 12
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PANGAN MASYARAKAT Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
2.09.3.25.3.27.01.0000 |DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, 2.09.03 |PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN 2.09.03.2.04 |Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan 2.09.03.2.04.0002 dalam Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 6 6
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PANGAN MASYARAKAT Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
2.09.3.25.3.27.01.0000 |DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, 2.09.04 |PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 2.09.04.2.01 Peta dan Pangan 2.09.04.2.01.0001 |Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 1 1
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Kecamatan Kerentanan Pangan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
2.09.3.25.3.27.01.0000 |DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, 2.09.04 |PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 2.09.04.2.02 Pangan Kab K 2.09.04.2.02.0003 i dan Sil isasi Kerawanan Pangan Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 5 5
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA dan Gizi Kabupaten/Kota Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
2.09.3.25.3.27.01.0000 |DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, 2.09.05 |PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 2.09.05.2.01 |Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah 2.09.05.2.01.0008 |Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar |Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 9 9
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Kabupaten/Kota asal tumbuhan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
2.09.3.25.3.27.01.0000 |DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, 2.09.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.09.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 2.09.01.2.01.0001 |Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 9 9
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.09.3.25.3.27.01.0000 |DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, 2.09.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.09.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 2.09.01.2.01.0008 |Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 0
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN/KOTA Daerah Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
2.09.3.25.3.27.01.0000 |DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, 2.09.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.09.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.09.01.2.02.0001 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 134 134
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.09.3.25.3.27.01.0000 |DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, 2.09.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.09.01.2.05 |Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.09.01.2.05.0009 |Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 13 1
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN/KOTA Fungsi Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
2.09.3.25.3.27.01.0000 |DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, 2.09.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.09.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.09.01.2.06.0002 Peralatan dan Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 15 15
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.09.3.25.3.27.01.0000 |DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, 2.09.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.09.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.09.01.2.06.0005 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 8 4
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
2.09.3.25.3.27.01.0000 |DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, 2.09.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.09.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.09.01.2.06.0006 |Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 1
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN/KOTA undangan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.09.3.25.3.27.01.0000 |DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, 2.09.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.09.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.09.01.2.06.0009 Rapat inasi dan i SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 60 70
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.09.3.25.3.27.01.0000 |DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, 2.09.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.09.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.09.01.2.06.0010 |Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1000 1000
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.09.3.25.3.27.01.0000 |DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, 2.09.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.09.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 2.09.01.2.07.0005 |Pengadaan Mebel Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 7 7
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.09.3.25.3.27.01.0000 |DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, 2.09.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.09.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 2.09.01.2.07.0006 |Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 36 20
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.09.3.25.3.27.01.0000 |DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, 2.09.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.09.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 2.09.01.2.07.0011 |Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor ~ [Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN/KOTA Daerah atau Bangunan Lainnya Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.09.3.25.3.27.01.0000 |DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, 2.09.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.09.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.09.01.2.08.0002 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 36 36
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.09.3.25.3.27.01.0000 |DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, 2.09.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.09.01.2.08 Jasa jang Urusan Pemerintahan Daerah 2.09.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 48 48
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.09.3.25.3.27.01.0000 |DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, 2.09.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.09.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2.09.01.2.09.0002 Jasa , Biaya Pajak dan |Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 60 60
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.09.3.25.3.27.01.0000 |DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, 2.09.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.09.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2.09.01.2.09.0006 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 254 100
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.09.3.25.3.27.01.0000 |DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, 2.09.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.09.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2.09.01.2.09.0007 |Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 177 20
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.09.3.25.3.27.01.0000 |DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, 2.09.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.09.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2.09.01.2.09.0010 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 18 18
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Kantor atau Bangunan Lainnya Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.09.3.25.3.27.01.0000 |DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, 3.25.03 |PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 3.25.03.2.01 |Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, 3.25.03.2.01.0004 |Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 754 754

TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat
Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru




Kode OPD Nama OPD ezt Nama Program ez Nama Kegiatan Kode Sub Kegiatan Nama Sub Kegiatan Prioritas Nasional Target Capaian
Program Kegiatan
2.09.3.25.3.27.01.0000 |DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, 3.25.04 |PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 3.25.04.2.02 |Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 3.25.04.2.02.0004 |Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses llmu Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 3 5
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan |Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pendidikan dan Pelatihan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
2.09.3.25.3.27.01.0000 |DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, 3.25.04 |PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 3.25.04.2.04 |Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 3.25.04.2.04.0002 |Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 3 3
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Daerah Kabupaten/Kota Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
2.09.3.25.3.27.01.0000 |DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, 3.25.04 [PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 3.25.04.2.04 |Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 3.25.04.2.04.0004 Ikan dan Li Budidaya dalam 1 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 24 60
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
2.09.3.25.3.27.01.0000 |DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, 3.25.04 [PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 3.25.04.2.04 |Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 3.25.04.2.04.0009 Sarana Ikan dalam 1 Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 20 0
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
2.09.3.25.3.27.01.0000 |DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, 3.25.04 [PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 3.25.04.2.04 |Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 3.25.04.2.04.0010 dan i Ikan di Darat Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 10 50
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
2.09.3.25.3.27.01.0000 |DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, 3.25.05 [PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN 3.25.05.2.01 |Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau,| 3.25.05.2.01.0004 usaha ikan sesuai Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 48 48
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PERIKANAN Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat kabupaten/kota Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
2.09.3.25.3.27.01.0000 |DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, 3.25.05 [PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN 3.25.05.2.01 |Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau,| 3.25.05.2.01.0007 |Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 48 48
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PERIKANAN Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat ikan sesuai Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
2.09.3.25.3.27.01.0000 |DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, 3.25.06 [PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | 3.25.06.2.01 |Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan 3.25.06.2.01.0005 |Penyediaan Data dan Informasi Usaha dan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 12 12
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
| Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
2.09.3.25.3.27.01.0000 |DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, 3.27.02 [PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA 3.27.02.2.01 |Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 3.27.02.2.01.0001 Sarana g Pertanian Sesuai | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 25 25
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PERTANIAN dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
2.09.3.25.3.27.01.0000 |DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, 3.27.02 [PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA 3.27.02.2.01 |Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 3.27.02.2.01.0002 Sarana g Pertanian Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 208 208
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PERTANIAN Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
2.09.3.25.3.27.01.0000 |DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, 3.27.02 [PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA 3.27.02.2.01 |Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 3.27.02.2.01.0003 |Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk |Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 6 8
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PERTANIAN Biji/Benih Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
| Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
2.09.3.25.3.27.01.0000 |DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, 3.27.02 |PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA 3.27.02.2.01 |Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 3.27.02.2.01.0009  |Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 4000 1600
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PERTANIAN Batang Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
| Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
2.09.3.25.3.27.01.0000 |DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, 3.27.02 |PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA 3.27.02.2.01 |Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 3.27.02.2.01.0014 Sarana P: Tanaman Pangan | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 1 1
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PERTANIAN Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
| Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
2.09.3.25.3.27.01.0000 |DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, 3.27.02 |PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA 3.27.02.2.01 |Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 3.27.02.2.01.0016 Sarana P: Hortikultura Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 1 1
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PERTANIAN Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
| Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
2.09.3.25.3.27.01.0000 |DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, 3.27.02 |PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA 3.27.02.2.02 |Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, 3.27.02.2.02.0004 Kemurnian dan SDG Tanaman Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 5 5
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PERTANIAN dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
| Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
2.09.3.25.3.27.01.0000 |DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, 3.27.03 |PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA 3.27.03.2.01 |Pengembangan Prasarana Pertanian 3.27.03.2.01.0015 |Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan j P28, Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 6714 6714
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PERTANIAN Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
Kab Kota Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
2.09.3.25.3.27.01.0000 |DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, 3.27.03 |PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA 3.27.03.2.02 |Pembangunan Prasarana Pertanian 3.27.03.2.02.0002 dan Embung Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 6 6
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PERTANIAN Pertanian Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
2.09.3.25.3.27.01.0000 |DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, 3.27.03 |PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA 3.27.03.2.02 |Pembangunan Prasarana Pertanian 3.27.03.2.02.0003 dan Jalan Usaha Tani [Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 39 38
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PERTANIAN Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
2.09.3.25.3.27.01.0000 |DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, 3.27.03 |PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA 3.27.03.2.02 |Pembangunan Prasarana Pertanian 3.27.03.2.02.0008 dan Balai Penyuluh | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 3 3
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PERTANIAN di serta Sarana Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
2.09.3.25.3.27.01.0000 |DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, 3.27.03 |PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA 3.27.03.2.02 |Pembangunan Prasarana Pertanian 3.27.03.2.02.0009 dan Prasarana Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 5 5

TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

PERTANIAN

Pertanian Lainnya

Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru




Kode OPD

Nama OPD

Kode
Program

Nama Program

Kode
Kegiatan

Nama Kegiatan

Kode Sub Kegiatan

Nama Sub Kegiatan

Prioritas Nasional

Target

Capaian

2.09.3.25.3.27.01.0000

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN,
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

3.27.05

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN
BENCANA PERTANIAN

3.27.05.2.01

Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Kabupaten/Kota

3.27.05.2.01.0001

Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)
Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan
Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru

1000

1000

2.09.3.25.3.27.01.0000

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN,
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

3.27.05

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN
BENCANA PERTANIAN

3.27.05.2.01

Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Kabupaten/Kota

3.27.05.2.01.0002

Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan,
Hortikultura, dan Perkebunan

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan
Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru

1000

1000

2.09.3.25.3.27.01.0000

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN,
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

3.27.07

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

3.27.07.2.01

Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

3.27.07.2.01.0001

Pertanian di

Kapasitas
Kecamatan dan Desa

Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan
Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

2.09.3.25.3.27.01.0000

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN,
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

3.27.07

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

3.27.07.2.01

Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

3.27.07.2.01.0002

Kapasitas Petani di

Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan

dan Desa

Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

200

202

2.09.3.25.3.27.01.0000

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN,
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

3.27.07

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

3.27.07.2.01

Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

3.27.07.2.01.0003

Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
Penyuluhan Pertanian

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan
Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

92

2.09.3.25.3.27.01.0000

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN,
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

3.27.07

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

3.27.07.2.01

Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

3.27.07.2.01.0006

Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan
Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hifau, dan Ekonomi Biru

75

2.11.0.00.0.00.01.0000

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.11.02

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

2.11.02.2.01

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(RPPLH) Kabupaten/Kota

2.11.02.2.01.0002

RPPLH Kab

Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan

Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hifau, dan Ekonomi Biru

2.11.0.00.0.00.01.0000

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.11.02

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

2.11.02.2.01

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(RPPLH) Kabupaten/Kota

2.11.02.2.01.0004

Peninjauan kembali terhadap RPPLH

Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan
Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hifau, dan Ekonomi Biru

2.11.0.00.0.00.01.0000

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.11.02

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

2.11.02.2.02

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Kabupaten/Kota

2.11.02.2.02.0005

Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan
Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hifau, dan Ekonomi Biru

2.11.0.00.0.00.01.0000

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.11.03

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

2.11.03.2.01

P P
Hidup Kabupaten/Kota

dan/atau Li

2.11.03.2.01.0005

Pelaksanaan inventarisasi GRK dan

profil emisi
GRK

Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan
Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hifau, dan Ekonomi Biru

2.11.0.00.0.00.01.0000

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.11.03

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

2.11.03.2.01

P P
Hidup Kabupaten/Kota

dan/atau Li

2.11.03.2.01.0007

kualitas Lil
Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

Hidup terhadap

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan
Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

30

2.11.0.00.0.00.01.0000

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.11.03

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

2.11.03.2.01

P P
Hidup Kabupaten/Kota

dan/atau Li

2.11.03.2.01.0010

Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat
kabupaten/kota

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan
Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,

| Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

50

2.11.0.00.0.00.01.0000

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.11.03

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

2.11.03.2.01

P P
Hidup Kabupaten/Kota

dan/atau Li

2.11.03.2.01.0011

dokumen status li

hidup daerah

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan
Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,

| Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

2.11.0.00.0.00.01.0000

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.11.03

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

2.11.03.2.01

P P
Hidup Kabupaten/Kota

dan/atau Li

2.11.03.2.01.0014

upaya adaptasi p
kabupaten/kota

iklim tingkat

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan
Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,

| Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

2.11.0.00.0.00.01.0000

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.11.03

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

2.11.03.2.01

P P
Hidup Kabupaten/Kota

dan/atau Li

2.11.03.2.01.0015

Laboratorium Li Hidup |

Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan
Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,

| Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

350

2.11.0.00.0.00.01.0000

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.11.03

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

2.11.03.2.02

Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
Hidup Kabupaten/Kota

2.11.03.2.02.0001

Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan
Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

2.11.0.00.0.00.01.0000

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.11.04

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
(KEHATI)

2.11.04.2.01

Hayati Kota

2.11.04.2.01.0001

dan pan Rencana

Keanekaragaman Hayati

Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan
Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

2.11.0.00.0.00.01.0000

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.11.04

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
(KEHATI)

2.11.04.2.01

Hayati Kota

2.11.04.2.01.0003

Pengelolaan Kebun Raya

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan
Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

33

2.11.0.00.0.00.01.0000

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.11.04

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
(KEHATI)

2.11.04.2.01

Hayati Kota

2.11.04.2.01.0004

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan
Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

825

2.11.0.00.0.00.01.0000

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.11.04

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
(KEHATI)

2.11.04.2.01

Hayati Kota

2.11.04.2.01.0007

Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Hayati

Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan
Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru




Kode OPD Nama OPD ezt Nama Program ez Nama Kegiatan Kode Sub Kegiatan Nama Sub Kegiatan Prioritas Nasional Target Capaian
Program Kegiatan
2.11.0.00.0.00.01.0000 |DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.05 |PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN 2.11.05.2.01 |Penyimpanan sementara Limbah B3 2.11.05.2.01.0001 |Fasilitasi i Izin Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 5 2
BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN Limbah B3 Dil Melalui Sistem y: Perizinan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
BERACUN (LIMBAH B3) Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
2.11.0.00.0.00.01.0000 |DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.05 |PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN 2.11.05.2.01 |Penyimpanan sementara Limbah B3 2.11.05.2.01.0004 |Pengadaan sarana dan prasarana Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 1 1
BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN limbah B3 di kabupaten/kota Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
BERACUN (LIMBAH B3) Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
2.11.0.00.0.00.01.0000 |DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.06 |PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN 2.11.06.2.01 |Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau 2.11.06.2.01.0006 |Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 2 2
LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN Kegiatan yang lzin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
2.11.0.00.0.00.01.0000 |DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.06 |PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN 2.11.06.2.01 |Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau 2.11.06.2.01.0009 |Pengawasan Perizinan Berusaha atau P Pemerintah Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 30 30
LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-|Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
undangan di bidang Perlindungan Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
2.11.0.00.0.00.01.0000 |DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.07 |PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM | 2.11.07.2.02 |Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan 2.11.07.2.02.0001 dan 8! Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 1 1
ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, |Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
DENGAN PPLH dan Hak MHA Terkait dengan PPLH Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
2.11.0.00.0.00.01.0000 |DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.08 |PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN 2.11.08.2.01 |Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan 2.11.08.2.01.0002 |Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 40 40
PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Daerah Kabupaten/Kota Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
2.11.0.00.0.00.01.0000 |DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.10 |PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.10.2.01 |Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan 2.11.10.2.01.0004 P dan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 10 10
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Perusakan Li Hidup tingkat Kota Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
2.11.0.00.0.00.01.0000 |DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11 |PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 2.11.11.2.01 |Pengelolaan Sampah 2.11.11.2.01.0015 sampah melalui ian dan Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 40 37
pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
| Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
2.11.0.00.0.00.01.0000 |DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11 |PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 2.11.11.2.01 |Pengelolaan Sampah 2.11.11.2.01.001 sampah melalui il dan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 10000 1606,36
sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, |Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
Bank Sampah dan fasilitas lainnya Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
2.11.0.00.0.00.01.0000 |DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11 |PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 2.11.11.2.01 |Pengelolaan Sampah 2.11.11.2.01.0020 sampah melalui akhir sampah di Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 36000 33393
TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
2.11.0.00.0.00.01.0000 |DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.11.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 2.11.01.2.01.0001  |Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 8 8
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.11.0.00.0.00.01.0000 |DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.11.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.11.01.2.02.0001 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 77 276
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.11.0.00.0.00.01.0000 |DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.11.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.11.01.2.06.0002 Peralatan dan Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 7 7
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.11.0.00.0.00.01.0000 |DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.11.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.11.01.2.06.0009 Rapat inasi dan i SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 26 26
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.11.0.00.0.00.01.0000 |DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.11.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.11.01.2.08.0004 Jasa y Umum Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.11.0.00.0.00.01.0000 |DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.11.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2.11.01.2.09.0002 Jasa Biaya Pajak dan |Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 30 30
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.11.0.00.0.00.01.0000 |DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.11.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2.11.01.2.09.0006 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 10 10
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.11.0.00.0.00.01.0000 |DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.11.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2.11.01.2.09.0010 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Kantor atau Bangunan Lainnya Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.12.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02 [PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 2.12.02.2.01 |Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2.12.02.2.01.0001 |Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi |Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi 4 4
K Manusia
2.12.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02 |PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 2.12.02.2.01 |Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2.12.02.2.01.0004 |Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi 12 12
Manusia
2.12.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02 [PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 2.12.02.2.01 |Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2.12.02.2.01.0005 [Pt dan Dokumen Atas Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi 39000 16454
Pelaporan Peristiwa Manusia
2.12.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02 |PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 2.12.02.2.02 |Penataan Pendaftaran Penduduk 2.12.02.2.02.0002 Dokumen selain Blangko KTP-El, Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi 6 6
Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai Manusia
dengan Kebutuhan
2.12.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02 [PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 2.12.02.2.04 dan aan Pendaftaran 2.12.02.2.04.0002 dan Terkait Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi 12 12
Penduduk Manusia
2.12.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03 |PROGRAM PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.01 |Pelayanan Pencatatan Sipil 2.12.03.2.01.0002 dalam \% Sipil Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi 19120 18365
Manusia
2.12.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03 [PROGRAM PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.01 |Pelayanan Pencatatan Sipil 2.12.03.2.01.0005 g Dokumen selain Blangko KTP-El, Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi 4 4

Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan
Kebutuhan

Manusia




Kode OPD Nama OPD ezt Nama Program ez Nama Kegiatan Kode Sub Kegiatan Nama Sub Kegiatan Prioritas Nasional Target Capaian
Program Kegiatan
2.12.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03 |PROGRAM PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.02 |Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 2.12.03.2.02.0008 |Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi 12 12
Manusia
2.12.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03 [PROGRAM PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.03 dan aan Py Sipil | 2.12.03.2.03.0002 dan Terkait P Sipil Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi 12 12
Manusia
2.12.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04 |PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI 2.12.04.2.01 Data dan dan 2.12.04.2.01.0002 |Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi 15 44
KEPENDUDUKAN Penvyajian Database Manusia
2.12.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04 [PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI 2.12.04.2.03 Informasi 2.12.04.2.03.0003 |Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi 25 25
KEPENDUDUKAN Kependudukan Kependudukan Manusia
2.12.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04 |PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI 2.12.04.2.03 Informasi 2.12.04.2,03.0005 |Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi 2 3
KEPENDUDUKAN Manusia
2.12.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04 [PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI 2.12.04.2.04 dan Informasi 2.12.04.2.04.0001 dan Terkait Informasi Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi 2 2
KEPENDUDUKAN Administrasi Kependudukan Administrasi Kependudukan Manusia
2.12.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04 |PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI 2.12.04.2.04 i dan Informasi 2.12.04.2.04.0003 |Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi 2 2
KEPENDUDUKAN Administrasi Kependudukan dan Data Manusia
2.12.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.05 [PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 2.12.05.2.01 |Penyusunan Profil Kependudukan 2.12.05.2.01.0002 Profil Data dan Proyeksi Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi 3 3
Kependudukan serta Kebutuhan vang Lain Manusia
2.12.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.12.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 2.12.01.2.01.0001 |Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 3
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.12.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.12.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 2.12.01.2.01.0002  |Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
2.12.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.12.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 2.12.01.2.01.0003  [Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.12.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.12.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 2.12.01.2.01.0006 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 8 8
KABUPATEN/KOTA Daerah Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
2.12.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.12.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 2.12.01.2.01.0009  |Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 45 45
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.12.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.12.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.12.01.2.02.0001 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 40 40
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
2.12.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.12.01.2.05 |Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.12.01.2.05.0002 |Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.12.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.12.01.2.05 |Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.12.01.2.05.0009 |Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA Fungsi Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
2.12.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.12.01.2.05 |Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.12.01.2.05.0010 |Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 150 42
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.12.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.12.01.2.05 |Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.12.01.2.05.0011 |Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 0
KABUPATEN/KOTA Undangan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.12.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.12.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.12.01.2.06.0001 Instalasi Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Narkoba, Judi, dan
2.12.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.12.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.12.01.2.06.0002 Peralatan dan Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 50 50
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.12.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.12.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.12.01.2.06.0003 |Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.12.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.12.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.12.01.2.06.0005 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.12.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.12.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.12.01.2.06.0006 |Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 366 366
KABUPATEN/KOTA undangan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.12.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.12.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.12.01.2.06.0008 |Fasilitasi Kunjungan Tamu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 10 10
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.12.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.12.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.12.01.2.06.0009 Rapat dan SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 28 28
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.12.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.12.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.12.01.2.06.0010 |Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.12.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.12.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 2.12.01.2.07.0002 8 Dinas O atau Lapangan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.12.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.12.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 2.12.01.2.07.0005 |Pengadaan Mebel Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 3 3
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.12.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.12.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 2.12.01.2.07.0008 |Pengadaan Aset Tak Berwujud Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 10 10
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.12.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.12.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 2.12.01.2.07.0010 |Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1

KABUPATEN/KOTA

Daerah

Bangunan Lainnya

Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
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Program Kegiatan
2.12.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.12.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 2.12.01.2.07.0011 |Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor [ Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 3 3
KABUPATEN/KOTA Daerah atau Bangunan Lainnya Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.12.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.12.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.12.01.2.08.0001 |Penyediaan Jasa Surat Menyurat Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 6 0
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.12.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.12.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.12.01.2.08.0002 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 36 36
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.12.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.12.01.2.08 Jasa jang Urusan Pemerintahan Daerah 2.12.01.2.08.0004 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 3 3
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
2.12.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.12.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2.12.01.2.09.0001 Jasa i Biaya dan Pajak |Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  |Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.12.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.12.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2.12.01.2.09.0002 Jasa i Biaya Pajak dan |Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 35 64
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.12.0.00.0.00.01.0000 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.12.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2.12.01.2.09.0006 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 37 37
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.13.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.02 [PROGRAM PENATAAN DESA 2.13.02.2.01 |Penyelenggaraan Penataan Desa 2.13.02.2.01.0002 |Fasilitasi Tata Wilayah Desa Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 6 12
Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Kemiskinan
2.13.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.02 |PROGRAM PENATAAN DESA 2.13.02.2.01 |Penyelenggaraan Penataan Desa 2.13.02.2.01.0006 |Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 3 3
Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
2.13.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.03 [PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 2.13.03.2.01 |Fasilitasi Kerja Sama antar Desa 2.13.03.2.01.0001 |Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 1 4
Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Kemiskinan
2.13.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.03 |PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 2.13.03.2.01 |Fasilitasi Kerja Sama antar Desa 2.13.03.2.01.0003  |Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 1 4
Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
2.13.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04 [PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 2.13.04.2.01 dan Administrasi 2.13.04.2.01.0001 |Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 121 121
Pemerintahan Desa Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Kemiskinan
2.13.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04 |PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 2.13.04.2.01 dan aan Administrasi 2.13.04.2.01.0003 |Fasilitasi Perencanaan Desa dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 121 50
Pemerintahan Desa Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
2.13.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04 [PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 2.13.04.2.01 dan Administrasi 2.13.04.2.01.0004 |Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 121 121
Pemerintahan Desa Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Kemiskinan
2.13.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04 [PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 2.13.04.2.01 dan aan Administrasi 2.13.04.2.01.0005 |Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa |Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 242 242
Pemerintahan Desa Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
2.13.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04 [PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 2.13.04.2.01 dan Administrasi 2.13.04.2.01.0011 |Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 80 80
Pemerintahan Desa Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Kemiskinan
2.13.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04 [PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 2.13.04.2.01 dan aan Administrasi 2.13.04.2.01.0018 |Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan | Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 12 12
Pemerintahan Desa Kelurahan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
2.13.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05 [PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, 2.13.05.2.01 y Lembaga yang Bergerak di 2.13.05.2.01.0002 |Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Lembaga Desa (RT, |Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
serta y Hukum Adat RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat |Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
yang Masyarakat Pelakunya Hukum Ad Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum
2.13.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05 [PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, 2.13.05.2.01 y Lembaga yang Bergerak di 2.13.05.2.01.0003 Kapasitas Lembaga Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 6 6
LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
serta y Hukum Adat Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
yang Masyarakat Pelakunya Hukum Ad Hukum Adat
2.13.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05 |PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, 2.13.05.2.01 y Lembaga yang Bergerak di 2.13.05.2.01.0005 |Fasilitasi Usaha Ekonomi dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 4
LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa  [Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
yang Masyarakat Pelakunya Hukum Ad
2.13.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05 |PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, 2.13.05.2.01 y Lembaga yang Bergerak di 2.13.05.2.01.0006 |Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 3
LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Tepat Guna Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
yang Masyarakat Pelakunya Hukum Ad
2.13.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.13.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.13.01.2.02.0001 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 21 84
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.13.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.13.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.13.01.2.06.0001 |Penyediaan Komponen Instalasi Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 6 6
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Narkoba, Judi, dan
2.13.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.13.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.13.01.2.06.0002 Peralatan dan Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 46 47
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.13.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.13.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.13.01.2.06.0005 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 3 3

KABUPATEN/KOTA

Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
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2.13.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.13.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.13.01.2.06.0006 |Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
KABUPATEN/KOTA undangan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.13.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.13.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.13.01.2.06.0009 Rapat inasi dan i SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 50 60
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.13.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.13.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.13.01.2.08.0002 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.13.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.13.01.2.08 Jasa jang Urusan Pemerintahan Daerah 2.13.01.2.08.0004 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
2.13.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.13.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2.13.01.2.09.0002 Jasa Biaya Pajak dan |Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 25 25
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.13.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.13.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2.13.01.2.09.0006 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 23 23
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.13.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.13.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2.13.01.2.09.0009 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Lainnya Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.15.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02 |PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN | 2.15.02.2.01 |Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabt K 2.15.02.2.01.0001 Rencana Induk Jaringan LLAJ Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan 1 3
JALAN (LLAJ) Kabupaten/Kota Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.15.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02 |PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN | 2.15.02.2.01 |Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 2.15.02.2.01.0002 |Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan j Infrastruktur dan Meningkatkan 2 2
JALAN (LLAJ) LLAJ Kabupaten/Kota Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.15.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02 [PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN | 2.15.02.2.02 Per Jalan di Jalan Kab K 2.15.02.2.02.0002 Jalan di Jalan Kota j Infrastruktur dan Meningkatkan 350 420
JALAN (LLAJ) Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.15.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02 [PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN | 2.15.02.2.02 Per Jalan di Jalan Kab K 2.15.02.2.02.0004 dan Per Jalan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan 457 611
JALAN (LLAJ) Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.15.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02 [PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN | 2.15.02.2.0: Terminal Tipe C 2.15.02.2.03.0007 |Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan j Infrastruktur dan Meningkatkan 1 4
JALAN (LLAJ) Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.15.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02 [PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN | 2.15.02.2.0: Terminal Tipe C 2.15.02.2.03.0011 i dan i Terminal Tipe C (Fasilitas Utama | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan 2 8
JALAN (LLAJ) dan Penunjang) Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.15.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02 |PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN | 2.15.02.2.04 |Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas 2.15.02.2.04.0001 |Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan 1 3
JALAN (LLAJ) Parkir Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelay i Industri Kreatif serta
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara i Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.15.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02 |PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN | 2.15.02.2.04 |Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas 2.15.02.2.04.0002 i dan Sil isasi Izin j Infrastruktur dan Meningkatkan 36 57
JALAN (LLAJ) Parkir Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewenangan Kabupaten/Kota Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.15.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02 [PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN | 2.15.02.2.05 |Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2.15.02.2.05.0001 |Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan 13 13
JALAN (LLAJ) Kendaraan Bermotor Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.15.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02 [PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN | 2.15.02.2.05 |Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2.15.02.2.05.0007 |Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan 13 49
JALAN (LLAJ) Kendaraan Bermotor Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.15.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02 [PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN | 2.15.02.2.06 |Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk 2.15.02.2.06.0008 |Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan 4 4
JALAN (LLAJ) Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.15.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02 [PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN | 2.15.02.2.06 |Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk 2.15.02.2.06.0013 |Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan 7 8

JALAN (LLAJ)

Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi




Kode OPD Nama OPD ezt Nama Program ez Nama Kegiatan Kode Sub Kegiatan Nama Sub Kegiatan Prioritas Nasional Target Capaian
Program Kegiatan
2.15.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02 |PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN | 2.15.02.2.06 |Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk 2.15.02.2.06.0014 |Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas |Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan 3 6
JALAN (LLAJ) Jaringan Jalan Kabupaten/Kota untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.15.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02 |PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN | 2.15.02.2.06 |Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk 2.15.02.2.06.0015 |Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan 3 6
JALAN (LLAJ) Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.15.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02 |PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN | 2.15.02.2.06 |Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk 2.15.02.2.06.0016 dan Per Jalan dalam rangka j Infrastruktur dan Meningkatkan 3 6
JALAN (LLAJ) Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.15.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02 [PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN | 2.15.02.2.07 (Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) 2.15.02.2.07.0003  |Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan 1 7
JALAN (LLAJ) untuk Jalan Kabupaten/Kota Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.15.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02 [PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN | 2.15.02.2.07 (Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) 2.15.02.2.07.0006 Teknis j Infrastruktur dan Meningkatkan 1 1
JALAN (LLAJ) untuk Jalan Kabupaten/Kota Andalalin Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.15.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02 |PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN | 2.15.02.2.08 [Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 2.15.02.2.08.0003 |Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal j dan 3 5
JALAN (LLAJ) Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.15.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02 |PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN | 2.15.02.2.08 [Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 2.15.02.2.08.0004 |Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan j dan 3 6
JALAN (LLAJ) Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.15.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02 |PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN | 2.15.02.2.08 [Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 2.15.02.2.08.0007 |Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem j dan 3 5
JALAN (LLAJ) Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.15.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02 |PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN | 2.15.02.2.09 [Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang 2.15.02.2.09.0002 dan iaan Angkutan Umum j dan 4 4
JALAN (LLAJ) dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam |Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kabupaten/Kota 1 (Satu) Kabupaten/Kota Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.15.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02 |PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN | 2.15.02.2.09 [Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang 2.15.02.2.09.0003  |Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang j dan 55 197
JALAN (LLAJ) dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.15.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02 |PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN | 2.15.02.2.10 [Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan 2.15.02.2.10.0001 |Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk j dan 1 1
JALAN (LLAJ) Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kabupaten/Kota Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.15.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02 [PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN | 2.15.02.2.14 [Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam 2.15.02.2.14.0002  |Koordinasi dan Si isasi lzin j dan 12 30
JALAN (LLAJ) Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan [Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.15.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.15.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 2.15.01.2.01.0006  |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 21 21
KABUPATEN/KOTA Daerah Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.15.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.15.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 2.15.01.2.01.0009 |Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 3 3
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.15.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01 |[PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.15.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.15.01.2.02.0001 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 14 55
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.15.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.15.01.2.05 |Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.15.01.2.05.0002 |Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 4
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.15.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01 |[PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.15.01.2.05 |Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.15.01.2.05.0009  |Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 15 17
KABUPATEN/KOTA Fungsi Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.15.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.15.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.15.01.2.06.0001 |Penyediaan Komponen Instalasi Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 22 22
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Listrik, Bangunan Kantor Narkoba, Judi, dan
2.15.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01 |[PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.15.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.15.01.2.06.0002 Peralatan dan Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 91 91

KABUPATEN/KOTA

Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan




Kode OPD Nama OPD ezt Nama Program ez Nama Kegiatan Kode Sub Kegiatan Nama Sub Kegiatan Prioritas Nasional Target Capaian
Program Kegiatan
2.15.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.15.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.15.01.2.06.0005 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 14 14
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.15.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.15.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.15.01.2.06.0009 Rapat inasi dan i SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 170 170
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.15.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.15.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.15.01.2.08.0001 |Penyediaan Jasa Surat Menyurat Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 4
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.15.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.15.01.2.08 Jasa jang Urusan Pemerintahan Daerah 2.15.01.2.08.0002 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
2.15.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.15.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.15.01.2.08.0004 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.15.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.15.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2.15.01.2.09.0002 Jasa i Biaya Pajak dan [Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 34 85
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.15.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.15.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2.15.01.2.09.0006 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 120 30
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.15.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.15.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2.15.01.2.09.0009  |Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Lainnya Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.16.2.20.2.21.01.0000 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02 |PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI 2.16.02.2.01 |Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah 2.16.02.2.01.0014  [Relasi Media j dan 24 24
PUBLIK Daerah Kabupaten/Kota Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.16.2.20.2.21.01.0000 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02 |PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI 2.16.02.2.01 |Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah 2.16.02.2.01.0017 |Pelayanan Informasi Publik j dan 4 4
PUBLIK Daerah Kabupaten/Kota Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.16.2.20.2.21.01.0000 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02 |PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI 2.16.02.2.01 |Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah 2.16.02.2.01.0019  |Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik j dan 4 4
PUBLIK Daerah Kabupaten/Kota Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.16.2.20.2.21.01.0000 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02 |PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI 2.16.02.2.01 |Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah 2.16.02.2.01.0021 |Pengelolaan Media Komunikasi Publik j dan 24 24
PUBLIK Daerah Kabupaten/Kota Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.16.2.20.2.21.01.0000 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03 |PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 2.16.03.2.01 |Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh 2.16.03.2.01.0004 |Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain j dan 1 4
Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Daerah Kabupaten/Kota Pemerintah Desa Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.16.2.20.2.21.01.0000 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03 |PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 2.16.03.2.02 |Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah 2.16.03.2.02.0013  |Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional j dan 20 20
Kabupaten/Kota Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.16.2.20.2.21.01.0000 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03 |PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 2.16.03.2.02 |Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah 2.16.03.2.02.0014 |Koordinasi penyusunan proses bisnis j dan 4 4
Kabupaten/Kota Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.16.2.20.2.21.01.0000 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03 |PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 2.16.03.2.02 |Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah 2.16.03.2.02.0015 |Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda j dan 2 2
Kabupaten/Kota Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.16.2.20.2.21.01.0000 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03 |PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 2.16.03.2.02 |Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah 2.16.03.2.02.0017  |Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi dan 2 2
Kabupaten/Kota Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.16.2.20.2.21.01.0000 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03 |PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 2.16.03.2.02 |Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah 2.16.03.2.02.0018 |Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta dan 4 4
Kabupaten/Kota rencana SPBE Pemerintah Daerah Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.16.2.20.2.21.01.0000 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03 |PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 2.16.03.2.02 |Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah 2.16.03.2.02.0019  |Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE dan 2 2

Kabupaten/Kota

Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi




Kode OPD Nama OPD ezt Nama Program ez Nama Kegiatan Kode Sub Kegiatan Nama Sub Kegiatan Prioritas Nasional Target Capaian
Program Kegiatan
2.16.2.20.2.21.01.0000 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03 |PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 2.16.03.2.02 |Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah 2.16.03.2.02.0020 dan/atau Aplikasi Khusus yang  |Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan 12 21
Kabupaten/Kota sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah | Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
daerah Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.16.2.20.2.21.01.0000 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03 |PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 2.16.03.2.02 |Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah 2.16.03.2.02.0022 |Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan 2 2
Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.16.2.20.2.21.01.0000 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03 |PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 2.16.03.2.02 |Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah 2.16.03.2.02.0023 i dan Fasilitasi aan Kabupaten atau j Infrastruktur dan Meningkatkan 6 5
Kabupaten/Kota Kota Cerdas Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.16.2.20.2.21.01.0000 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03 |PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 2.16.03.2.02 |Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah 2.16.03.2.02.0024 |Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota |Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan 100 396
Kabupaten/Kota Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.16.2.20.2.21.01.0000 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03 |PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 2.16.03.2.02 |Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah 2.16.03.2.02.0026 |Fasilitasi Audit TIK sesuai Dinas j Infrastruktur dan Meningkatkan 4 4
Kabupaten/Kota Kominfo Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.16.2.20.2.21.01.0000 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03 |PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 2.16.03.2.02 |Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah 2.16.03.2.02.0028 |Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEd: j dan 2 3
Kabupaten/Kota kolaborasi penyelenggaraan SPBE Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.16.2.20.2.21.01.0000 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03 |PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 2.16.03.2.02 |Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah 2.16.03.2.02.0029 |Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE j dan 2 2
Kabupaten/Kota Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.16.2.20.2.21.01.0000 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.16.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 2.16.01.2.01.0001  |Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 8 9
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.16.2.20.2.21.01.0000 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.16.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 2.16.01.2.01.0009 |Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
2.16.2.20.2.21.01.0000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.16.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.16.01.2.02.0001 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 30 165
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.16.2.20.2.21.01.0000 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.16.01.2.05 |Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.16.01.2.05.0002 |Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 80 80
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.16.2.20.2.21.01.0000 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.16.01.2.05 |Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.16.01.2.05.0009  |Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 25 66
KABUPATEN/KOTA Fungsi Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.16.2.20.2.21.01.0000 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.16.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.16.01.2.06.0001 |Penyediaan Komponen Instalasi Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 7 7
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.16.2.20.2.21.01.0000 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.16.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.16.01.2.06.0002 Peralatan dan Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 6 4
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.16.2.20.2.21.01.0000 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.16.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.16.01.2.06.0005 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.16.2.20.2.21.01.0000 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.16.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.16.01.2.06.0006 |Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 0
KABUPATEN/KOTA undangan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.16.2.20.2.21.01.0000 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.16.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.16.01.2.06.0009 Rapat inasi dan SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 50 85
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.16.2.20.2.21.01.0000 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.16.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 2.16.01.2.07.0005 |Pengadaan Mebel Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 10 10
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.16.2.20.2.21.01.0000 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.16.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah| 2.16.01.2.07.0006 |Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 17 17
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.16.2.20.2.21.01.0000 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.16.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 2.16.01.2.07.0011 |Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor ~ [Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 20 20
KABUPATEN/KOTA Daerah atau Bangunan Lainnya Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.16.2.20.2.21.01.0000 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.16.01.2.08 Jasa jang Urusan Pemerintahan Daerah 2.16.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 72 72
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.16.2.20.2.21.01.0000 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.16.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.16.01.2.08.0004 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 126 128
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.16.2.20.2.21.01.0000 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.16.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2.16.01.2.09.0001 Jasa i Biaya dan Pajak [Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 26 25

KABUPATEN/KOTA

Pemerintahan Daerah

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
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Program Kegiatan
2.16.2.20.2.21.01.0000 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.16.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2.16.01.2.09.0009 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Lainnya Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.16.2.20.2.21.01.0000 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.16.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2.16.01.2.09.0010 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 29 22
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Kantor atau Bangunan Lainnya Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.16.2.20.2.21.01.0000 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02 |PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 2.20.02.2.01 |Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah 2.20.02.2.01.0007 |Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 80 99
Kabupaten/Kota Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.16.2.20.2.21.01.0000 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02 [PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 2.20.02.2.01 |Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah 2.20.02.2.01.0008 |Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik |Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 100 100
Kabupaten/Kota Nasional Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
2.16.2.20.2.21.01.0000 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02 |PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 2.20.02.2.01 |Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah 2.20.02.2.01.0009 |Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 60 100
Kabupaten/Kota Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.16.2.20.2.21.01.0000 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02 [PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 2.20.02.2.01 |Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah 2.20.02.2.01.0010 |Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip |Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 6 1
Kabupaten/Kota Satu Data Indonesia Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.16.2.20.2.21.01.0000 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02 |PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 2.20.02.2.01 |Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah 2.20.02.2.01.0011 [Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 11
Kabupaten/Kota Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.16.2.20.2.21.01.0000 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02 [PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK 2.21.02.2.01 untuk Informasi 2.21.02.2.01.0001 |Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 2 3
PENGAMANAN INFORMASI Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
2.16.2.20.2.21.01.0000 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02 [PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK 2.21.02.2.01 |Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi 2.21.02.2.01.0002 Analisis dan Sumber Daya Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 1 1
PENGAMANAN INFORMASI Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Informasi Daerah Kab K g Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
2.16.2.20.2.21.01.0000 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02 [PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK 2.21.02.2.01 |Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi 2.21.02.2.01.0003 |Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 1 1
PENGAMANAN INFORMASI Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
2.16.2.20.2.21.01.0000 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02 [PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK 2.21.02.2.01 |Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi 2.21.02.2.01.0004 |Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah |Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 39 24,5
PENGAMANAN INFORMASI Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
2.16.2.20.2.21.01.0000 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02 [PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK 2.21.02.2.02 |Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat 2.21.02.2.02.0001 |0 i isasi Jaring i Sandi Daerah Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 39 24,5
PENGAMANAN INFORMASI Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
2.17.3.31.3.30.01.0000 |DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, 2.17.03 [PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 2.17.03.2.01 |Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan 2.17.03.2.01.0004 Proses i dan Koperasi j Infrastruktur dan Meningkatkan 63 63
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.17.3.31.3.30.01.0000 |DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, 2.17.04 |PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 2.17.04.2.01 |Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan 2.17.04.2.01.0001 |Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan 16 16
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Kewenangan Kabupaten/Kota Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Daerah Kabupaten/Kota Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.17.3.31.3.30.01.0000 |DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, 2.17.05 [PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 2.17.05.2.01 |Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang 2.17.05.2.01.0001 dan Perkops j Infrastruktur dan Meningkatkan 60 60
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Wilayah dalam Daerah K serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.17.3.31.3.30.01.0000 |DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, 2.17.06 [PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 2.17.06.2.01 |Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang 2.17.06.2.01.0003 |Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan j Infrastruktur dan Meningkatkan 10 10
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Pengembangan Ekonomi Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.17.3.31.3.30.01.0000 |DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, 2.17.06 |PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 2.17.06.2.01 |Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang 2.17.06.2.01.0004 |Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Daerah j Infrastruktur dan Meningkatkan 131 131
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN dalam Daerah Kabupaten/Kota Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.17.3.31.3.30.01.0000 |DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, 2.17.06 |PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 2.17.06.2.01 |Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang 2.17.06.2.01.0009 |Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan 15 15
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN dalam Daerah Kabupaten/Kota Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.17.3.31.3.30.01.0000 |DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, 2.17.07 |PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA 2.17.07.2.01 |Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui 2.17.07.2.01.0002 |Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan 30 30
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Py i Perizinan, g Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
dan inasi dengan Para g Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Kepentingan Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.17.3.31.3.30.01.0000 |DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, 2.17.07 |PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA 2.17.07.2.01 2.17.07.2.01.0003 |Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan 30 30
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Kepentingan

Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
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2.17.3.31.3.30.01.0000 |DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, 2.17.07 |PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA 2.17.07.2.01 |Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui 2.17.07.2.01.0004 Potensi dan Infrastruktur dan Meningkatkan 60 60
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Py i Perizinan, g Usaha Mikro Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
dan inasi dengan Para gl Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Kepentingan Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.17.3.31.3.30.01.0000 |DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, 2.17.07 |PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA 2.17.07.2.01 |Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui 2.17.07.2.01.0015 dan UMKM serta Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan 150 150
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) P i Perizinan, Pengi Kapasitas dan Kompetensi SOM UMKM dan Kewirausahaan  |Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
dan inasi dengan Para gl melalui Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Kepentingan Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.17.3.31.3.30.01.0000 |DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, 2.17.08 |PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 2.17.08.2.01 |Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan 2.17.08.2.01.0002 |Pengembangan Usaha Mikro j Infrastruktur dan Meningkatkan 200 50
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.17.3.31.3.30.01.0000 |DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, 2.17.08 |PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 2.17.08.2.01 |Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan 2.17.08.2.01.0006 |Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, |Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan 300 300
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil serta Desain dan Teknologi Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.17.3.31.3.30.01.0000 |DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, 2.17.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.17.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 2.17.01.2.01.0006 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN/KOTA Daerah Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.17.3.31.3.30.01.0000 |DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, 2.17.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.17.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 2.17.01.2.01.0008 |Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN/KOTA Daerah Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
2.17.3.31.3.30.01.0000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, 2.17.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.17.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 2.17.01.2.01.0009  |Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.17.3.31.3.30.01.0000 |DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, 2.17.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.17.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.17.01.2.02.0001 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 75 18,75
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
2.17.3.31.3.30.01.0000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, 2.17.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.17.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.17.01.2.06.0002 Peralatan dan Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.17.3.31.3.30.01.0000 |DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, 2.17.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.17.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.17.01.2.06.0009 Rapat inasi dan i SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
2.17.3.31.3.30.01.0000 |DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, 2.17.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.17.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 2.17.01.2.07.0009 |Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 0
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.17.3.31.3.30.01.0000 |DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, 2.17.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.17.01.2.08 Jasa jang Urusan Daerah 2.17.01.2.08.0001 |Penyediaan Jasa Surat Menyurat Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.17.3.31.3.30.01.0000 |DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, 2.17.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.17.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.17.01.2.08.0002 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.17.3.31.3.30.01.0000 |DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, 2.17.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.17.01.2.08 Jasa jang Urusan Daerah 2.17.01.2.08.0003 |Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.17.3.31.3.30.01.0000 |DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, 2.17.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.17.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.17.01.2.08.0004 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 0,25
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.17.3.31.3.30.01.0000 |DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, 2.17.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.17.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2.17.01.2.09.0001 Jasa i Biaya dan Pajak |Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 21 6
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.17.3.31.3.30.01.0000 |DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, 2.17.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.17.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2.17.01.2.09.0009 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Lainnya Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.17.3.31.3.30.01.0000 |DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, 3.30.02 [PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 3.30.02.2.01 |Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, 3.30.02.2.01.0001 |Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan 4 1
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN dan Izin Usaha Toko Swalayan Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem |Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik  |Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.17.3.31.3.30.01.0000 |DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, 3.30.02 |PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 3.30.02.2.02 |Penerbitan Tanda Daftar Gudang 3.30.02.2.02.0001 |Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan 4 4
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.17.3.31.3.30.01.0000 |DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, 3.30.02 |PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 3.30.02.2.05 |Penerbitan Surat Izin Usaha gangan Minuman 3.30.02.2.05.0001 |Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha gangan Minuman j Infrastruktur dan Meningkatkan 1 1
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Beralkohol Golongan B dan C Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Minum di Tempat Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.17.3.31.3.30.01.0000 |DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, 3.30.03 [PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI 3.30.03.2.01 dan Sarana Distribusi Perdagangan | 3.30.03.2.01.0001 Sarana Distribusi Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan 5 5
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Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
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2.17.3.31.3.30.01.0000 |DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, 3.30.03 |PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI 3.30.03.2.02 |Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan |  3.30.03.2.02.0001 |Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan 1 1
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERDAGANGAN Masyarakat di Wilayah Kerjanya Perdagangan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.17.3.31.3.30.01.0000 |DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, 3.30.03 [PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI 3.30.03.2.02 |Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 3.30.03.2.02.0002 |Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi gang: j dan 1 1
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERDAGANGAN Masyarakat di Wilayah Kerjanya Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.17.3.31.3.30.01.0000 |DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, 3.30.04 [PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK 3.30.04.2.01 |Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang 3.30.04.2.01.0001 i dan Sil isasi i Barang Kebutuhan j dan 2 2
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAN BARANG PENTING Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat  |Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.17.3.31.3.30.01.0000 |DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, 3.30.04 [PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK 3.30.04.2.01 |Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang 3.30.04.2.01.0002 i dan Sil isasi i ibilitas Barang j dan 2 2
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAN BARANG PENTING Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Pasar Rakyat Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.17.3.31.3.30.01.0000 |DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, 3.30.04 [PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK 3.30.04.2.02 |Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan 3.30.04.2.02.0001 |Pemantauan Harga dan Stok Barang Pokok dan j dan 4 1
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAN BARANG PENTING Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1  [Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
(Satu) Kabupaten/Kota Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.17.3.31.3.30.01.0000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, 3.30.04 [PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK 3.30.04.2.02 |Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan 3.30.04.2.02.0002 |Pemantauan Harga dan Stok Barang Pokok dan j dan 192 48
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAN BARANG PENTING Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Sistem Informasi Perdagangan Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.17.3.31.3.30.01.0000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, 3.30.04 [PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK 3.30.04.2.02 |Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan 3.30.04.2.02.0003 |Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang j dan 4 1
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAN BARANG PENTING Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.17.3.31.3.30.01.0000 |DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, 3.30.04 [PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK 3.30.04.2.03 |Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah 3.30.04.2.03.0003 dan Pupuk dan Pestisida j dan 2 0
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAN BARANG PENTING Kabupaten/Kota Bersubsidi Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.17.3.31.3.30.01.0000 |DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, 3.30.05 |PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 3.30.05.2.01 |Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang 3.30.05.2.01.0004 | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan ji dan 50 50
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.17.3.31.3.30.01.0000 |DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, 3.30.06 [PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | 3.30.06.2.01 |Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan 3.30.06.2.01.0001 |Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang j dan 1725 25
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Pengawasan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.17.3.31.3.30.01.0000 |DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, 3.30.06 [PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | 3.30.06.2.01 |Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan 3.30.06.2.01.0002 |Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal j dan 25 25
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Pengawasan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.17.3.31.3.30.01.0000 |DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, 3.31.02 |PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 3.31.02.2.01 |Penyusunan dan Evaluasi Rencana Industri 31.02.2.01.0004 |Koordinasi, Si isasi, dan ji dan 1 1
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kabupaten/Kota Sarana dan Prasarana Industri Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.17.3.31.3.30.01.0000 |DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, 3.31.02 |PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 3.31.02.2.01 |Penyusunan dan Evaluasi Rencana Industri 31.02.2.01.0005 [Koordinasi, Si isasi, dan ji dan 1 1
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kabupaten/Kota Industri dan Peran Serta Masyarakat Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.17.3.31.3.30.01.0000 |DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, 3.31.03 |PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 3.31.03.2.01 |Penerbitan Izin Usaha Industri (IUl), Izin Perluasan Usaha 31.03.2.01.0003 |Koord dan terhadap Perizinan dan 1 1
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Kabupaten/Kota Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.17.3.31.3.30.01.0000 |DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, 3.31.03 |PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 3.31.03.2.01 |Penerbitan Izin Usaha Industri (IU), Izin Perluasan Usaha 3.31.03.2.01.0004 |Fasilitasi verifikasi dar kegiatan dan 1 1
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan |Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Kabupaten/Kota Nasional (SlINas) y Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.17.3.31.3.30.01.0000 |DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, 3.31.04 |PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI 3.31.04.2.01 |Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk 3.31.04.2.01.0001 |Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, dan 1 1
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NASIONAL 1U1, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota |Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SlINas) Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
2.18.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 2.18.02 [PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 2.18.02.2.01 |Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang 2.18.02.2.01.0003 |Fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Hilirisasi dan Industri Berbasis 2 1
TERPADU SATU PINTU Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di

Dalam Negeri




Kode OPD Nama OPD ezt Nama Program ez Nama Kegiatan Kode Sub Kegiatan Nama Sub Kegiatan Prioritas Nasional Target Capaian
Program Kegiatan
2.18.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 2.18.02 |PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 2.18.02.2.02 |Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 2.18.02.2.02.0004 |Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Hilirisasi dan Industri Berbasis 1 1
TERPADU SATU PINTU Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di
Dalam Negeri
2.18.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 2.18.03 [PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 2.18.03.2.01 |Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi 2.18.03.2.01.0002 |Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah j Hilirisasi dan Industri Berbasis 2 2
TERPADU SATU PINTU Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di
Dalam Negeri
2.18.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 2.18.03 |PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 2.18.03.2.01 |Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi 2.18.03.2.01.0003 Strategi Promosi Modal Hilirisasi dan Industri Berbasis 4 4
TERPADU SATU PINTU Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di
Dalam Negeri
2.18.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 2.18.04 [PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 2.18.04.2.01 |Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu 2.18.04.2.01.0005 |Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Hilirisasi dan Industri Berbasis 2 2
TERPADU SATU PINTU Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Fasilitas/Insentif Daerah Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di
Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Negeri
2.18.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 2.18.04 |PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 2.18.04.2.01 |Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu 2.18.04.2.01.0006 |Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Hilirisasi dan Industri Berbasis 480 542
TERPADU SATU PINTU Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di
Daerah K Kota Elektronik Dalam Negeri
2.18.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 2.18.04 [PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 2.18.04.2.01 |Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu 2.18.04.2.01.0007 i dan Layanan i perizinan Hilirisasi dan Industri Berbasis 20 33
TERPADU SATU PINTU Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan berusaha berbasis risiko Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di
Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Negeri
2.18.0.00.0.00.01.0000 [DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 2.18.04 |PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 2.18.04.2.01 |Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu 2.18.04.2.01.0008 |Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang j Hilirisasi dan Industri Berbasis 127 114
TERPADU SATU PINTU Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan perizinan berusaha berbasis risiko Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di
Daerah K Kota Dalam Negeri
2.18.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 2.18.05 [PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN 2.18.05.2.01 |Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi 2.18.05.2.01.0004 Per dan b; yang dihadapi j Hilirisasi dan Industri Berbasis 2 2
TERPADU SATU PINTU MODAL Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di
Dalam Negeri
2.18.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 2.18.05 |PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN 2.18.05.2.01 |Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi 2.18.05.2.01.0005 |Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Hilirisasi dan Industri Berbasis 70 52
TERPADU SATU PINTU MODAL Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di
Dalam Negeri
2.18.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 2.18.05 [PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN 2.18.05.2.01 |Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi 2.18.05.2.01.0006 |Pengawasan Penanaman Modal Hilirisasi dan Industri Berbasis 60 47
TERPADU SATU PINTU MODAL Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di
Dalam Negeri
2.18.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 2.18.06 |PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI 2.18.06.2.01 |Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan 2.18.06.2.01.0002 Penyajian dan Data dan Informasi Hilirisasi dan Industri Berbasis 1 1
TERPADU SATU PINTU PENANAMAN MODAL yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di
Terintegrasi secara Elektronik Dalam Negeri
2.18.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 2.18.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.18.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 2.18.01.2.01.0001 |Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 3 3
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
2.18.0.00.0.00.01.0000  |DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 2.18.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.18.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 2.18.01.2.01.0002  |Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.18.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 2.18.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.18.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 2.18.01.2.01.0004 [Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
2.18.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 2.18.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.18.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 2.18.01.2.01.0005 |Koord i dan Perubahan DPA- SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.18.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 2.18.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.18.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 2.18.01.2.01.0006 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN/KOTA Daerah Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.18.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 2.18.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.18.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 2.18.01.2.01.0009 Data Statistik Sektoral Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.18.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 2.18.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.18.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.18.01.2.02.0001 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 120 120
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.18.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 2.18.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.18.01.2.05 |Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.18.01.2.05.0002 |Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 3 3
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.18.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 2.18.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.18.01.2.05 |Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.18.01.2.05.0009 |Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 10 10
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN/KOTA Fungsi Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.18.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 2.18.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.18.01.2.05 |Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.18.01.2.05.0011 Teknis i Peraturan Perundang- Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 35 35
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN/KOTA Undangan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.18.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 2.18.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.18.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.18.01.2.06.0001 |Penyediaan Komponen Instalasi Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Listrik, Bangunan Kantor Narkoba, Judi, dan
2.18.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 2.18.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.18.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.18.01.2.06.0002 Peralatan dan Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.18.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 2.18.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.18.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.18.01.2.06.0005 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.18.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 2.18.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.18.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.18.01.2.06.0006 |Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN/KOTA undangan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.18.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 2.18.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.18.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.18.01.2.06.0009 Rapat inasi dan SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 114 114
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.18.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 2.18.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.18.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.18.01.2.08.0002 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12

TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN/KOTA

Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan




Kode OPD Nama OPD ezt Nama Program ez Nama Kegiatan Kode Sub Kegiatan Nama Sub Kegiatan Prioritas Nasional Target Capaian
Program Kegiatan
2.18.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 2.18.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.18.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.18.01.2.08.0004 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.18.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 2.18.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.18.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2.18.01.2.09.0002 Jasa i , Biaya Pajak dan |Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 22 22
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.18.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 2.18.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.18.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2.18.01.2.09.0006 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 168 177
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.18.0.00.0.00.01.0000 |DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 2.18.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.18.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2.18.01.2.09.0009 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Lainnya Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
2.19.3.26.0.00.01.0000 |DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 2.19.02 |PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING 2.19.02.2.01 dan Pemuda dan 2.19.02.2.01.0011 i, dan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 100 100
PARIWISATA KEPEMUDAAN Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Kabupaten/kota Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.19.3.26.0.00.01.0000 |DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 2.19.02 |PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING 2.19.02.2.01 dan Pemuda dan 2.19.02.2.01.0012 |Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 10 10
PARIWISATA KEPEMUDAAN Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.19.3.26.0.00.01.0000 |DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 2.19.02 |PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING 2.19.02.2.01 dan Pemuda dan 2.19.02.2.01.0013 i dan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 1 1
PARIWISATA KEPEMUDAAN Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.19.3.26.0.00.01.0000 |DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 2.19.02 |PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING 2.19.02.2.01 , , dan Pemuda dan 2.19.02.2.01.0014 i dan si isasi Hak Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 150 150
PARIWISATA KEPEMUDAAN Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Pemuda di tingkat kabupaten/kota sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.19.3.26.0.00.01.0000 |DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 2.19.02 |PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING 2.19.02.2.01 , , dan Pemuda dan 2.19.02.2.01.0015  |Koordinasi, Si isasi dan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 34 34
PARIWISATA KEPEMUDAAN Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Kabupaten/kota Gender, serta g Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.19.3.26.0.00.01.0000 |DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 2.19.02 |PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING 2.19.02.2.02 y dan Organisasi 2.19.02.2.02.0004  |Koordinasi, Si isasi, dan Pemberdayaan [Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 25 25
PARIWISATA KEPEMUDAAN Tingkat Daerah Kabupaten/Kota i melalui berbasis Sains, Teknologi, idikan, Prestasi Olahraga,
kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kota Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.19.3.26.0.00.01.0000 |DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 2.19.03 [PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING 2.19.03.2.01 dan Olahraga pada 2.19.03.2.01.0005  |Koordinasi dan si prasarana olahraga Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 6 1
PARIWISATA KEOLAHRAGAAN Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah melalui pere i Sains, Teknologi, idikan, Prestasi Olahraga,
Kabupaten/Kota dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat Gender, serta g Peran puan,
kabupaten/kota Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.19.3.26.0.00.01.0000 |DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 2.19.03 [PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING 2.19.03.2.02 |Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah 2.19.03.2.02.0004 |Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 1 1
PARIWISATA KEOLAHRAGAAN Kabupaten/Kota Event Tingkat Kabupaten/Kota Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.19.3.26.0.00.01.0000 |DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 2.19.03 [PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING 2.19.03.2.02 |Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah 2.19.03.2.02.0006 |Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 160 160
PARIWISATA KEOLAHRAGAAN Kabupaten/Kota Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.19.3.26.0.00.01.0000 |DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 2.19.03 [PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING 2.19.03.2.03 |Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat 2.19.03.2.03.0007 |Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 100 100
PARIWISATA KEOLAHRAGAAN Daerah Provinsi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.19.3.26.0.00.01.0000 |DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 2.19.03 [PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING 2.19.03.2.03 |Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat 2.19.03.2.03.0010 dan sistem data Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 1 0
PARIWISATA KEOLAHRAGAAN Daerah Provinsi terpadu di kabupaten/kota Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.19.3.26.0.00.01.0000 |DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 2.19.03 [PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING 2.19.03.2.04 |Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 2.19.03.2.04.0005 Standar nasional Organisasi Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 1 0
PARIWISATA KEOLAHRAGAAN Keolahragaan di kabupaten/kota Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.19.3.26.0.00.01.0000 |DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 2.19.03 [PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING 2.19.03.2.04 |Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 2.19.03.2.04.0006 |Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 4 4
PARIWISATA KEOLAHRAGAAN Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.19.3.26.0.00.01.0000 |DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 2.19.03 [PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING 2.19.03.2.05 |Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 2.19.03.2.05.0010 olahraga dan festival Olahraga  |Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 1 1

PARIWISATA

KEOLAHRAGAAN

Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat
daerah, nasional, dan internasional

Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas




Kode OPD Nama OPD ezt Nama Program ez Nama Kegiatan Kode Sub Kegiatan Nama Sub Kegiatan Prioritas Nasional Target Capaian
Program Kegiatan
2.19.3.26.0.00.01.0000 |DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 2.19.04 |PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 2.19.04.2.01 |Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 2.19.04.2.01.0002  |Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 1 1
PARIWISATA Daerah Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.19.3.26.0.00.01.0000 |DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 2.19.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.19.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 2.19.01.2.01.0001 |Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
PARIWISATA KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.19.3.26.0.00.01.0000 |DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 2.19.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.19.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 2.19.01.2.01.0002 |Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
PARIWISATA KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
2.19.3.26.0.00.01.0000 |DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 2.19.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.19.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 2.19.01.2.01.0003  [Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
PARIWISATA KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.19.3.26.0.00.01.0000 |DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 2.19.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.19.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 2.19.01.2.01.0004 |Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
PARIWISATA KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.19.3.26.0.00.01.0000 |DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 2.19.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.19.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 2.19.01.2.01.0005  |Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
PARIWISATA KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.19.3.26.0.00.01.0000 |DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 2.19.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.19.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 2.19.01.2.01.0006 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
PARIWISATA KABUPATEN/KOTA Daerah Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.19.3.26.0.00.01.0000 |DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 2.19.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.19.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 2.19.01.2.01.0007  |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
PARIWISATA KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.19.3.26.0.00.01.0000 |DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 2.19.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.19.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 2.19.01.2.01.0008 |Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
PARIWISATA KABUPATEN/KOTA Daerah Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
2.19.3.26.0.00.01.0000 |DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 2.19.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.19.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 2.19.01.2.01.0009 |Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
PARIWISATA KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.19.3.26.0.00.01.0000 |DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 2.19.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.19.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.19.01.2.02.0001 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 24 96
PARIWISATA KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
2.19.3.26.0.00.01.0000 |DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 2.19.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.19.01.2.05 |Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.19.01.2.05.0002 |Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 17 17
PARIWISATA KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.19.3.26.0.00.01.0000 |DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 2.19.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.19.01.2.05 |Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.19.01.2.05.0009 |Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 25 25
PARIWISATA KABUPATEN/KOTA Fungsi Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
2.19.3.26.0.00.01.0000 |DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 2.19.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.19.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.19.01.2.06.0001 |Penyediaan Komponen Instalasi Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
PARIWISATA KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Narkoba, Judi, dan
2.19.3.26.0.00.01.0000 |DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 2.19.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.19.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.19.01.2.06.0002 Peralatan dan Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 6 6
PARIWISATA KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.19.3.26.0.00.01.0000 |DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 2.19.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.19.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.19.01.2.06.0003 |Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
PARIWISATA KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.19.3.26.0.00.01.0000 |DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 2.19.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.19.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.19.01.2.06.0005 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 3 3
PARIWISATA KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.19.3.26.0.00.01.0000 |DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 2.19.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.19.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.19.01.2.06.0009 Rapat inasi dan i SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 85 85
PARIWISATA KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.19.3.26.0.00.01.0000 |DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 2.19.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.19.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 2.19.01.2.07.0005 |Pengadaan Mebel Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
PARIWISATA KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.19.3.26.0.00.01.0000 |DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 2.19.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.19.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah [ 2.19.01.2.07.0007 |Pengadaan Aset Tetap Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
PARIWISATA KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.19.3.26.0.00.01.0000 |DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 2.19.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.19.01.2.08 Jasa jang Urusan Pemerintahan Daerah 2.19.01.2.08.0002 Jasa ikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
PARIWISATA KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.19.3.26.0.00.01.0000 |DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 2.19.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.19.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.19.01.2.08.0004 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
PARIWISATA KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.19.3.26.0.00.01.0000 |DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 2.19.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.19.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2.19.01.2.09.0002 Jasa i Biaya Pajak dan [Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 14 14
PARIWISATA KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.19.3.26.0.00.01.0000 |DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 2.19.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.19.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2.19.01.2.09.0006 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 30 30
PARIWISATA KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.19.3.26.0.00.01.0000 |DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 2.19.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.19.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2.19.01.2.09.0011 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung ~ |Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
PARIWISATA KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.19.3.26.0.00.01.0000 |DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 3.26.02 [PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA| 3.26.02.2.03 Destinasi Kota 3.26.02.2.03.0003 |Pengembangan Destinasi Pariwisata Kab Infrastruktur dan Meningkatkan 4 4

PARIWISATA

Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
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2.19.3.26.0.00.01.0000

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA

3.26.02

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

3.26.02.2.03

Destinasi Pariwi: Kota

3.26.02.2.03.0004

Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan
Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi

4

4

2.19.3.26.0.00.01.0000

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA

3.26.02

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

3.26.02.2.03

Destinasi Pariwi: Kota

3.26.02.2.03.0006

dalam Destinasi
Pariwisata Kabupaten/Kota

Melalui Peran Aktif Koperasi

dan
Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi

2.19.3.26.0.00.01.0000

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA

3.26.02

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

3.26.02.2.03

Destinasi Pariwi: Kota

3.26.02.2.03.0008

Rencana Induk
Daerah Kabupaten/Kota

dan
Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi

2.19.3.26.0.00.01.0000

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA

3.26.03

PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

3.26.03.2.01

Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik,
Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

3.26.03.2.01.0004

Pariwisata Dalam dan

Kerja Sama dan
Luar Negeri

dan
Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta

Agromaritim Industri di Sentra Produksi

2.19.3.26.0.00.01.0000

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA

3.26.03

PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

3.26.03.2.01

Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik,
Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

3.26.03.2.01.0006

Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar
Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota

Melalui Peran Aktif Koperasi

dan
Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi

2.19.3.26.0.00.01.0000

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA

3.26.05

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN

EKONOMI KREATIF

3.26.05.2.01

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

3.26.05.2.01.0009

dan Pembi untuk
Pengembangan Pariwisata

Melalui Peran Aktif Koperasi

dan
Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi

75

2.19.3.26.0.00.01.0000

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA

3.26.05

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN

EKONOMI KREATIF

3.26.05.2.02

Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

3.26.05.2.02.0001

Pelatihan, Ekonomi

Kreatif

Teknis, dan

dan
Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi

100

100

2.23.2.24.0.00.01.0000

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2.23.02

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

2.23.02.2.01

Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.23.02.2.01.0004

Per pada Satuan Dasar di
Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar

Nasional Perpustakaan

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Penguatan Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

30

2.23.2.24.0.00.01.0000

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2.23.02

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

2.23.02.2.01

Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.23.02.2.01.0012

Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat
Kabupaten/Kota

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SOM),
Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

2.23.2.24.0.00.01.0000

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2.23.02

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

2.23.02.2.01

Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.23.02.2.01.0013

Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat
Kabupaten/Kota

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

2.23.2.24.0.00.01.0000

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2.23.02

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

2.23.02.2.01

Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.23.02.2.01.0016

Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

20

2.23.2.24.0.00.01.0000

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2.23.02

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

2.23.02.2.01

Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.23.02.2.01.0017

Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

2.23.2.24.0.00.01.0000

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2.23.02

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

2.23.02.2.01

Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.23.02.2.01.0018

dan Bahan

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Peng Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

1300

1300

2.23.2.24.0.00.01.0000

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2.23.02

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

2.23.02.2.01

Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kota

2.23.02.2.01.0020

dan Layanan Per
Elektronik

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Peng Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

2.23.2.24.0.00.01.0000

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2.23.02

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

2.23.02.2.02

Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

2.23.02.2.02.0006

Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Peng Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

2.23.2.24.0.00.01.0000

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2.23.02

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

2.23.02.2.02

Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

2.23.02.2.02.0007

Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Gender, serta Peng Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

320




Kode OPD Nama OPD ezt Nama Program ez Nama Kegiatan Kode Sub Kegiatan Nama Sub Kegiatan Prioritas Nasional Target Capaian
Program Kegiatan
2.23.2.24.0.00.01.0000 |DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02 |PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.02 |Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah 2.23.02.2.02.0008 dan i Sarana Per di Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 3 12
Kabupaten/Kota Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah  |Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Kabupaten/Kota Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.23.2.24.0.00.01.0000 |DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02 |PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.02 |Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah 2.23.02.2.02.0009 |Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 1 11
Kabupaten/Kota Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.23.2.24.0.00.01.0000 |DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02 |PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.02 |Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah 2.23.02.2.02.0010 |Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 4 4
Kabupaten/Kota Dasar dan Masyarakat sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.23.2.24.0.00.01.0000 |DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.23.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 2.23.01.2.01.0001 |Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.23.2.24.0.00.01.0000 |DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.23.01.2.01 |Pere Pe dan Evaluasi Kinerja Perangkat 2.23.01.2.01.0002 |Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.23.2.24.0.00.01.0000 |DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.23.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 2.23.01.2.01.0003  [Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 4
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.23.2.24.0.00.01.0000 |DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.23.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 2.23.01.2.01.0004 |Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 2
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
2.23.2.24.0.00.01.0000 |DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.23.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 2.23.01.2.01.0005 |Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 4
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.23.2.24.0.00.01.0000 |DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.23.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 2.23.01.2.01.0006 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 9 9
KABUPATEN/KOTA Daerah Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
2.23.2.24.0.00.01.0000 |DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.23.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 2.23.01.2.01.0007 |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 8
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.23.2.24.0.00.01.0000 |DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.23.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 2.23.01.2.01.0008 |Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
KABUPATEN/KOTA Daerah Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
2.23.2.24.0.00.01.0000 |DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.23.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 2.23.01.2.01.0009 |Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 16
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.23.2.24.0.00.01.0000 |DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.23.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.23.01.2.02.0001 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 29 116
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.23.2.24.0.00.01.0000 |DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.23.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.23.01.2.02.0003 |Pelaksanaan Penatausahaan dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 54 13
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Penguiian/Verifikasi Keuangan SKPD Narkoba, Judi, dan
2.23.2.24.0.00.01.0000 |DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.23.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.23.01.2.02.0004 |Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.23.2.24.0.00.01.0000 |DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.23.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.23.01.2.02.0005 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 4
KABUPATEN/KOTA SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.23.2.24.0.00.01.0000 |DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.23.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.23.01.2.02.0007 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Triwulanan/ Semesteran SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.23.2.24.0.00.01.0000 |DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.23.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.23.01.2.02.0008 |Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 4
KABUPATEN/KOTA Anggaran Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.23.2.24.0.00.01.0000 |DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.23.01.2.05 |Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.23.01.2.05.0003 dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.23.2.24.0.00.01.0000 |DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.23.01.2.05 |Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.23.01.2.05.0005 |Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.23.2.24.0.00.01.0000 |DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.23.01.2.05 |Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.23.01.2.05.0009 |Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Fungsi Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.23.2.24.0.00.01.0000 |DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.23.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.23.01.2.06.0001 |Penyediaan Komponen Instalasi Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 10 10
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Narkoba, Judi, dan
2.23.2.24.0.00.01.0000 |DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.23.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.23.01.2.06.0002 Peralatan dan Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 3 4
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.23.2.24.0.00.01.0000 |DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.23.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.23.01.2.06.0003 |Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 4
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.23.2.24.0.00.01.0000 |DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.23.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.23.01.2.06.0005 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 3 4

KABUPATEN/KOTA

Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
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Program Kegiatan
2.23.2.24.0.00.01.0000 |DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.23.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.23.01.2.06.0006 |Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 3 4
KABUPATEN/KOTA undangan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.23.2.24.0.00.01.0000 |DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.23.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.23.01.2.06.0009 Rapat inasi dan i SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 22 20
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.23.2.24.0.00.01.0000 |DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.23.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 2.23.01.2.07.0006 |Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 11
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.23.2.24.0.00.01.0000 |DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.23.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 2.23.01.2.07.0011 |Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor ~ [Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
KABUPATEN/KOTA Daerah atau Bangunan Lainnya Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
2.23.2.24.0.00.01.0000 |DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.23.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.23.01.2.08.0002 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.23.2.24.0.00.01.0000 |DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.23.01.2.08 Jasa jang Urusan Pemerintahan Daerah 2.23.01.2.08.0004 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.23.2.24.0.00.01.0000 |DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.23.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2.23.01.2.09.0002 Jasa i Biaya Pajak dan |Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 20 20
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.23.2.24.0.00.01.0000 |DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.23.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2.23.01.2.09.0006 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 47 47
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.23.2.24.0.00.01.0000 |DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.23.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2.23.01.2.09.0010 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 8
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Kantor atau Bangunan Lainnya Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
2.23.2.24.0.00.01.0000 |DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02 [PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 2.24.02.2.01 |Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 2.24.02.2.01.0001 |Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 2000 2000
sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengl Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.23.2.24.0.00.01.0000 |DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02 [PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 2.24.02.2.01 |Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 2.24.02.2.01.0003 Arsip Dinamis Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 13 13
sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengl Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.23.2.24.0.00.01.0000 |DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02 [PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 2.24.02.2.02 |Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 2.24.02.2.02.0004 |Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 1000 1000
sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.23.2.24.0.00.01.0000 |DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02 [PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 2.24.02.2.03 |Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional 2.24.02.2.03.0001 |Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 200 200
Tingkat Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Peng Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.23.2.24.0.00.01.0000 |DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02 [PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 2.24.02.2.03 |Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional 2.24.02.2.03.0002 |Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 3 12
Tingkat Kabupaten/Kota Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2.23.2.24.0.00.01.0000 |DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.03 [PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 2.24.03.2.01 Arsip Dili Daerah 2.24.03.2.01.0004 |Penilaian, pan dan Arsip yang Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 1000 1000
Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Tahun Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
2.23.2.24.0.00.01.0000 |DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.03 [PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 2.24.03.2.02 |Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang 2.24.03.2.02.0002 |Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 200 200
Berskala Kabupaten/Kota Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
2.23.2.24.0.00.01.0000 |DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.03 [PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 2.24.03.2.03 |Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang 2.24.03.2.03.0001 |P Daftar dan Penilaian serta Penyerahan | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 350 350
Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah |Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Kecamatan dan Desa/Kelurahan Kabupaten/Kota Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
2.23.2.24.0.00.01.0000 |DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.03 |PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 2.24.03.2.04 |Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media 2.24.03.2.04.0002 |Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 500 500
Kabupaten/Kota Penjaminan Keabsahan Arsip Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.27.0.00.0.00.02.0000 |DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 3.27.02 |PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA 3.27.02.2.01 |Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 3.27.02.2.01.0001 Sarana Pertanian Sesuai |Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 25 25
PERTANIAN dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.27.0.00.0.00.02.0000 |DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 3.27.02 |PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA 3.27.02.2.02 |Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, 3.27.02.2.02.0003 |Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 1 1
PERTANIAN dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.27.0.00.0.00.02.0000 |DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 3.27.02 |PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA 3.27.02.2.05 dan dan Peredaran 3.27.02.2.05.0009 Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 1 1

PERTANIAN

Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Pakan Ternak

Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,

Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru




Kode OPD Nama OPD ezt Nama Program ez Nama Kegiatan Kode Sub Kegiatan Nama Sub Kegiatan Prioritas Nasional Target Capaian
Program Kegiatan
3.27.0.00.0.00.02.0000 |DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 3.27.03 |PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA 3.27.03.2.01 |Pengembangan Prasarana Pertanian 3.27.03.2.01.0003 i dan Sil isasi Prasarana g Pertanian Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 1 1
PERTANIAN Lainnya Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
3.27.0.00.0.00.02.0000 |DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 3.27.03 |PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA 3.27.03.2.02 |Pembangunan Prasarana Pertanian 3.27.03.2.02.0009 i dan il Prasarana Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 5 5
PERTANIAN Pertanian Lainnya Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
3.27.0.00.0.00.02.0000 |DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 3.27.04 [PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN 3.27.04.2.01 |Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan 3.27.04.2.01.0008 |Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam |Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 1 1
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Kabupaten/Kota Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
3.27.0.00.0.00.02.0000 |DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 3.27.04 [PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN 3.27.04.2.03 ) Jasa L dan Jasa Medik 3.27.04.2.03.0002 |Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 1 1
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
3.27.0.00.0.00.02.0000 |DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 3.27.04 [PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN 3.27.04.2.04 pan dan Teknis 3.27.04.2.04.0002 |Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 1 1
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Masyarakat Veteriner Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
3.27.0.00.0.00.02.0000 |DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 3.27.04 [PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN 3.27.04.2.04 pan dan Teknis 3.27.04.2.04.0005 |Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit |Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 1 1
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Masyarakat Veteriner usaha produk hewan Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
Gender, serta Pengt Peran puan,
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
3.27.0.00.0.00.02.0000 |DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 3.27.05 |PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN 3.27.05.2.01 |Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 3.27.05.2.01.0001 |Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 1000 1000
BENCANA PERTANIAN Kabupaten/Kota Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
3.27.0.00.0.00.02.0000 |DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 3.27.05 [PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN 3.27.05.2.01 |Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 3.27.05.2.01.0003 [P Lahan, dan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 75 240
BENCANA PERTANIAN Kabupaten/Kota Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
3.27.0.00.0.00.02.0000 |DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 3.27.05 [PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN 3.27.05.2.01 |Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 3.27.05.2.01.0007 |Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 1 1
BENCANA PERTANIAN Kabupaten/Kota kesehatan hewan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
3.27.0.00.0.00.02.0000 |DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 3.27.07 [PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 3.27.07.2.01 |Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 3.27.07.2.01.0008 |Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 2 2
Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
| Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.27.0.00.0.00.02.0000 |DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 3.27.07 |PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 3.27.07.2.01 |Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 3.27.07.2.01.0009 |Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 2 2
Pertanian Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
| Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.27.0.00.0.00.02.0000 |DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 3.27.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.27.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 3.27.01.2.01.0006 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 10 10
KABUPATEN/KOTA Daerah Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
3.27.0.00.0.00.02.0000 |DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 3.27.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.27.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 3.27.01.2.01.0008 |Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
3.27.0.00.0.00.02.0000 |DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 3.27.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.27.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 3.27.01.2.01.0009  |Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
3.27.0.00.0.00.02.0000 |DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 3.27.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.27.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.27.01.2.02.0001 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 35 139
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
3.27.0.00.0.00.02.0000 |DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 3.27.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.27.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.27.01.2.02.0008 |Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Anggaran Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
3.27.0.00.0.00.02.0000 |DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 3.27.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.27.01.2.03 |Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.27.01.2.03.0005 |Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA pada SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
3.27.0.00.0.00.02.0000 |DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 3.27.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.27.01.2.05 |Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.27.01.2.05.0002 |Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 35 35
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
3.27.0.00.0.00.02.0000 |DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 3.27.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.27.01.2.05 |Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.27.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
3.27.0.00.0.00.02.0000 |DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 3.27.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.27.01.2.05 |Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.27.01.2.05.0009  |Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 10 10
KABUPATEN/KOTA Fungsi Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
3.27.0.00.0.00.02.0000 |DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 3.27.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.27.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.27.01.2.06.0002 Peralatan dan Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
3.27.0.00.0.00.02.0000 |DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 3.27.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.27.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.27.01.2.06.0005 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2

KABUPATEN/KOTA

Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan




Kode OPD Nama OPD ezt Nama Program ez Nama Kegiatan Kode Sub Kegiatan Nama Sub Kegiatan Prioritas Nasional Target Capaian
Program Kegiatan
3.27.0.00.0.00.02.0000 |DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 3.27.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.27.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.27.01.2.06.0006 |Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA undangan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
3.27.0.00.0.00.02.0000 |DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 3.27.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.27.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.27.01.2.06.0009 Rapat inasi dan i SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
3.27.0.00.0.00.02.0000 |DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 3.27.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.27.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.27.01.2.06.0011 |Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Elektronik pada SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
3.27.0.00.0.00.02.0000 |DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 3.27.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.27.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 3.27.01.2.07.0007 |Pengadaan Aset Tetap Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
3.27.0.00.0.00.02.0000 |DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 3.27.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.27.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.27.01.2.08.0001 |Penyediaan Jasa Surat Menyurat Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
3.27.0.00.0.00.02.0000 |DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 3.27.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.27.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.27.01.2.08.0002 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
3.27.0.00.0.00.02.0000 |DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 3.27.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.27.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.27.01.2.08.0004 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
3.27.0.00.0.00.02.0000 |DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 3.27.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.27.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 3.27.01.2.09.0002 Jasa il Biaya Pajak dan |Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 30 30
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
3.27.0.00.0.00.02.0000 |DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 3.27.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.27.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 3.27.01.2.09.0011 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
4.01.0.00.0.00.01.0000 [SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02 [PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.02.2.01 |Administrasi Tata Pemerintahan 4.01.02.2.01.0001 |Penataan Administrasi Pemerintahan Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 17 17
Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Kemiskinan
4,01.0.00.0.00.01.0000 [SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02 |PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.02.2.01 |Administrasi Tata Pemerintahan 4.01.02.2.01.0002 |Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 5 5
Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
4.01.0.00.0.00.01.0000 [SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02 [PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.02.2.01 |Administrasi Tata Pemerintahan 4.01.02.2.01.0003 |Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 3 3
Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Kemiskinan
4,01.0.00.0.00.01.0000 [SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02 |PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.02.2.02 |Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 4.01.02.2.02.0001 |Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 20 20
Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
4.01.0.00.0.00.01.0000 [SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02 [PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.02.2.02 |Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 4.01.02.2.02.0002 |Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait ~|Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 136 136
Kesejahteraan Sosial Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Kemiskinan
4.01.0.00.0.00.01.0000 [SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02 [PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.02.2.02 |Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 4.01.02.2.02.0003 |Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait ~{Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 24 24
Kesejahteraan Masyarakat Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
4.01.0.00.0.00.01.0000 [SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02 |PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.02.2.02 |Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 4.01.02.2.02.0004 Keluarga dalam Kerja dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 50 50
Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Kemiskinan
4.01.0.00.0.00.01.0000 [SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02 [PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.02.2.02 |Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 4.01.02.2.02.0006 Keluarga dalam dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 50 50
dan ilan untuk Sumber Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kemiskinan
4.01.0.00.0.00.01.0000 [SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02 [PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.02.2.03 |Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 4.01.02.2.03.0001 |Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 280 280
Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
4.01.0.00.0.00.01.0000 [SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02 |PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.02.2.03 |Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 4.01.02.2.03.0002 |Fasilitasi Bantuan Hukum Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 12 12
Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Kemiskinan
4.01.0.00.0.00.01.0000 [SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02 [PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.02.2.03 |Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 4.01.02.2.03.0003 |Pendokumentasian Produk Hukum dan Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 690 690
Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Informasi Hukum i
4.01.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02 [PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.02.2.04 |Fasilitasi Kerja Sama Daerah 4.01.02.2.04.0001 |Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 2 2
Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Kemiskinan
4.01.0.00.0.00.01.0000 [SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03 [PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.03.2.01 |Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 4.01.03.2.01.0001 |Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 4 4
Pengelolaan BUMD dan BLUD Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
4.01.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03 [PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.03.2.01 |Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 4.01.03.2.01.0002 dan Distribusi Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 2 2
Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Kemiskinan
4.01.0.00.0.00.01.0000 [SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03 [PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.03.2.01 |Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 4.01.03.2.01.0003 |Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 1 1
Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
4.01.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03 [PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.03.2.02 4.01.03.2.02.0001 |Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 2 2
Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Kemiskinan
4.01.0.00.0.00.01.0000 [SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03 [PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.03.2.02 4.01.03.2.02.0002 |Pengendalian dan Evaluasi Program dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 4 4
Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
4.01.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03 [PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.03.2.02 4.01.03.2.02.0003 Evaluasi dan P dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 2 2

Pembangunan

Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan




Kode OPD Nama OPD ezt Nama Program ez Nama Kegiatan Kode Sub Kegiatan Nama Sub Kegiatan Prioritas Nasional Target Capaian
Program Kegiatan
4.01.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03 [PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.03.2.03 |Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 4.01.03.2.03.0001 |Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 150 150
Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
4.01.0.00.0.00.01.0000 [SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03 [PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.03.2.03 |Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 4.01.03.2.03.0002 |Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 41 41
Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Kemiskinan
4.01.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03 [PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.03.2.03 |Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 4.01.03.2.03.0003 |Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 150 150
Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
4.01.0.00.0.00.01.0000 [SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03 [PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.03.2.04 |Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 4.01.03.2.04.0001 |Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 2 2
Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Kemiskinan
4.01.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03 [PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.03.2.04 |Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 4.01.03.2.04.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan (Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 2 2
dan Lingkungan Hidup Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
4.01.0.00.0.00.01.0000 [SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03 [PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.03.2.04 |Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 4.01.03.2.04.0003 |Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air  |Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 2 2
Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Kemiskinan
4.01.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 4.01.01.2.01.0001 |Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 7 7
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
4.01.0.00.0.00.01.0000 [SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.01.01.2.01 |Pere Pe dan Evaluasi Kinerja Perangkat 4.01.01.2.01.0004 |Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
4,01.0.00.0.00.01.0000 [SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 4,01.01.2.01.0006 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 18 18
KABUPATEN/KOTA Daerah Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
4.01.0.00.0.00.01.0000 [SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 4.01.01.2.01.0007 |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 8 8
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
4,01.0.00.0.00.01.0000 [SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 4.01.01.2.01.0008 |Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
4.01.0.00.0.00.01.0000 [SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 4.01.01.2.01.0009 |Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 9 9
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
4,01.0.00.0.00.01.0000 [SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.01.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.01.01.2.02.0001 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 105 105
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
4.01.0.00.0.00.01.0000 [SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.01.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.01.01.2.02.0003 |Pelaksanaan Penatausahaan dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1000 1000
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Penguiian/Verifikasi Keuangan SKPD Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
4.01.0.00.0.00.01.0000 [SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.01.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.01.01.2.02.000° Koordinasi dan Laporan Keuangan Bulanan/ Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 24 24
KABUPATEN/KOTA Triwulanan/ Semesteran SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
4.01.0.00.0.00.01.0000 [SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.01.01.2.05 |Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.01.01.2.05.0002 |Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
4.01.0.00.0.00.01.0000 [SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.01.01.2.06.0001 |Penyediaan Komponen Instalasi Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Narkoba, Judi, dan
4.01.0.00.0.00.01.0000 [SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.01.01.2.06.0002 Peralatan dan Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 11 1
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
4.01.0.00.0.00.01.0000 [SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.01.01.2.06.0005 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
4.01.0.00.0.00.01.0000 [SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.01.01.2.06.0008 |Fasilitasi Kunjungan Tamu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
4.01.0.00.0.00.01.0000 [SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.01.01.2.06.0009 Rapat inasi dan i SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 6 6
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
4.01.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.01.01.2.08 Jasa jang Urusan Pemerintahan Daerah 4.01.01.2.08.0002 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 9 9
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
4.01.0.00.0.00.01.0000 [SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.01.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.01.01.2.08.0004 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
4.01.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 4.01.01.2.09.0002 Jasa i Biaya Pajak dan [Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
4.01.0.00.0.00.01.0000 [SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 4.01.01.2.09.0006 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
4.01.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 4.01.01.2.09.0009 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 8 8
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Lainnya Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
4.01.0.00.0.00.01.0000 [SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.01.01.2.11 Keuangan dan O Kepala Daerah dan 4.01.01.2.11.0001 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2

KABUPATEN/KOTA

Wakil Kepala Daerah

Kepala Daerah

Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
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4.01.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.01.01.2.11 i Keuangan dan O Kepala Daerah dan 4.01.01.2.11.0004 Dana jang O i Kepala Daerah dan | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA Wakil Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
4.01.0.00.0.00.01.0000 [SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.01.01.2.12 |Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 4.01.01.2.12.0001 |Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 14 14
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
4.01.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.01.01.2.12 |Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 4.01.01.2.12.0002 |Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 9 9
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
4.01.0.00.0.00.01.0000 [SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.01.01.2.12 |Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 4.01.01.2.12.0003 Rumah Tangga Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
4.01.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.01.01.2.13 |Penataan Organisasi 4.01.01.2.13.0001 |Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
4.01.0.00.0.00.01.0000 [SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.01.01.2.13 |Penataan Organisasi 4.01.01.2.13.0002 |Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
4.01.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.01.01.2.13 |Penataan Organisasi 4.01.01.2.13.0003 |Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
4.01.0.00.0.00.01.0000 [SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.01.01.2.14 |Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 4.01.01.2.14.0001 |Fasilitasi Keprotokolan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 299 299
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
4.01.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.01.01.2.14 |Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 4.01.01.2.14.0002  |Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 280 280
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
4.01.0.00.0.00.01.0000 [SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.01.01.2.14 |Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 4.01.01.2.14.0003 |Pendokumentasian Tugas Pimpinan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 312 312
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.02 [PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 4.02.02.2.01 |Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 4.02.02.2.01.0001 |Penyusunan dan Pembahasan Program Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 8 8
DPRD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Peraturan Daerah Narkoba, Judi, dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.02 |PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 4.02.02.2.01 |Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 4.02.02.2.01.0002 |Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 8 8
DPRD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.02 [PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 4.02.02.2.01 |Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 4.02.02.2.01.0003 |Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 8 8
DPRD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.02 |PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 4.02.02.2.01 |Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 4.02.02.2.01.0004 |Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 3 3
DPRD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Naskah Akademik Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.02 |PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 4.02.02.2.01 |Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 4.02.02.2.01.0005 |Penyusunan Tata Tertib DPRD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
DPRD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.02 |PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 4.02.02.2.02 |Pembahasan Kebijakan Anggaran 4.02.02.2.02.0001 |Pembahasan KUA dan PPAS Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
DPRD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.02 |PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 4.02.02.2.02 |Pembahasan Kebijakan Anggaran 4.02.02.2.02.0002 |Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
DPRD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.02 |PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 4.02.02.2.02 |Pembahasan Kebijakan Anggaran 4.02.02.2.02.0003 |Pembahasan APBD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
DPRD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.02 |PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 4.02.02.2.02 |Pembahasan Kebijakan Anggaran 4.02.02.2.02.0004 |Pembahasan APBD Perubahan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
DPRD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.02 |PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 4.02.02.2.02 |Pembahasan Kebijakan Anggaran 4.02.02.2.02.0006 |Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
DPRD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.02 |PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 4.02.02.2.03 |Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 4.02.02.2.03.0001 |Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 15 15
DPRD Hukum Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.02 [PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 4.02.02.2.03 merintahan 4.02.02.2.03.0002 |Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 15 15
DPRD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.02 |PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 4.02.02.2.03 |Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 4.02.02.2.03.0003 |Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 15 15
DPRD Rakyat Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.02 [PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 4.02.02.2.03 merintahan 4.02.02.2.03.0004 |Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 15 15
DPRD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 [SEKRETARIAT DPRD 4.02.02 |PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 4.02.02.2.03 |Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 4.02.02.2.03.0005 |Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam {Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 15 15
DPRD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.02 [PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 4.02.02.2.03 merintahan 4.02.02.2.03.0006 |Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
DPRD Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.02 |PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 4.02.02.2.03 |Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 4.02.02.2.03.0007 |Pengawasan Penggunaan Anggaran Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 15 15

DPRD

Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
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4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.02 [PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 4.02.02.2.04 |Peningkatan Kapasitas DPRD 4.02.02.2.04.0001 |Orientasi DPRD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 30 0
DPRD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.02 |PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 4.02.02.2.04 |Peningkatan Kapasitas DPRD 4.02.02.2.04.0002 |Pendalaman Tugas DPRD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 40 40
DPRD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.02 [PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 4.02.02.2.04 |Peningkatan Kapasitas DPRD 4.02.02.2.04.0004 |Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 7 7
DPRD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.02 |PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 4.02.02.2.04 |Peningkatan Kapasitas DPRD 4.02.02.2.04.0005 |Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 3 3
DPRD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.02 [PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 4.02.02.2.04 |Peningkatan Kapasitas DPRD 4.02.02.2.04.0006 Hubungan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 3 0
DPRD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.02 |PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 4.02.02.2.04 |Peningkatan Kapasitas DPRD 4.02.02.2.04.0007 |Penyusunan Program Kerja DPRD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 0
DPRD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.02 [PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 4.02.02.2.04 |Peningkatan Kapasitas DPRD 4.02.02.2.04.0008 |Publikasi dan Dokumentasi DPRD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 96 96
DPRD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.02 |PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 4.02.02.2.05 |Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 4.02.02.2.05.0001 |Kunjungan Kerja dalam Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 360 360
DPRD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.02 [PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 4.02.02.2.05 |Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 4.02.02.2.05.0002 |Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 90 90
DPRD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 [SEKRETARIAT DPRD 4.02.02 |PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 4.02.02.2.05 dan i Aspirasi y 4.02.02.2.05.0003 |Pelaksanaan Reses Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 90 90
DPRD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.02 [PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 4.02.02.2.06 |Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 4.02.02.2.06.0001 |Penyusunan Kode Etik DPRD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 0
DPRD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.02 |PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 4.02.02.2.06 |Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 4.02.02.2.06.0002 |Pengawasan Kode Etik DPRD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
DPRD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.02 [PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 4.02.02.2.07 |Pembahasan Kerja Sama Daerah 4.02.02.2.07.0001 |Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
DPRD Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.02 |PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 4.02.02.2.07 |Pembahasan Kerja Sama Daerah 4.02.02.2.07.0002 Bahan ikasi dan Publikasi Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
DPRD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.02 |PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 4.02.02.2.08 |Fasilitasi Tugas DPRD 4.02.02.2.08.0001 |Koordi i dan Tugas DPRD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 290 290
DPRD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.02 |PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 4.02.02.2.08 |Fasilitasi Tugas DPRD 4.02.02.2.08.0002 |Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 0
DPRD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.02 |PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 4.02.02.2.08 |Fasilitasi Tugas DPRD 4.02.02.2.08.0003 |Fasilitasi Tugas Badan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 0
DPRD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.02 |PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 4.02.02.2.08 |Fasilitasi Tugas DPRD 4.02.02.2.08.0004 |Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 0
DPRD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.02 |PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 4.02.02.2.08 |Fasilitasi Tugas DPRD 4.02.02.2.08.0005 |Fasilitasi Tugas Panitia Khusus Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 0
DPRD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.02.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 4.02.01.2.01.0001 |Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 8 8
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.02.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 4.02.01.2.01.0007 |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 6 6
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.02.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.02.01.2.02.0001 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 32 32
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.02.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.02.01.2.02.0003 |Pelaksanaan Penatausahaan dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 16 16
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Penguiian/Verifikasi Keuangan SKPD Narkoba, Judi, dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.02.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.02.01.2.02.0004 |Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 [SEKRETARIAT DPRD 4.02.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.02.01.2.05 |Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.02.01.2.05.0003 dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.02.01.2.05 |Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.02.01.2.05.0005 |Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.02.01.2.05 |Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.02.01.2.05.0009 |Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 38 38

KABUPATEN/KOTA

Fungsi

Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
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4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.02.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.02.01.2.06.0001 |Penyediaan Komponen Instalasi Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Listrik, Bangunan Kantor Narkoba, Judi, dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.02.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.02.01.2.06.0002 Peralatan dan Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.02.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.02.01.2.06.0004 |Penyediaan Bahan Logistik Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.02.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.02.01.2.06.0005 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 16 16
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.02.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.02.01.2.06.0009 Rapat inasi dan i SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 90 90
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.02.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 4.02.01.2.07.0006 |Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 167 167
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.02.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 4.02.01.2.07.0010 |Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA Daerah Bangunan Lainnya Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.02.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.02.01.2.08.0002 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 48 48
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.02.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.02.01.2.08.0004 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 [SEKRETARIAT DPRD 4.02.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.02.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 4.02.01.2.09.0001 Jasa i Biaya dan Pajak |Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 37 37
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.02.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 4.02.01.2.09.0006 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 49 49
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.02.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 4.02.01.2.09.0010 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 49 49
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Kantor atau Bangunan Lainnya Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.02.01.2.15 |Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 4.02.01.2.15.0001 |Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 30 30
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.02.01.2.15 |Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 4.02.01.2.15.0002 |Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.02.01.2.15 |Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 4.02.01.2.15.0003 |Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 30 30
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.02.01.2.16 |Layanan Administrasi DPRD 4.02.01.2.16.0003 |Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 25 25
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
4.02.0.00.0.00.01.0000 |SEKRETARIAT DPRD 4.02.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.02.01.2.16 |Layanan Administrasi DPRD 4.02.01.2.16.0004 |Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.01.5.05.0.00.01.0000 |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.02 [PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI 5.01.02.2.01 P dan 5.01.02.2.01.0003 |Pelaksanaan Konsultasi Publik Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan 2 2
DAN INOVASI DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
5.01.5.05.0.00.01.0000 |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.02 [PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI 5.01.02.2.01 P dan 5.01.02.2.01.0004 |Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan 1 1
DAN INOVASI DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH Perangkat Daerah Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.02 [PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI 5.01.02.2.01 dan 5.01.02.2.01.0005 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan 2 2
DAN INOVASI DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
5.01.5.05.0.00.01.0000 [BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.02 [PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI 5.01.02.2.01 dan 5.01.02.2.01.0006 iapan Bahan j Infrastruktur dan Meningkatkan 1500 2343
DAN INOVASI DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.02 [PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI 5.01.02.2.01 dan 5.01.02.2.01.0007 dan pan Dokumen j Infrastruktur dan Meningkatkan 4 4
DAN INOVASI DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
5.01.5.05.0.00.01.0000 |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.02 [PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI 5.01.02.2.02 |Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang 5.01.02.2.02.0001 |Analisis Data dan Informasi Perencanaan j Infrastruktur dan Meningkatkan 1 1

DAN INOVASI DAERAH

PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan Pembangunan Daerah

Daerah

Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
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5.01.5.05.0.00.01.0000 [BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.02 [PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI 5.01.02.2.02 |Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang 5.01.02.2.02.0002 |Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan |Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan 40 40
DAN INOVASI DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH Perencanaan Pembangunan Daerah Pembangunan Perangkat Daerah Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
5.01.5.05.0.00.01.0000 [BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.02 [PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI 5.01.02.2.02 |Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang 5.01.02.2.02.0003 Profil Daerah Kab K j dan 1 1
DAN INOVASI DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH Perencanaan Pembangunan Daerah Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
5.01.5.05.0.00.01.0000 [BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.02 [PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI 5.01.02.2.03 |Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan 5.01.02.2.03.0001 Perencanaan dan j dan 2 2
DAN INOVASI DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
5.01.5.05.0.00.01.0000 [BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.02 [PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI 5.01.02.2.03 |Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan 5.01.02.2.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala j dan 8 8
DAN INOVASI DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH Pembangunan Daerah Pelaksanaan Pembangunan Daerah Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
5.01.5.05.0.00.01.0000 [BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.02 [PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI 5.01.02.2.04 |Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di 5.01.02.2.04.0001 |Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan j dan 1 1
DAN INOVASI DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH Bidang Pembangunan Daerah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
5.01.5.05.0.00.01.0000 [BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.02 [PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI 5.01.02.2.04 |Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di 5.01.02.2.04.0002 |Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang j dan 1 1
DAN INOVASI DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH Bidang Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
5.01.5.05.0.00.01.0000 [BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.02 [PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI 5.01.02.2.04 |Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di 5.01.02.2.04.0003 |Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang j dan 1 1
DAN INOVASI DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH Bidang Pembangunan Daerah Daerah i Kab: K Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
5.01.5.05.0.00.01.0000 [BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.03 [PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN 5.01.03.2.01 |Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan 5.01.03.2.01.0001 |Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan j dan 10 100
DAN INOVASI DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH Pembangunan Manusia Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
5.01.5.05.0.00.01.0000 [BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.03 [PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN 5.01.03.2.01 |Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan 5.01.03.2.01.0002 |Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan j dan 10 10
DAN INOVASI DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH Pembangunan Manusia Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
5.01.5.05.0.00.01.0000 |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.03 |PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN 5.01.03.2.01 |Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan 5.01.03.2.01.0005 |Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan j dan 10 10
DAN INOVASI DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH Pembangunan Manusia Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
RKPD) Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
5.01.5.05.0.00.01.0000 |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.03 |PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN 5.01.03.2.01 |Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan 5.01.03.2.01.0006 |Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan j dan 10 0
DAN INOVASI DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH Pembangunan Manusia Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
5.01.5.05.0.00.01.0000 |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.03 |PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN 5.01.03.2.01 |Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan 5.01.03.2.01.0007 |Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dokumen j dan 10 10
DAN INOVASI DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH Pembangunan Manusia Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Pembangunan Manusia Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
5.01.5.05.0.00.01.0000 |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.03 |PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN 5.01.03.2.01 |Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan 5.01.03.2.01.0008 |Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi j dan 10 10
DAN INOVASI DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH Pembangunan Manusia Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Manusia Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
5.01.5.05.0.00.01.0000 |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.03 |PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN 5.01.03.2.02 |Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA 5.01.03.2.02.0004 |Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi dan 4 4
DAN INOVASI DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH (Sumber Daya Alam) Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
5.01.5.05.0.00.01.0000 |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.03 |PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN 5.01.03.2.03 |Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 5.01.03.2.03.0004 |Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi dan 5 5
DAN INOVASI DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
5.01.5.05.0.00.01.0000 |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.03 |PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN 5.01.03.2.03 |Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 5.01.03.2.03.0008 |Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi dan 12 12
DAN INOVASI DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
5.01.5.05.0.00.01.0000 |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 5.01.01.2.01.0001 |Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 6 6
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5.01.5.05.0.00.01.0000 [BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 5.01.01.2.01.0002  |Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.01.5.05.0.00.01.0000 |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 5.01.01.2.01.0003 [Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
5.01.5.05.0.00.01.0000 [BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 5.01.01.2.01.0004  [Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.01.5.05.0.00.01.0000 |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.01.01.2.01 |Per Pe dan Evaluasi Kinerja Perangkat 5.01.01.2.01.0005 |Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
5.01.5.05.0.00.01.0000 [BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 5.01.01.2.01.0006 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 6 6
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN/KOTA Daerah Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.01.5.05.0.00.01.0000 |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.01.01.2.01 |Per Pe dan Evaluasi Kinerja Perangkat 5.01.01.2.01.0007 |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
5.01.5.05.0.00.01.0000 [BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 5.01.01.2.01.0008 |Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN/KOTA Daerah Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.01.5.05.0.00.01.0000 |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.01.01.2.01 |Per Pe dan Evaluasi Kinerja Perangkat 5.01.01.2.01.0009 |Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
5.01.5.05.0.00.01.0000 [BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.01.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.01.01.2.02.0001 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 37 28
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.01.5.05.0.00.01.0000 |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.01.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.01.01.2.02.0003 |Pelaksanaan Penatausahaan dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 50 50
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Penguiian/Verifikasi Keuangan SKPD Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
5.01.5.05.0.00.01.0000 [BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.01.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.01.01.2.02.0005  |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN/KOTA SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.01.5.05.0.00.01.0000 |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.01.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.01.01.2.02.0007 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 11 1
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN/KOTA Triwulanan/ Semesteran SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
5.01.5.05.0.00.01.0000 [BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.01.01.2.03 |Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.01.01.2.03.0001 |Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN/KOTA SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.01.5.05.0.00.01.0000 |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.01.01.2.03 |Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.01.01.2.03.0005 |Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 3
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN/KOTA pada SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
5.01.5.05.0.00.01.0000 |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.01.01.2.03 |Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.01.01.2.03.0006 |Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.01.5.05.0.00.01.0000 |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.01.01.2.05 |Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.01.01.2.05.0002 |Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 80 80
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
5.01.5.05.0.00.01.0000 |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.01.01.2.05 |Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.01.01.2.05.0011 Teknis i Peraturan Perundang- Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 140 140
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN/KOTA Undangan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.01.5.05.0.00.01.0000 |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.01.01.2.06.0001 |Penyediaan Komponen Instalasi Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
5.01.5.05.0.00.01.0000 |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.01.01.2.06.0002 i Peralatan dan Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 50 50
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.01.5.05.0.00.01.0000 |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.01.01.2.06.0003 |Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 8 8
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
5.01.5.05.0.00.01.0000 |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.01.01.2.06.0005 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 9 9
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.01.01.2.06.0006 |Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 48 48
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN/KOTA undangan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.01.5.05.0.00.01.0000 |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.01.01.2.06.0009 Rapat dan SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.01.5.05.0.00.01.0000 |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.01.01.2.06.0010 |Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.01.5.05.0.00.01.0000 |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.01.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 5.01.01.2.07.0006 |Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 25 25
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.01.5.05.0.00.01.0000 |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.01.01.2.08 Jasa jang Urusan Pemerintahan Daerah 5.01.01.2.08.0001 |Penyediaan Jasa Surat Menyurat Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.01.5.05.0.00.01.0000 |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.01.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.01.01.2.08.0002 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 48 48

DAN INOVASI DAERAH

KABUPATEN/KOTA

Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan




Kode OPD Nama OPD ezt Nama Program ez Nama Kegiatan Kode Sub Kegiatan Nama Sub Kegiatan Prioritas Nasional Target Capaian
Program Kegiatan
5.01.5.05.0.00.01.0000 [BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.01.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.01.01.2.08.0004 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.01.5.05.0.00.01.0000 |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 5.01.01.2.09.0002 Jasa i , Biaya Pajak dan |Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 27 27
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
5.01.5.05.0.00.01.0000 [BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 5.01.01.2.09.0006 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 75 75
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.01.5.05.0.00.01.0000 |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 5.01.01.2.09.0009 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Lainnya Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
5.01.5.05.0.00.01.0000 [BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.05.02 [PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.05.02.2.01 dan Bidang aan 5.05.02.2.01.0012 |Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan 1 1
DAN INOVASI DAERAH Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
5.01.5.05.0.00.01.0000 [BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.05.02 [PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.05.02.2.01 dan Bidang aan 5.05.02.2.01.0013 |Perumusan i atas Rencana pan Peraturan j Infrastruktur dan Meningkatkan 2 2
DAN INOVASI DAERAH Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
5.01.5.05.0.00.01.0000 [BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.05.02 [PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.05.02.2.01 dan Bidang aan 5.05.02.2.01.0014 |Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan j Infrastruktur dan Meningkatkan 1 1
DAN INOVASI DAERAH Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Pengkajian Peraturan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
5.01.5.05.0.00.01.0000 [BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.05.02 [PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.05.02.2.02 |Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan 5.05.02.2.02.0003 |Penelitian dan idil dan j dan 1 1
DAN INOVASI DAERAH Kependudukan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
5.01.5.05.0.00.01.0000 [BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.05.02 [PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.05.02.2.03 |Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan 5.05.02.2.03.0004 |Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan j dan 1 1
DAN INOVASI DAERAH Pembangunan Pangan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
5.01.5.05.0.00.01.0000 [BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.05.02 [PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.05.02.2.04 |Pengembangan Inovasi dan Teknologi 5.05.02.2.04.0001 |Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang j dan 1 1
DAN INOVASI DAERAH Teknologi dan Inovasi Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
5.01.5.05.0.00.01.0000 |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.05.02 |PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.05.02.2.04 |Pengembangan Inovasi dan Teknologi 5.05.02.2.04.0003 |Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode aan j dan 1 1
DAN INOVASI DAERAH Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
5.01.5.05.0.00.01.0000 |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.05.02 |PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.05.02.2.04 |Pengembangan Inovasi dan Teknologi 5.05.02.2.04.0004 |Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil j dan 1 1
DAN INOVASI DAERAH Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
5.01.5.05.0.00.01.0000 |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET 5.05.02 |PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.05.02.2.04 |Pengembangan Inovasi dan Teknologi 5.05.02.2.04.0005 |Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual j dan 1 1
DAN INOVASI DAERAH Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi
5.02.0.00.0.00.01.0000 |BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.02 |PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.01 |Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 5.02.02.2.01.0001 |Koord i dan KUA dan PPAS Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
DAERAH Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.01.0000 |BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.02 [PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.01 |Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 5.02.02.2.01.0002 |Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
DAERAH PPAS Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.01.0000 |BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.02 |PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.01 |Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 5.02.02.2.01.0003 |Koord i, dan Verifikasi RKA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 41 41
DAERAH Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.02 [PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.01 i dan Rencana Anggaran Daerah 5.02.02.2.01.0007 |Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD  |Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
DAERAH dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.01.0000 |BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.02 |PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.01 |Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 5.02.02.2.01.000¢ Koordi dan Peraturan Daerah tentang Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
DAERAH Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Perubahan APBD Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.01.0000 |BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.02 [PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.01 i dan Rencana Anggaran Daerah 5.02.02.2.01.0013 Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 41 41
DAERAH Kabupaten/Kota Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.01.0000 |BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.02 |PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.02 dan Py Per Daerah 5.02.02.2.02.0001 |Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
DAERAH Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.01.0000 [BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.02 [PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.02 dan Per Daerah 5.02.02.2.02.0003 dan Pener 1 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12

DAERAH

pan,
Anggaran Kas dan SPD

Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
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5.02.0.00.0.00.01.0000 |BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.02 [PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.02 i dan Per Daerah 5.02.02.2.02.0005  |Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 30
DAERAH Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan  |Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Dana Transfer Lainnya Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.01.0000 |BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.02 [PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.02 dan Per Daerah 5.02.02.2.02.0007 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan |Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 24 24
DAERAH Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Memperkuat P dan Korupsi,
dan Perhitungan Fihak |Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
Ketiga (PFK)
5.02.0.00.0.00.01.0000 |BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.02 [PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.02 |Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 5.02.02.2.02.0009 |Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
DAERAH Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Terkait Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
5.02.0.00.0.00.01.0000 [BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.02 [PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.02 dan Per Daerah 5.02.02.2.02.0011 |Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 55 55
DAERAH Kabupaten/Kota Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.01.0000 |BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.02 [PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.03 |Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan 5.02.02.2.03.0002 |Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
DAERAH Keuangan Daerah Belanja, LO dan Beban |Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
5.02.0.00.0.00.01.0000 [BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.02 [PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.03 |Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan 5.02.02.2.03.0004 |Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
DAERAH Keuangan Daerah Keuangan Pemerintah Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.01.0000 |BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.02 [PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.03 |Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan 5.02.02.2.03.0005 i dan Peraturan Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
DAERAH Keuangan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
tentang Penj Per ji
5.02.0.00.0.00.01.0000 |BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.02 [PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.03 |Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan 5.02.02.2.03.0006 |Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas |Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 3 3
DAERAH Keuangan Daerah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
5.02.0.00.0.00.01.0000 [BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.02 [PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.03 |Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan 5.02.02.2.03.0011 |Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 82 82
DAERAH Keuangan Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Per i Pemerintah Kab: /Kota Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.01.0000 |BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.02 [PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.04 jang Urusan Keuangan Daerah | 5.02.02.2.04.0004 |Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
DAERAH Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
5.02.0.00.0.00.01.0000 [BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.02 [PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.04 jang Urusan Keuangan Daerah [ 5.02.02.2.04.0007 |Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
DAERAH Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.01.0000 |BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.02 [PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.04 jang Urusan Keuangan Daerah | 5.02.02.2.04.0008 |Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
DAERAH Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
5.02.0.00.0.00.01.0000 [BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.02 [PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.04 jang Urusan Keuangan Daerah [ 5.02.02.2.04.0009 |Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
DAERAH Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.01.0000 |BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.02 [PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.04 jang Urusan Keuangan Daerah [ 5.02.02.2.04.0010 Dana bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
DAERAH Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
5.02.0.00.0.00.01.0000 |BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.03 |PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 5.02.03.2.01 |Pengelolaan Barang Milik Daerah 5.02.03.2.01.0001 |Penyusunan Standar Harga Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
DAERAH Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.01.0000 |BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.03 [PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 5.02.03.2.01 |Pengelolaan Barang Milik Daerah 5.02.03.2.01.0003 |Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
DAERAH Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
5.02.0.00.0.00.01.0000 |BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.03 |PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 5.02.03.2.01 |Pengelolaan Barang Milik Daerah 5.02.03.2.01.0005 |Penatausahaan Barang Milik Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 41 41
DAERAH Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.01.0000 |BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.03 [PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 5.02.03.2.01 |Pengelolaan Barang Milik Daerah 5.02.03.2.01.0006 |Inventarisasi Barang Milik Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
DAERAH Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
5.02.0.00.0.00.01.0000 |BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.03 |PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 5.02.03.2.01 |Pengelolaan Barang Milik Daerah 5.02.03.2.01.0007 |Pengamanan Barang Milik Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
DAERAH Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.01.0000 |BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.03 [PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 5.02.03.2.01 |Pengelolaan Barang Milik Daerah 5.02.03.2.01.0008 |Penilaian Barang Milik Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
DAERAH Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.01.0000 |BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.03 |PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 5.02.03.2.01 |Pengelolaan Barang Milik Daerah 5.02.03.2.01.0010 |O Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 10 10
DAERAH Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.01.0000 [BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 5.02.01.2.01.0001 |Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
DAERAH KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.01.0000 |BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 5.02.01.2.01.0002  |Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
DAERAH KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.01.0000 |BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 5.02.01.2.01.0007 |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 6 6
DAERAH KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.01.0000 |BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 5.02.01.2.01.0008 |Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
DAERAH KABUPATEN/KOTA Daerah Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.01.0000 |BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 5.02.01.2.01.0009 |Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
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Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan




Kode OPD Nama OPD ezt Nama Program ez Nama Kegiatan Kode Sub Kegiatan Nama Sub Kegiatan Prioritas Nasional Target Capaian
Program Kegiatan
5.02.0.00.0.00.01.0000 |BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.02.01.2.02.0001 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 50 200
DAERAH KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.01.0000 |BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.02.01.2.02.0004 |Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 17 17
DAERAH KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
5.02.0.00.0.00.01.0000 [BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.05 |Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.02.01.2.05.0002 |Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
DAERAH KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.01.0000 |BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.05 Perangkat Daerah 5.02.01.2.05.0009 |Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 8 8
DAERAH KABUPATEN/KOTA Fungsi Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
5.02.0.00.0.00.01.0000 [BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.05 |Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.02.01.2.05.0010 |Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 56 56
DAERAH KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.01.0000 |BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.02.01.2.06.0001 |Penyediaan Komponen Instalasi Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 3 3
DAERAH KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
5.02.0.00.0.00.01.0000 [BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.02.01.2.06.0002 i Peralatan dan Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
DAERAH KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.01.0000 |BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.02.01.2.06.0005 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
DAERAH KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
5.02.0.00.0.00.01.0000 [BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.02.01.2.06.0006 |Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
DAERAH KABUPATEN/KOTA undangan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.01.0000 |BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.02.01.2.06.0009 Rapat inasi dan i SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
DAERAH KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
5.02.0.00.0.00.01.0000 [BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 5.02.01.2.07.0002 8 Dinas O atau Lapangan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 3 3
DAERAH KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.01.0000 |BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 5.02.01.2.07.0006 |Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 20 20
DAERAH KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
5.02.0.00.0.00.01.0000 [BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.02.01.2.08.0001 |Penyediaan Jasa Surat Menyurat Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
DAERAH KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.01.0000 |BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.08 Jasa jang Urusan Daerah 5.02.01.2.08.0002 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
DAERAH KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
5.02.0.00.0.00.01.0000 |BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.02.01.2.08.0004 Jasa y Umum Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
DAERAH KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.01.0000 |BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 5.02.01.2.09.0001 Jasa i Biaya dan Pajak |Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 38 38
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
5.02.0.00.0.00.01.0000 |BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 5.02.01.2.09.0006 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.01.0000 |BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 5.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 5.02.01.2.09.0009 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Lainnya Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
5.02.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04 |PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01 |Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 5.02.04.2.01.0001 |Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 8
Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04 [PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01 |Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 5.02.04.2.01.0002 |Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 6 12
Kebijakan Pajak Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
5.02.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04 |PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01 |Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 5.02.04.2.01.0003 |Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04 [PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01 |Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 5.02.04.2.01.0004 |Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah ~ |Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 136 138
Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04 |PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01 |Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 5.02.04.2.01.0005 |Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04 [PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01 |Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 5.02.04.2.01.0006 dan P Basis Data Pajak Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 24 24
Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04 |PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01 |Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 5.02.04.2.01.0007  |Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan |Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2722 3072
(PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan  |Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
(BPHTB) Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04 [PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01 |Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 5.02.04.2.01.0008 |Penetapan Wajib Pajak Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 180 180
Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04 |PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01 |Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 5.02.04.2.01.0009 |Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12514 23883

Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
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5.02.0.00.0.00.02.0000 [BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04 [PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01 |Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 5.02.04.2.01.0010 |Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 13750 14150
Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04 [PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01 |Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 5.02.04.2.01.0011 |Penagihan Pajak Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
5.02.0.00.0.00.02.0000 [BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04 [PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01 |Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 5.02.04.2.01.0012 [Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04 [PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01 |Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 5.02.04.2.01.0013 dan Pajak Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
5.02.0.00.0.00.02.0000 [BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04 [PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01 |Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 5.02.04.2.01.0014 dan Pajak Daerah dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
Retribusi Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04 [PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01 |Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 5.02.04.2.01.0015 |Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
5.02.0.00.0.00.02.0000 [BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 5.02.01.2.01.0001 |Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.01 |Per Pe dan Evaluasi Kinerja Perangkat 5.02.01.2.01.0002 |Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
5.02.0.00.0.00.02.0000 [BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 5.02.01.2.01.0003 [Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 5.02.01.2.01.0004 |Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
5.02.0.00.0.00.02.0000 [BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 5.02.01.2.01.0005  |Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 5.02.01.2.01.0006 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 8 8
KABUPATEN/KOTA Daerah Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
5.02.0.00.0.00.02.0000 [BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 5.02.01.2.01.0007 |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 6 6
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 5.02.01.2.01.0008 |Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
5.02.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 5.02.01.2.01.0009 Data Statistik Sektoral Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.02.01.2.02.0001 |[Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 50 200
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
5.02.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.02.01.2.02.0004 |Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 17 17
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.02.01.2.02.0005 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
5.02.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.02.01.2.02.000: Koordinasi dan Laporan Keuangan Bulanan/ Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 18 18
KABUPATEN/KOTA Triwulanan/ Semesteran SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.03 |Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.02.01.2.03.0001 |Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 60 60
KABUPATEN/KOTA SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
5.02.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.03 |Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.02.01.2.03.0005 i dan Laporan Barang Milik Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 25 25
KABUPATEN/KOTA pada SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.03 |Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.02.01.2.03.0006 |Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 65 65
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.05 |Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.02.01.2.05.0002 |Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.05 |Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.02.01.2.05.0009 |Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 8 8
KABUPATEN/KOTA Fungsi Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.02.01.2.06.0001 |Penyediaan Komponen Instalasi Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 3 3
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.02.01.2.06.0002 Peralatan dan Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.02.01.2.06.0005 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4

KABUPATEN/KOTA

Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
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5.02.0.00.0.00.02.0000 [BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.02.01.2.06.0006 |Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA undangan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.02.01.2.06.0009 Rapat inasi dan i SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
5.02.0.00.0.00.02.0000 [BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.02.01.2.06.0010 |Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 5.02.01.2.07.0002 8 Dinas O atau Lapangan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 3 3
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
5.02.0.00.0.00.02.0000 [BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 5.02.01.2.07.0006 |Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 20 20
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 5.02.01.2.07.0010 |Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 13 13
KABUPATEN/KOTA Daerah Bangunan Lainnya Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
5.02.0.00.0.00.02.0000 [BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.02.01.2.08.0001 |Penyediaan Jasa Surat Menyurat Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.08 Jasa jang Urusan Pemerintahan Daerah 5.02.01.2.08.0002 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
5.02.0.00.0.00.02.0000 [BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.02.01.2.08.0003 |Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.08 Jasa jang Urusan Daerah 5.02.01.2.08.0004 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
5.02.0.00.0.00.02.0000 [BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 5.02.01.2.09.0001 Jasa i , Biaya dan Pajak |Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 38 38
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  |Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 5.02.01.2.09.0002 Jasa i Biaya Pajak dan |Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 15 15
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
5.02.0.00.0.00.02.0000 [BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 5.02.01.2.09.0006 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.02.0.00.0.00.02.0000 |BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.02.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 5.02.01.2.09.0009 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Lainnya Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
5.03.5.04.0.00.01.0000 |BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 5.03.02 |PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5.03.02.2.01 |Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 5.03.02.2.01.0002 |Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
SUMBER DAYA MANUSIA untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.03.5.04.0.00.01.0000 |BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 5.03.02 |PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5.03.02.2.01 dan Informasi Kepegawaian ASN 5.03.02.2.01.0003 |Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 2
SUMBER DAYA MANUSIA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
5.03.5.04.0.00.01.0000 |BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 5.03.02 |PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5.03.02.2.01 |Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 5.03.02.2.01.0004 |Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 2
SUMBER DAYA MANUSIA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.03.5.04.0.00.01.0000 |BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 5.03.02 |PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5.03.02.2.01 dan Informasi Kepegawaian ASN 5.03.02.2.01.0006 |Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
SUMBER DAYA MANUSIA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Pemberhentian Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
5.03.5.04.0.00.01.0000 |BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 5.03.02 |PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5.03.02.2.01 |Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 5.03.02.2.01.0008 |Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 4
SUMBER DAYA MANUSIA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.03.5.04.0.00.01.0000 |BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 5.03.02 |PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5.03.02.2.01 dan Informasi Kepegawaian ASN 5.03.02.2.01.0011 [Pengelolaan Data Kepegawaian Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 3
SUMBER DAYA MANUSIA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
5.03.5.04.0.00.01.0000 |BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 5.03.02 |PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5.03.02.2.01 |Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 5.03.02.2.01.0012 |Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
SUMBER DAYA MANUSIA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.03.5.04.0.00.01.0000 |BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 5.03.02 [PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5.03.02.2.02 |Mutasi dan Promosi ASN 5.03.02.2.02.0001 |Pengelolaan Mutasi ASN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 15 15
SUMBER DAYA MANUSIA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.03.5.04.0.00.01.0000 |BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 5.03.02 |PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5.03.02.2.02 |Mutasi dan Promosi ASN 5.03.02.2.02.0002 |Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 600 973
SUMBER DAYA MANUSIA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.03.5.04.0.00.01.0000 |BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 5.03.02 [PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5.03.02.2.02 |Mutasi dan Promosi ASN 5.03.02.2.02.0003 |Pengelolaan Promosi ASN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
SUMBER DAYA MANUSIA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.03.5.04.0.00.01.0000 |BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 5.03.02 |PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5.03.02.2.03 |Pengembangan Kompetensi ASN 5.03.02.2.03.0001 |Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 175 180
SUMBER DAYA MANUSIA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.03.5.04.0.00.01.0000 |(BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 5.03.02 [PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5.03.02.2.03 i ASN 5.03.02.2.03.0004 Lanjutan ASN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 100 227
SUMBER DAYA MANUSIA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.03.5.04.0.00.01.0000 |BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 5.03.02 |PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5.03.02.2.04 |Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 5.03.02.2.04.0002 |Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5200 5200

SUMBER DAYA MANUSIA

Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
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5.03.5.04.0.00.01.0000 [BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 5.03.02 [PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5.03.02.2.04 |Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 5.03.02.2.04.0004 |Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 300 245
SUMBER DAYA MANUSIA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.03.5.04.0.00.01.0000 |BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 5.03.02 |PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5.03.02.2.04 |Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 5.03.02.2.04.0007 |Pembinaan Disiplin ASN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 200 200
SUMBER DAYA MANUSIA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
5.03.5.04.0.00.01.0000 [BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 5.03.02 [PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5.03.02.2.04 |Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 5.03.02.2.04.0008 |Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 7
SUMBER DAYA MANUSIA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.03.5.04.0.00.01.0000 |BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 5.03.02 |PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5.03.02.2.04 |Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 5.03.02.2.04.0009 |Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 14
SUMBER DAYA MANUSIA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
5.03.5.04.0.00.01.0000 [BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 5.03.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.03.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 5.03.01.2.01.0001 |Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 0,5
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.03.5.04.0.00.01.0000 |BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 5.03.01 |[PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.03.01.2.01 | Per P dan Evaluasi Kinerja Perangkat 5.03.01.2.01.0006 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN/KOTA Daerah Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
5.03.5.04.0.00.01.0000 [BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 5.03.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.03.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 5.03.01.2.01.0008 |Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN/KOTA Daerah Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 5.03.01 |[PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.03.01.2.01 | Per P dan Evaluasi Kinerja Perangkat 5.03.01.2.01.0009 |Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 73 73
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
5.03.5.04.0.00.01.0000 |BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 5.03.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.03.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.03.01.2.02.0001 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 33 31
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 5.03.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.03.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.03.01.2.02.0007 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN/KOTA Triwulanan/ Semesteran SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
5.03.5.04.0.00.01.0000 |BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 5.03.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.03.01.2.05 |Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.03.01.2.05.0002 |Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 40 40
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 5.03.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.03.01.2.05 |Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.03.01.2.05.0009 |Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 40 40
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN/KOTA Fungsi Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 5.03.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.03.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.03.01.2.06.0001 |Penyediaan Komponen Instalasi Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Narkoba, Judi, dan
5.03.5.04.0.00.01.0000 |BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 5.03.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.03.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.03.01.2.06.0002 iaan Peralatan dan Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 15 12
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 5.03.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.03.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.03.01.2.06.0003 |Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 0
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 5.03.01 |[PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.03.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.03.01.2.06.0004 |Penyediaan Bahan Logistik Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 5.03.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.03.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.03.01.2.06.0005 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 5.03.01 |[PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.03.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.03.01.2.06.0006 |Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1163 1060
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN/KOTA undangan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 5.03.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.03.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.03.01.2.06.0009 Rapat inasi dan i SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 200 174
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 5.03.01 |[PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.03.01.2.08 Jasa jang Urusan Daerah 5.03.01.2.08.0001 |Penyediaan Jasa Surat Menyurat Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 5.03.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.03.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.03.01.2.08.0002 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.03.5.04.0.00.01.0000 |BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 5.03.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.03.01.2.08 Jasa jang Urusan Pemerintahan Daerah 5.03.01.2.08.0004 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.03.5.04.0.00.01.0000 |BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 5.03.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.03.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 5.03.01.2.09.0002 Jasa , Biaya Pajak dan [Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 20 20
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.03.5.04.0.00.01.0000 |BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 5.03.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.03.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 5.03.01.2.09.0006 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 65 65
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.03.5.04.0.00.01.0000 |BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 5.03.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.03.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 5.03.01.2.09.0009 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 3 3
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Lainnya Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
5.03.5.04.0.00.01.0000 |(BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 5.04.02 [PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.01 |Pengembangan Kompetensi Teknis 5.04.02.2.01.0003 i Teknis Umum, | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 87 87
SUMBER DAYA MANUSIA Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, [Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
dan Urusan Pemerintahan Umum
5.03.5.04.0.00.01.0000 [BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 5.04.02 [PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.02 |Sertifikasi, 5.04.02.2.02.0007 i bagi Pimpinan | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 3 3
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Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
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5.03.5.04.0.00.01.0000 [BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 5.04.02 [PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.03 |Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri 5.04.02.2.03.0002 i Pemerintahan | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
SUMBER DAYA MANUSIA Dalam Negeri Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
6.01.0.00.0.00.01.0000 |INSPEKTORAT 6.01.02 |PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 6.01.02.2.01 |Penyelenggaraan Pengawasan Internal 6.01.02.2.01.0001 |Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 8 8
Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
6.01.0.00.0.00.01.0000 |INSPEKTORAT 6.01.02 |PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 6.01.02.2.01 |Penyelenggaraan Pengawasan Internal 6.01.02.2.01.0003 |Reviu Laporan Kinerja Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 8 8
Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
6.01.0.00.0.00.01.0000 |INSPEKTORAT 6.01.02 |PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 6.01.02.2.01 Internal 6.01.02.2.01.0004 |Reviu Laporan Keuangan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 21 21
Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
6.01.0.00.0.00.01.0000 |INSPEKTORAT 6.01.02 |PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 6.01.02.2.01 |Penyelenggaraan Pengawasan Internal 6.01.02.2.01.0005 |Pengawasan Desa Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 60 60
Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
6.01.0.00.0.00.01.0000 |INSPEKTORAT 6.01.02 |PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 6.01.02.2.01 Internal 6.01.02.2.01.0006 |Kerja Sama Pengawasan Internal Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 8
Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
6.01.0.00.0.00.01.0000 |INSPEKTORAT 6.01.02 |PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 6.01.02.2.01 |Penyelenggaraan Pengawasan Internal 6.01.02.2.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK |Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 36 36
RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
6.01.0.00.0.00.01.0000 |INSPEKTORAT 6.01.02 |PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 6.01.02.2.02 dengan Tujuan Tertentu 6.01.02.2.02.0001 |Penanganan Penyelesaian Kerugian Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 3 4
Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Negara/Daerah Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
6.01.0.00.0.00.01.0000 |INSPEKTORAT 6.01.02 |PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 6.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 6.01.02.2.02.0002 |Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 15 20
Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
6.01.0.00.0.00.01.0000 |INSPEKTORAT 6.01.03 |PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN 6.01.03.2.01 |Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan 6.01.03.2.01.0001 |Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 80 80
ASISTENS! Fasilitasi Pengawasan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
6.01.0.00.0.00.01.0000 |INSPEKTORAT 6.01.03 [PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN 6.01.03.2.01 |Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan 6.01.03.2.01.0002 |Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan  |Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 10 10
ASISTENSI Fasilitasi Pengawasan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
6.01.0.00.0.00.01.0000 |INSPEKTORAT 6.01.03 |PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN 6.01.03.2.02 |Pendampingan dan Asistensi 6.01.03.2.02.0002 |Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 3 5
ASISTENSI Birokrasi Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
6.01.0.00.0.00.01.0000 |INSPEKTORAT 6.01.03 [PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN 6.01.03.2.02 |Pendampingan dan Asistensi 6.01.03.2.02.0003 |Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 6 5
ASISTENS! Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
6.01.0.00.0.00.01.0000 |INSPEKTORAT 6.01.03 |PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN 6.01.03.2.02 |Pendampingan dan Asistensi 6.01.03.2.02.0004 |Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas |Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 24 24
ASISTENS! Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
6.01.0.00.0.00.01.0000 |INSPEKTORAT 6.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 6.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 6.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 11 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
6.01.0.00.0.00.01.0000 |INSPEKTORAT 6.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 6.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 6.01.01.2.01.0006 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 9 9
KABUPATEN/KOTA Daerah Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
6.01.0.00.0.00.01.0000 |INSPEKTORAT 6.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 6.01.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.01.01.2.02.0001 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 45 208
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
6.01.0.00.0.00.01.0000 |INSPEKTORAT 6.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 6.01.01.2.05 |Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.01.01.2.05.0009 |Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 60 91
KABUPATEN/KOTA Fungsi Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
6.01.0.00.0.00.01.0000 |INSPEKTORAT 6.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 6.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 6.01.01.2.06.0001 |Penyediaan Komponen Instalasi Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 5
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Narkoba, Judi, dan
6.01.0.00.0.00.01.0000 |INSPEKTORAT 6.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 6.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 6.01.01.2.06.0002 i Peralatan dan Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
6.01.0.00.0.00.01.0000 |INSPEKTORAT 6.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 6.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 6.01.01.2.06.0005 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 9 9
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
6.01.0.00.0.00.01.0000 |INSPEKTORAT 6.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 6.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 6.01.01.2.06.0006 |Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
KABUPATEN/KOTA undangan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
6.01.0.00.0.00.01.0000 |INSPEKTORAT 6.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 6.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 6.01.01.2.06.0009 Rapat dan SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 250 225
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
6.01.0.00.0.00.01.0000 |INSPEKTORAT 6.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 6.01.01.2.08 Jasa jang Urusan Pemerintahan Daerah 6.01.01.2.08.0001 |Penyediaan Jasa Surat Menyurat Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 8 8
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
6.01.0.00.0.00.01.0000 |INSPEKTORAT 6.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 6.01.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.01.01.2.08.0002 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
6.01.0.00.0.00.01.0000 |INSPEKTORAT 6.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 6.01.01.2.08 Jasa jang Urusan Pemerintahan Daerah 6.01.01.2.08.0004 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 13 13
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
6.01.0.00.0.00.01.0000 |INSPEKTORAT 6.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 6.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 6.01.01.2.09.0002 Jasa , Biaya Pajak dan |Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 30 30

KABUPATEN/KOTA

Pemerintahan Daerah

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan




Kode OPD Nama OPD ezt Nama Program ez Nama Kegiatan Kode Sub Kegiatan Nama Sub Kegiatan Prioritas Nasional Target Capaian
Program Kegiatan
6.01.0.00.0.00.01.0000 |INSPEKTORAT 6.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 6.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 6.01.01.2.09.0009 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 4
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Lainnya Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.01.0000 |KECAMATAN TANJUNG 7.01.02 |PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 7.01.02.2.01 |Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 7.01.02.2.01.0001 |Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
PELAYANAN PUBLIK Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal |Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terkait Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.01.0000 (KECAMATAN TANJUNG 7.01.02 [PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 7.01.02.2.02 |Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak 7.01.02.2.02.0003 i y: kepada Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 6 6
PELAYANAN PUBLIK Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Masyarakat di Wilayah Kecamatan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.01.0000 |KECAMATAN TANJUNG 7.01.03 [PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 7.01.03.2.01 |Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7.01.03.2.01.0001 Partisipasi dalam Forum dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 22 22
KELURAHAN Perencanaan Pembangunan di Desa Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Kemiskinan
7.01.0.00.0.00.01.0000 (KECAMATAN TANJUNG 7.01.03 [PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 7.01.03.2.02 |Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.0001 Partisipasi dalam Forum dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 4 4
KELURAHAN Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
7.01.0.00.0.00.01.0000 |KECAMATAN TANJUNG 7.01.03 [PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 7.01.03.2.02 |Kegiatan y 7.01.03.2.02.0002 |Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 28 28
KELURAHAN Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Kemiskinan
7.01.0.00.0.00.01.0000 (KECAMATAN TANJUNG 7.01.03 [PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 7.01.03.2.02 |Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.0003 di dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 9 9
KELURAHAN Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
7.01.0.00.0.00.01.0000 |KECAMATAN TANJUNG 7.01.03 [PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 7.01.03.2.02 |Kegiatan y 7.01.03.2.02.0004 |Evaluasi Kelurahan Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 4 4
KELURAHAN Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Kemiskinan
7.01.0.00.0.00.01.0000 (KECAMATAN TANJUNG 7.01.03 [PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 7.01.03.2.06 y dan Keluarga Tingkat 7.01.03.2.06.0012 dan i Keluarga dalam Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 180 720
KELURAHAN dan Kelurahan Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Berkualitas iskil
7.01.0.00.0.00.01.0000 |KECAMATAN TANJUNG 7.01.04 [PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 7.01.04.2.01 |Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 7.01.04.2.01.0001 |Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 4 4
UmMumMm Ketertiban Umum Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Kecamatan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
7.01.0.00.0.00.01.0000 |KECAMATAN TANJUNG 7.01.05 [PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 7.01.05.2.01 |Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 7.01.05.2.01.0001 |Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 200 400
UMUM Penugasan Kepala Daerah dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia | Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
Tahun
1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal |
7.01.0.00.0.00.01.0000 |KECAMATAN TANJUNG 7.01.05 [PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 7.01.05.2.01 |Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 7.01.05.2.01.0008 Tugas Forum i Pimpinan di Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 8 8
UMUM Penugasan Kepala Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
7.01.0.00.0.00.01.0000 (KECAMATAN TANJUNG 7.01.06 [PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN 7.01.06.2.01 |Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 7.01.06.2.01.0002 |Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 4 4
DESA Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
dan Pemerintahan Desa i
7.01.0.00.0.00.01.0000 |KECAMATAN TANJUNG 7.01.06 [PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN 7.01.06.2.01 |Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 7.01.06.2.01.0003  |Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset|Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 4 4
DESA Desa Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kemiskinan
7.01.0.00.0.00.01.0000 |KECAMATAN TANJUNG 7.01.06 |PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN 7.01.06.2.01 |Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 7.01.06.2.01.0009 |Fasilitasi Si i Perencanaan Daerah dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 4 4
DESA dengan Pembangunan Desa Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
dan Pemerintahan Desa i
7.01.0.00.0.00.01.0000 |KECAMATAN TANJUNG 7.01.06 [PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN 7.01.06.2.01 |Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 7.01.06.2.01.0018 Kawasan di dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 4 4
DESA Wilayah Kecamatan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kemiskinan
7.01.0.00.0.00.01.0000 |KECAMATAN TANJUNG 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0001  |Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 22 22
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.01.0000 |KECAMATAN TANJUNG 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0002  |Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.01.0000 |KECAMATAN TANJUNG 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0003 |Koord i dan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.01.0000 (KECAMATAN TANJUNG 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0004  [Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.01.0000 |KECAMATAN TANJUNG 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0005  |Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.01.0000 (KECAMATAN TANJUNG 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA Daerah Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.01.0000 |KECAMATAN TANJUNG 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0007  |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.01.0000 (KECAMATAN TANJUNG 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0009 |Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.01.0000 |KECAMATAN TANJUNG 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.01.01.2.02.0001 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 55 220
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.01.0000 (KECAMATAN TANJUNG 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.01.01.2.02.0004 |Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12

KABUPATEN/KOTA

Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan




Kode OPD Nama OPD ezt Nama Program ez Nama Kegiatan Kode Sub Kegiatan Nama Sub Kegiatan Prioritas Nasional Target Capaian
Program Kegiatan
7.01.0.00.0.00.01.0000 (KECAMATAN TANJUNG 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.01.01.2.02.0005  |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.01.0000 |KECAMATAN TANJUNG 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.01.01.2.02.0007 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 25 25
KABUPATEN/KOTA Triwulanan/ Semesteran SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.01.0000 (KECAMATAN TANJUNG 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.03 |Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.01.01.2.03.0001 |Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.01.0000 |KECAMATAN TANJUNG 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.03 |Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.01.01.2.03.0005 |Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA pada SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
7.01.0.00.0.00.01.0000 (KECAMATAN TANJUNG 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.05 |Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7.01.01.2.05.0002 |Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.01.0000 |KECAMATAN TANJUNG 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0001 |Penyediaan Komponen Instalasi Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.01.0000 (KECAMATAN TANJUNG 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0002 i Peralatan dan Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.01.0000 |KECAMATAN TANJUNG 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0003 |Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 7 7
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.01.0000 (KECAMATAN TANJUNG 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0005 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.01.0000 |KECAMATAN TANJUNG 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0006 |Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 3 3
KABUPATEN/KOTA undangan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
7.01.0.00.0.00.01.0000 (KECAMATAN TANJUNG 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0009 Rapat inasi dan i SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 250 450
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.01.0000 |KECAMATAN TANJUNG 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0010 |Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
7.01.0.00.0.00.01.0000 (KECAMATAN TANJUNG 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 7.01.01.2.07.0005 |Pengadaan Mebel Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 10 10
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.01.0000 |KECAMATAN TANJUNG 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 7.01.01.2.07.0006 |Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 30 30
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
7.01.0.00.0.00.01.0000 |KECAMATAN TANJUNG 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.01.01.2.08.0002 Jasa ikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.01.0000 |KECAMATAN TANJUNG 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.08 Jasa jang Urusan Daerah 7.01.01.2.08.0004 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.01.0000 |KECAMATAN TANJUNG 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 7.01.01.2.09.0001 Jasa i , Biaya dan Pajak |Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 18 72
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  |Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.01.0000 |KECAMATAN TANJUNG 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 7.01.01.2.09.0006 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 50 50
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.01.0000 |KECAMATAN TANJUNG 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 7.01.01.2.09.0009 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 3 3
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Lainnya Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.01.0000 |KECAMATAN TANJUNG 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 7.01.01.2.09.0010 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 3 3
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Kantor atau Bangunan Lainnya Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.02.0000 |KECAMATAN MURUNG PUDAK 7.01.02 |PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 7.01.02.2.01 |Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 7.01.02.2.01.0001 |Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
PELAYANAN PUBLIK Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal |Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Pemerintahan di Tingkat Terkait Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.02.0000 |KECAMATAN MURUNG PUDAK 7.01.02 |PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 7.01.02.2.01 |Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 7.01.02.2.01.0002 Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 6 6
PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Pemerintahan di Tingkat Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.02.0000 |KECAMATAN MURUNG PUDAK 7.01.02 |PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 7.01.02.2.02 |Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak 7.01.02.2.02.0003 Efektifitas y kepada Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 6 6
PELAYANAN PUBLIK Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Masyarakat di Wilayah Kecamatan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.02.0000 |KECAMATAN MURUNG PUDAK 7.01.02 |PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 7.01.02.2.04 |Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada 7.01.02.2.04.0001 |Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2500 2500
PELAYANAN PUBLIK Camat Pelayanan Perizinan Non Usaha Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.02.0000 |KECAMATAN MURUNG PUDAK 7.01.03 |PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 7.01.03.2.01 |Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7.01.03.2.01.0003  |Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di |Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 6 6
KELURAHAN Wilayah Kecamatan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
7.01.0.00.0.00.02.0000 (KECAMATAN MURUNG PUDAK 7.01.03 |PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 7.01.03.2.02 |Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.0002 |Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 28 28
KELURAHAN Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Kemiskinan
7.01.0.00.0.00.02.0000 |KECAMATAN MURUNG PUDAK 7.01.03 |PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 7.01.03.2.02 |Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.0003 di Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 9 9

KELURAHAN

Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Kemiskinan




Kode OPD Nama OPD ezt Nama Program ez Nama Kegiatan Kode Sub Kegiatan Nama Sub Kegiatan Prioritas Nasional Target Capaian
Program Kegiatan
7.01.0.00.0.00.02.0000 [KECAMATAN MURUNG PUDAK 7.01.03 |PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 7.01.03.2.02 |Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.0004 |Evaluasi Kelurahan Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 4 4
KELURAHAN Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
7.01.0.00.0.00.02.0000 |KECAMATAN MURUNG PUDAK 7.01.03 [PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 7.01.03.2.06 y dan it Keluarga Tingkat 7.01.03.2.06.0012 dan i Keluarga dalam Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 180 720
KELURAHAN dan Kelurahan Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Berkualitas Kemiskinan
7.01.0.00.0.00.02.0000 (KECAMATAN MURUNG PUDAK 7.01.04 [PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 7.01.04.2.01 |Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 7.01.04.2,01.0001 |Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 4 4
umum Ketertiban Umum Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Kecamatan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
7.01.0.00.0.00.02.0000 (KECAMATAN MURUNG PUDAK 7.01.05 [PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 7.01.05.2.01 |Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 7.01.05.2.01.0001 Wawasan dan Nasional Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 200 400
UMUM Penugasan Kepala Daerah dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia [Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
Tahun
1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal |
7.01.0.00.0.00.02.0000 (KECAMATAN MURUNG PUDAK 7.01.05 [PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 7.01.05.2.01 |Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 7.01.05.2.01.0008 Tugas Forum i Pimpinan di Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 8 8
UMUM Penugasan Kepala Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.02.0000 |KECAMATAN MURUNG PUDAK 7.01.06 |PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN 7.01.06.2.01 |Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 7.01.06.2.01.0002 |Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 4 4
DESA Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kemiskinan
7.01.0.00.0.00.02.0000 (KECAMATAN MURUNG PUDAK 7.01.06 [PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN | 7.01.06.2.01 |Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 7.01.06.2.01.0003 |Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 4 4
DESA Desa Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
dan Pemerintahan Desa iskil
7.01.0.00.0.00.02.0000 |KECAMATAN MURUNG PUDAK 7.01.06 |PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN 7.01.06.2.01 |Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 7.01.06.2.01.0009 |Fasilitasi Si i Perencanaan Daerah dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 4 4
DESA dengan Pembangunan Desa Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kemiskinan
7.01.0.00.0.00.02.0000 |KECAMATAN MURUNG PUDAK 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0001 |Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 22 22
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.02.0000 |KECAMATAN MURUNG PUDAK 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0006 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA Daerah Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
7.01.0.00.0.00.02.0000 |KECAMATAN MURUNG PUDAK 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0007 |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.02.0000 |KECAMATAN MURUNG PUDAK 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0009 |Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
7.01.0.00.0.00.02.0000 |KECAMATAN MURUNG PUDAK 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.01.01.2.02.0001 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 55 220
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.02.0000 |KECAMATAN MURUNG PUDAK 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.01.01.2.02.0005 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.02.0000 |KECAMATAN MURUNG PUDAK 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.01.01.2.02.000: Koordinasi dan Laporan Keuangan Bulanan/ Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 25 25
KABUPATEN/KOTA Triwulanan/ Semesteran SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.02.0000 |KECAMATAN MURUNG PUDAK 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.03 |Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.01.01.2.03.0001 |Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.02.0000 |KECAMATAN MURUNG PUDAK 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0001 |Penyediaan Komponen Instalasi Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.02.0000 |KECAMATAN MURUNG PUDAK 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0002 Peralatan dan Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.02.0000 |KECAMATAN MURUNG PUDAK 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0005 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.02.0000 |KECAMATAN MURUNG PUDAK 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0006 |Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 3 3
KABUPATEN/KOTA undangan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.02.0000 |KECAMATAN MURUNG PUDAK 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0009 Rapat dan SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 250 450
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.02.0000 |KECAMATAN MURUNG PUDAK 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 7.01.01.2.07.0005 |Pengadaan Mebel Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 10 10
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.02.0000 |KECAMATAN MURUNG PUDAK 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 7.01.01.2.07.0006 |Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 30 30
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.02.0000 (KECAMATAN MURUNG PUDAK 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 7.01.01.2.07.0010 |Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 8 8
KABUPATEN/KOTA Daerah Bangunan Lainnya Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.02.0000 |KECAMATAN MURUNG PUDAK 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah [ 7.01.01.2.07.0011 [Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor |Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 6 24
KABUPATEN/KOTA Daerah atau Bangunan Lainnya Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.02.0000 (KECAMATAN MURUNG PUDAK 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.08 Jasa jang Urusan Pemerintahan Daerah 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12

KABUPATEN/KOTA

Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan




Kode OPD Nama OPD ezt Nama Program ez Nama Kegiatan Kode Sub Kegiatan Nama Sub Kegiatan Prioritas Nasional Target Capaian
Program Kegiatan
7.01.0.00.0.00.02.0000 [KECAMATAN MURUNG PUDAK 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.01.01.2.08.0004 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.02.0000 |KECAMATAN MURUNG PUDAK 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 7.01.01.2.09.0001 Jasa i , Biaya dan Pajak |Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 18 72
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.02.0000 (KECAMATAN MURUNG PUDAK 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 7.01.01.2.09.0006 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 50 50
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.02.0000 |KECAMATAN MURUNG PUDAK 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 7.01.01.2.09.0009 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 3 3
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Lainnya Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
7.01.0.00.0.00.02.0000 (KECAMATAN MURUNG PUDAK 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 7.01.01.2.09.0010 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 3 3
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Kantor atau Bangunan Lainnya Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.03.0000 |KECAMATAN TANTA 7.01.02 [PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 7.01.02.2.01 |Koordinasi Kegiatan 7.01.02.2.01.0001  |Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
PELAYANAN PUBLIK Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal |Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terkait Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.03.0000 (KECAMATAN TANTA 7.01.03 [PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 7.01.03.2.01 |Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7.01.03.2.01.0003 |Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan di dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 6 6
KELURAHAN Wilayah Kecamatan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
7.01.0.00.0.00.03.0000 |KECAMATAN TANTA 7.01.03 [PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 7.01.03.2.06 y dan ji Keluarga Tingkat 7.01.03.2.06.0012 dan i Keluarga dalam Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 180 720
KELURAHAN dan Kelurahan Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Berkualitas Kemiskinan
7.01.0.00.0.00.03.0000 (KECAMATAN TANTA 7.01.04 [PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 7.01.04.2.01 |Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 7.01.04.2.01.0001 |Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 4 4
umum Ketertiban Umum Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Kecamatan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
7.01.0.00.0.00.03.0000 (KECAMATAN TANTA 7.01.04 [PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 7.01.04.2.01 |Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 7.01.04.2,01.0002  [Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 12 12
UMUM Ketertiban Umum Masyarakat Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
7.01.0.00.0.00.03.0000 (KECAMATAN TANTA 7.01.05 [PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 7.01.05.2.01 |Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 7.01.05.2.01.0001 Wawasan dan Nasional Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 200 400
UMUM Penugasan Kepala Daerah dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia [Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
Tahun
1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal |
7.01.0.00.0.00.03.0000 (KECAMATAN TANTA 7.01.06 [PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN 7.01.06.2.01 |Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 7.01.06.2.01.0002 |Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 4 4
DESA Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
dan Pemerintahan Desa iskil
7.01.0.00.0.00.03.0000 |KECAMATAN TANTA 7.01.06 [PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN 7.01.06.2.01 |Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 7.01.06.2.01.0009 |Fasilitasi Si i Perencanaan Daerah dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 4 4
DESA dengan Pembangunan Desa Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kemiskinan
7.01.0.00.0.00.03.0000 |KECAMATAN TANTA 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0001  |Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 22 22
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.03.0000 |KECAMATAN TANTA 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0006 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA Daerah Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.03.0000 |KECAMATAN TANTA 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0007  |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.03.0000 |KECAMATAN TANTA 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0009 |Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.03.0000 |KECAMATAN TANTA 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.01.01.2.02.0001 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 55 220
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.03.0000 |KECAMATAN TANTA 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.01.01.2.02.0005 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.03.0000 |KECAMATAN TANTA 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.01.01.2.02.0007 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 25 25
KABUPATEN/KOTA Triwulanan/ Semesteran SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.03.0000 |KECAMATAN TANTA 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0001 |Penyediaan Komponen Instalasi Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Listrik, Bangunan Kantor Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.03.0000 |KECAMATAN TANTA 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0002 Peralatan dan Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN TANTA 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0003 |Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 7 7
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.03.0000 |KECAMATAN TANTA 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0005 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.03.0000 |KECAMATAN TANTA 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0006 |Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 3 3
KABUPATEN/KOTA undangan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.03.0000 |KECAMATAN TANTA 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0009 Rapat inasi dan i SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 250 450

KABUPATEN/KOTA

Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan




Kode OPD Nama OPD ezt Nama Program ez Nama Kegiatan Kode Sub Kegiatan Nama Sub Kegiatan Prioritas Nasional Target Capaian
Program Kegiatan
7.01.0.00.0.00.03.0000 (KECAMATAN TANTA 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 7.01.01.2.07.0005 |Pengadaan Mebel Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 10 10
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.03.0000 |KECAMATAN TANTA 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 7.01.01.2.07.0006 |Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 30 30
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.03.0000 (KECAMATAN TANTA 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 7.01.01.2.07.0010 |Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 8 8
KABUPATEN/KOTA Daerah Bangunan Lainnya Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.03.0000 |KECAMATAN TANTA 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.08 Jasa jang Urusan Pemerintahan Daerah 7.01.01.2.08.0002 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
7.01.0.00.0.00.03.0000 (KECAMATAN TANTA 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.01.01.2.08.0004 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.03.0000 |KECAMATAN TANTA 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 7.01.01.2.09.0001 Jasa i Biaya dan Pajak |Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 18 72
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.03.0000 (KECAMATAN TANTA 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 7.01.01.2.09.0006 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 50 50
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.03.0000 |KECAMATAN TANTA 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 7.01.01.2.09.0009 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 3 3
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Lainnya Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.04.0000 [KECAMATAN MUARA HARUS 7.01.02 [PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 7.01.02.2.01 |Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 7.01.02.2.01.0001 |Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
PELAYANAN PUBLIK Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal |Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terkait Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.04.0000 |KECAMATAN MUARA HARUS 7.01.02 [PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 7.01.02.2.01 |Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 7.01.02.2.01.0002  |Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 6 6
PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
7.01.0.00.0.00.04.0000 [KECAMATAN MUARA HARUS 7.01.03 [PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 7.01.03.2.01 |Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7.01.03.2.01.0001 Partisipasi dalam Forum dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 22 22
KELURAHAN Perencanaan Pembangunan di Desa Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
7.01.0.00.0.00.04.0000 |KECAMATAN MUARA HARUS 7.01.03 [PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 7.01.03.2.06 y dan j Keluarga Tingkat 7.01.03.2.06.0012 dan i Keluarga dalam Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 180 720
KELURAHAN dan Kelurahan Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Berkualitas Kemiskinan
7.01.0.00.0.00.04.0000 [KECAMATAN MUARA HARUS 7.01.04 [PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 7.01.04.2.01 |Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 7.01.04.2.01.0001 |Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 4 4
umum Ketertiban Umum Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Kecamatan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
7.01.0.00.0.00.04.0000 [KECAMATAN MUARA HARUS 7.01.05 [PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 7.01.05.2.01 |Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 7.01.05.2.01.0001 Wawasan dan Nasional Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 200 400
UMUM Penugasan Kepala Daerah dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia [Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
Tahun
1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal |
7.01.0.00.0.00.04.0000 |KECAMATAN MUARA HARUS 7.01.05 |PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 7.01.05.2.01 |Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 7.01.05.2.01.0008 Tugas Forum inasi Pimpinan di Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 8 8
UMUM Penugasan Kepala Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.04.0000 |KECAMATAN MUARA HARUS 7.01.06 [PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN 7.01.06.2.01 |Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 7.01.06.2.01.0002 |Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 4 4
DESA Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kemiskinan
7.01.0.00.0.00.04.0000 |KECAMATAN MUARA HARUS 7.01.06 |PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN 7.01.06.2.01 |Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 7.01.06.2.01.0009 |Fasilitasi Si i Perencanaan Daerah dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 4 4
DESA dengan Pembangunan Desa Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
dan Pemerintahan Desa i
7.01.0.00.0.00.04.0000 |KECAMATAN MUARA HARUS 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0001 |Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 22 22
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.04.0000 |KECAMATAN MUARA HARUS 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0002 |Koord i dan Dokumen RKA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.04.0000 (KECAMATAN MUARA HARUS 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.04.0000 |KECAMATAN MUARA HARUS 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0004  [Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.04.0000 [KECAMATAN MUARA HARUS 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0005 |Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.04.0000 |KECAMATAN MUARA HARUS 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0006 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA Daerah Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.04.0000 (KECAMATAN MUARA HARUS 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0007 |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.04.0000 |KECAMATAN MUARA HARUS 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0009  |Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.04.0000 (KECAMATAN MUARA HARUS 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.01.01.2.02.0001 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 55 220

KABUPATEN/KOTA

Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan




Kode OPD Nama OPD ezt Nama Program ez Nama Kegiatan Kode Sub Kegiatan Nama Sub Kegiatan Prioritas Nasional Target Capaian
Program Kegiatan
7.01.0.00.0.00.04.0000 [KECAMATAN MUARA HARUS 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.01.01.2.02.0005  |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.04.0000 |KECAMATAN MUARA HARUS 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.01.01.2.02.0007 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 25 25
KABUPATEN/KOTA Triwulanan/ Semesteran SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.04.0000 [KECAMATAN MUARA HARUS 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.03 |Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.01.01.2.03.0001 |Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.04.0000 |KECAMATAN MUARA HARUS 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.05 Perangkat Daerah 7.01.01.2.05.0002 |Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
7.01.0.00.0.00.04.0000 [KECAMATAN MUARA HARUS 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0001 |Penyediaan Komponen Instalasi Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Listriky Bangunan Kantor Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.04.0000 |KECAMATAN MUARA HARUS 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0002 Peralatan dan Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.04.0000 [KECAMATAN MUARA HARUS 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0003 |Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 7 7
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.04.0000 |KECAMATAN MUARA HARUS 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0005 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.04.0000 [KECAMATAN MUARA HARUS 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0006 |Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 3 3
KABUPATEN/KOTA undangan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.04.0000 |KECAMATAN MUARA HARUS 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0009 Rapat inasi dan i SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 250 450
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
7.01.0.00.0.00.04.0000 [KECAMATAN MUARA HARUS 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 7.01.01.2.07.0005 |Pengadaan Mebel Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 10 10
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.04.0000 |KECAMATAN MUARA HARUS 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 7.01.01.2.07.0006 |Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 30 30
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
7.01.0.00.0.00.04.0000 [KECAMATAN MUARA HARUS 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.01.01.2.08.0002 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.04.0000 |KECAMATAN MUARA HARUS 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.08 Jasa jang Urusan Daerah 7.01.01.2.08.0004 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
7.01.0.00.0.00.04.0000 |KECAMATAN MUARA HARUS 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 7.01.01.2.09.0001 Jasa i , Biaya dan Pajak |Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 18 72
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.04.0000 |KECAMATAN MUARA HARUS 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 7.01.01.2.09.0006 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 50 50
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.04.0000 |KECAMATAN MUARA HARUS 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 7.01.01.2.09.0009 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 3 3
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Lainnya Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.05.0000 |KECAMATAN BANUA LAWAS 7.01.02 [PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 7.01.02.2.01 |Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 7.01.02.2.01.0001 gi P dan Kegiatan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
PELAYANAN PUBLIK Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal |Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terkait Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.05.0000 |KECAMATAN BANUA LAWAS 7.01.02 |PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 7.01.02.2.02 |Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak 7.01.02.2.02.0003 i y kepada Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 6 6
PELAYANAN PUBLIK Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Masyarakat di Wilayah Kecamatan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.05.0000 |KECAMATAN BANUA LAWAS 7.01.03 [PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 7.01.03.2.01 |Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7.01.03.2.01.0003 Kegiatan \Z di dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 6 6
KELURAHAN Wilayah Kecamatan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Kemiskinan
7.01.0.00.0.00.05.0000 |KECAMATAN BANUA LAWAS 7.01.03 |PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 7.01.03.2.06 y dan Keluarga Tingkat 7.01.03.2.06.0012 dan i Keluarga dalam Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 180 720
KELURAHAN dan Kelurahan Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Berkualitas
7.01.0.00.0.00.05.0000 |KECAMATAN BANUA LAWAS 7.01.04 |PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 7.01.04.2.01 |Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 7.01.04.2.01.0001 |Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 4 4
umum Ketertiban Umum Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Kecamatan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
7.01.0.00.0.00.05.0000 |KECAMATAN BANUA LAWAS 7.01.05 |PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 7.01.05.2.01 |Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 7.01.05.2.01.0001 Wawasan dan Nasional Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 200 400
UMUM Penugasan Kepala Daerah dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia [Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
Tahun
1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal |
7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN BANUA LAWAS 7.01.05 |PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 7.01.05.2.01 |Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 7.01.05.2.01.0008 Tugas Forum i Pimpinan di Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 8 8
UMUM Penugasan Kepala Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.05.0000 |KECAMATAN BANUA LAWAS 7.01.06 |PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN 7.01.06.2.01 |Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 7.01.06.2.01.0002  |Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 4 4
DESA Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
dan Pemerintahan Desa
7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN BANUA LAWAS 7.01.06 |PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN | 7.01.06.2.01 |Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 7.01.06.2.01.0009 |Fasilitasi Sit i Perencanaan Daerah dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 4 4

DESA

dan Pemerintahan Desa

dengan Pembangunan Desa

Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
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Program Kegiatan
7.01.0.00.0.00.05.0000 (KECAMATAN BANUA LAWAS 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0001  |Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 22 22
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.05.0000 |KECAMATAN BANUA LAWAS 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0002  |Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN BANUA LAWAS 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0003  [Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.05.0000 |KECAMATAN BANUA LAWAS 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Pere Pe dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0004 |Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN BANUA LAWAS 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0005  |Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.05.0000 |KECAMATAN BANUA LAWAS 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Pere Pe dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0006 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA Daerah Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN BANUA LAWAS 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0007  |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.05.0000 |KECAMATAN BANUA LAWAS 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Pere Pe dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0009 |Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.05.0000 (KECAMATAN BANUA LAWAS 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.01.01.2.02.0001 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 55 220
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.05.0000 |KECAMATAN BANUA LAWAS 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.01.01.2.02.0005 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN BANUA LAWAS 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.01.01.2.02.0007 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 25 25
KABUPATEN/KOTA Triwulanan/ Semesteran SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.05.0000 |KECAMATAN BANUA LAWAS 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0001 |Penyediaan Komponen Instalasi Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
7.01.0.00.0.00.05.0000 (KECAMATAN BANUA LAWAS 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0002 i Peralatan dan Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.05.0000 |KECAMATAN BANUA LAWAS 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0005 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
7.01.0.00.0.00.05.0000 |KECAMATAN BANUA LAWAS 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0006 |Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 3 3
KABUPATEN/KOTA undangan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.05.0000 |KECAMATAN BANUA LAWAS 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0009 Rapat inasi dan i SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 250 450
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.05.0000 |KECAMATAN BANUA LAWAS 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 7.01.01.2.07.0005 |Pengadaan Mebel Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 10 10
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.05.0000 |KECAMATAN BANUA LAWAS 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 7.01.01.2.07.0006 |Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 30 30
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.05.0000 |KECAMATAN BANUA LAWAS 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.01.01.2.08.0002 Jasa ikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.05.0000 |KECAMATAN BANUA LAWAS 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.08 Jasa jang Urusan Daerah 7.01.01.2.08.0004 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.05.0000 |KECAMATAN BANUA LAWAS 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 7.01.01.2.09.0001 Jasa i , Biaya dan Pajak |Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 18 72
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.05.0000 |KECAMATAN BANUA LAWAS 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 7.01.01.2.09.0006 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 50 50
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.05.0000 |KECAMATAN BANUA LAWAS 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 7.01.01.2.09.0010 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 3 3
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Kantor atau Bangunan Lainnya Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN KELUA 7.01.02 |PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 7.01.02.2.01 |Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 7.01.02.2.01.0001 inergi dan Kegiatan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
PELAYANAN PUBLIK Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal |Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Pemerintahan di Tingkat Terkait Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.06.0000 |KECAMATAN KELUA 7.01.02 |PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 7.01.02.2.02 |Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak 7.01.02.2.02.0003 Efektifitas y kepada Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 6 6
PELAYANAN PUBLIK Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Masyarakat di Wilayah Kecamatan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN KELUA 7.01.03 |PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 7.01.03.2.01 |Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7.01.03.2.01.0003 |Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di |Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 6 6
KELURAHAN Wilayah Kecamatan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Kemiskinan
7.01.0.00.0.00.06.0000 |KECAMATAN KELUA 7.01.03 |PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 7.01.03.2.02 |Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.0002 [Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 28 28

KELURAHAN

Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Kemiskinan




Kode OPD Nama OPD ezt Nama Program ez Nama Kegiatan Kode Sub Kegiatan Nama Sub Kegiatan Prioritas Nasional Target Capaian
Program Kegiatan
7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN KELUA 7.01.03 |PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 7.01.03.2.02 |Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.0003 Masyarakat di Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 9 9
KELURAHAN Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
7.01.0.00.0.00.06.0000 |KECAMATAN KELUA 7.01.04 [PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 7.01.04.2.01 |Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 7.01.04.2.01.0002 |Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 12 12
UMUM Ketertiban Umum Masyarakat Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
7.01.0.00.0.00.06.0000 |KECAMATAN KELUA 7.01.05 |PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 7.01.05.2.01 |Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 7.01.05.2.01.0001 |Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 200 400
UMuM Penugasan Kepala Daerah dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia | Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
Tahun
1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal |
7.01.0.00.0.00.06.0000 |KECAMATAN KELUA 7.01.05 |PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 7.01.05.2.01 |Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 7.01.05.2.01.0008 Tugas Forum i Pimpinan di Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 8 8
UMuM Penugasan Kepala Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.06.0000 (KECAMATAN KELUA 7.01.06 [PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN | 7.01.06.2.01 |Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 7.01.06.2.01.0002 |Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 4 4
DESA Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
dan Pemerintahan Desa iskil
7.01.0.00.0.00.06.0000 |KECAMATAN KELUA 7.01.06 |PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN 7.01.06.2.01 |Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 7.01.06.2.01.0009 |Fasilitasi Si i Perencanaan Daerah dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 4 4
DESA dengan Pembangunan Desa Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kemiskinan
7.01.0.00.0.00.06.0000 (KECAMATAN KELUA 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0001 |Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 22 22
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.06.0000 |KECAMATAN KELUA 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0002 |Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
7.01.0.00.0.00.06.0000 |KECAMATAN KELUA 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0003 |Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.06.0000 |KECAMATAN KELUA 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0004 |Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
7.01.0.00.0.00.06.0000 |KECAMATAN KELUA 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0005 |Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.06.0000 |KECAMATAN KELUA 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0006 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA Daerah Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
7.01.0.00.0.00.06.0000 |KECAMATAN KELUA 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0007 |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.06.0000 |KECAMATAN KELUA 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0008 |Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Daerah Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.06.0000 |KECAMATAN KELUA 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0009 Data Statistik Sektoral Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.06.0000 |KECAMATAN KELUA 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.01.01.2.02.0001 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 55 220
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.06.0000 |KECAMATAN KELUA 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.01.01.2.02.0005 |Koordinasi dan Laporan Keuangan Akhir Tahun Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.06.0000 |KECAMATAN KELUA 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.01.01.2.02.0007 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 25 25
KABUPATEN/KOTA Triwulanan/ Semesteran SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.06.0000 |KECAMATAN KELUA 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0001 |Penyediaan Komponen Instalasi Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN KELUA 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0002 Peralatan dan Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.06.0000 |KECAMATAN KELUA 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0003 |Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 7 7
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN KELUA 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0005 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.06.0000 |KECAMATAN KELUA 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0006 |Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 3 3
KABUPATEN/KOTA undangan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN KELUA 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0009 Rapat inasi dan SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 250 450
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.06.0000 |KECAMATAN KELUA 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 7.01.01.2.07.0005 [Pengadaan Mebel Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 10 10
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN KELUA 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 7.01.01.2.07.0006 |Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 30 30

KABUPATEN/KOTA

Daerah

Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan




Kode OPD Nama OPD ezt Nama Program ez Nama Kegiatan Kode Sub Kegiatan Nama Sub Kegiatan Prioritas Nasional Target Capaian
Program Kegiatan
7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN KELUA 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.01.01.2.08.0002 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.06.0000 |KECAMATAN KELUA 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.01.01.2.08.0004 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.06.0000 (KECAMATAN KELUA 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 7.01.01.2.09.0001 Jasa i Biaya dan Pajak |Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 18 72
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ~ |Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.06.0000 |KECAMATAN KELUA 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 7.01.01.2.09.0006 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 50 50
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
7.01.0.00.0.00.06.0000 (KECAMATAN KELUA 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 7.01.01.2.09.0010 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 3 3
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Kantor atau Bangunan Lainnya Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.07.0000 |KECAMATAN PUGAAN 7.01.02 [PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 7.01.02.2.01 |Koordinasi Kegiatan 7.01.02.2.01.0001  |Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
PELAYANAN PUBLIK Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal |Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terkait Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.07.0000 (KECAMATAN PUGAAN 7.01.02 [PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 7.01.02.2.01 |Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 7.01.02.2.01.0002  |Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 6 6
PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.07.0000 |KECAMATAN PUGAAN 7.01.03 [PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 7.01.03.2.01 |Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7.01.03.2.01.0003  |Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di |Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 6 6
KELURAHAN Wilayah Kecamatan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Kemiskinan
7.01.0.00.0.00.07.0000 (KECAMATAN PUGAAN 7.01.03 [PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 7.01.03.2.06 y dan Keluarga Tingkat 7.01.03.2.06.0012 dan i Keluarga dalam Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 180 720
KELURAHAN dan Kelurahan Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Berkualitas iskil
7.01.0.00.0.00.07.0000 |KECAMATAN PUGAAN 7.01.04 [PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 7.01.04.2.01 |Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 7.01.04.2.01.0001 |Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 4 4
UmMumMm Ketertiban Umum Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Kecamatan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
7.01.0.00.0.00.07.0000 |KECAMATAN PUGAAN 7.01.05 [PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 7.01.05.2.01 |Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 7.01.05.2.01.0001 |Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 200 400
UMUM Penugasan Kepala Daerah dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia | Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
Tahun
1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal |
7.01.0.00.0.00.07.0000 |KECAMATAN PUGAAN 7.01.05 [PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 7.01.05.2.01 |Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 7.01.05.2.01.0008 Tugas Forum i Pimpinan di Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 8 8
UMUM Penugasan Kepala Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
7.01.0.00.0.00.07.0000 (KECAMATAN PUGAAN 7.01.06 [PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN 7.01.06.2.01 |Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 7.01.06.2.01.0002 |Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 4 4
DESA Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
dan Pemerintahan Desa i
7.01.0.00.0.00.07.0000 |KECAMATAN PUGAAN 7.01.06 [PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN 7.01.06.2.01 |Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 7.01.06.2.01.0003  |Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset|Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 4 4
DESA Desa Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kemiskinan
7.01.0.00.0.00.07.0000 |KECAMATAN PUGAAN 7.01.06 |PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN 7.01.06.2.01 |Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 7.01.06.2.01.0009 |Fasilitasi Si i Perencanaan Daerah dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 4 4
DESA dengan Pembangunan Desa Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
dan Pemerintahan Desa i
7.01.0.00.0.00.07.0000 |KECAMATAN PUGAAN 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0001 |Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 22 22
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.07.0000 |KECAMATAN PUGAAN 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0002 |Koord i dan Dokumen RKA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.07.0000 |KECAMATAN PUGAAN 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0003  [Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.07.0000 |KECAMATAN PUGAAN 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0004 |Koord i dan DPA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.07.0000 (KECAMATAN PUGAAN 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0005 |Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.07.0000 |KECAMATAN PUGAAN 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0006 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA Daerah Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.07.0000 (KECAMATAN PUGAAN 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0007 |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.07.0000 |KECAMATAN PUGAAN 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0009  |Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.07.0000 (KECAMATAN PUGAAN 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.01.01.2.02.0001 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 55 220
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.07.0000 |KECAMATAN PUGAAN 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.01.01.2.02.0005  |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.07.0000 (KECAMATAN PUGAAN 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.01.01.2.02.0007 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 25 25

KABUPATEN/KOTA

Triwulanan/ Semesteran SKPD

Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan




Kode OPD Nama OPD ezt Nama Program ez Nama Kegiatan Kode Sub Kegiatan Nama Sub Kegiatan Prioritas Nasional Target Capaian
Program Kegiatan
7.01.0.00.0.00.07.0000 (KECAMATAN PUGAAN 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0001 |Penyediaan Komponen Instalasi Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Listrik, Bangunan Kantor Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.07.0000 |KECAMATAN PUGAAN 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0002 i Peralatan dan Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.07.0000 (KECAMATAN PUGAAN 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0005 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.07.0000 |KECAMATAN PUGAAN 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0006 |Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 3 3
KABUPATEN/KOTA undangan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
7.01.0.00.0.00.07.0000 (KECAMATAN PUGAAN 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0009 Rapat inasi dan i SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 250 450
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.07.0000 |KECAMATAN PUGAAN 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.08 Jasa jang Urusan Pemerintahan Daerah 7.01.01.2.08.0002 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.07.0000 (KECAMATAN PUGAAN 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.01.01.2.08.0004 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.07.0000 |KECAMATAN PUGAAN 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 7.01.01.2.09.0001 Jasa i Biaya dan Pajak |Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 18 72
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.07.0000 (KECAMATAN PUGAAN 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 7.01.01.2.09.0006 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 50 50
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.07.0000 |KECAMATAN PUGAAN 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 7.01.01.2.09.0010 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 3 3
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Kantor atau Bangunan Lainnya Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
7.01.0.00.0.00.08.0000 (KECAMATAN JARO 7.01.02 [PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 7.01.02.2.01 |Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 7.01.02.2.01.0001 |Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
PELAYANAN PUBLIK Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal |Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terkait Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.08.0000 |KECAMATAN JARO 7.01.02 [PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 7.01.02.2.01 |Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 7.01.02.2.01.0002  |Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 6 6
PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
7.01.0.00.0.00.08.0000 (KECAMATAN JARO 7.01.03 [PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 7.01.03.2.01 |Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7.01.03.2.01.0001 Partisipasi dalam Forum dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 22 22
KELURAHAN Perencanaan Pembangunan di Desa Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
7.01.0.00.0.00.08.0000 |KECAMATAN JARO 7.01.03 [PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 7.01.03.2.01 |Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7.01.03.2.01.0003  |Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di |Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 6 6
KELURAHAN Wilayah Kecamatan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Kemiskinan
7.01.0.00.0.00.08.0000 |KECAMATAN JARO 7.01.03 |PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 7.01.03.2.06 y dan Keluarga Tingkat 7.01.03.2.06.0012 dan i Keluarga dalam Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 180 720
KELURAHAN dan Kelurahan Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Berkualitas i
7.01.0.00.0.00.08.0000 |KECAMATAN JARO 7.01.04 [PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 7.01.04.2.01 |Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 7.01.04.2.01.0001 |Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 4 4
UMuMm Ketertiban Umum Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Kecamatan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
7.01.0.00.0.00.08.0000 |KECAMATAN JARO 7.01.04 [PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 7.01.04.2.01 |Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 7.01.04.2.01.0002  [Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 12 12
UMUM Ketertiban Umum Masyarakat Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
7.01.0.00.0.00.08.0000 |KECAMATAN JARO 7.01.05 [PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 7.01.05.2.01 |Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 7.01.05.2.01.0001 |Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 200 400
UMUM Penugasan Kepala Daerah dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia [Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
Tahun
1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal |
7.01.0.00.0.00.08.0000 |KECAMATAN JARO 7.01.06 [PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN 7.01.06.2.01 |Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 7.01.06.2.01.0002 |Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 4 4
DESA Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Pembinaan dan Pemerintahan Desa Kemiskinan
7.01.0.00.0.00.08.0000 |KECAMATAN JARO 7.01.06 |PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN 7.01.06.2.01 |Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 7.01.06.2.01.0003  |Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset|Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 4 4
DESA Desa Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
dan Pemerintahan Desa
7.01.0.00.0.00.08.0000 (KECAMATAN JARO 7.01.06 |PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN | 7.01.06.2.01 |Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 7.01.06.2.01.0009 |Fasilitasi Sit i Perencanaan Daerah dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 4 4
DESA dengan Pembangunan Desa Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Pembinaan dan Pemerintahan Desa Kemiskinan
7.01.0.00.0.00.08.0000 |KECAMATAN JARO 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0001  |Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 22 22
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN JARO 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0002 |Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.08.0000 |KECAMATAN JARO 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0003  [Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN JARO 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0004  |Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.08.0000 |KECAMATAN JARO 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0005  |Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1

KABUPATEN/KOTA

Daerah

Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan




Kode OPD Nama OPD ezt Nama Program ez Nama Kegiatan Kode Sub Kegiatan Nama Sub Kegiatan Prioritas Nasional Target Capaian
Program Kegiatan
7.01.0.00.0.00.08.0000 (KECAMATAN JARO 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0006 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA Daerah Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.08.0000 |KECAMATAN JARO 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0007  |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.08.0000 (KECAMATAN JARO 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0009 |Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.08.0000 |KECAMATAN JARO 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.01.01.2.02.0001 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 55 220
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
7.01.0.00.0.00.08.0000 (KECAMATAN JARO 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.01.01.2.02.0005  |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.08.0000 |KECAMATAN JARO 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.01.01.2.02.0007 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 25 25
KABUPATEN/KOTA Triwulanan/ Semesteran SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.08.0000 (KECAMATAN JARO 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.03 |Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.01.01.2.03.0001 |Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.08.0000 |KECAMATAN JARO 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0001 |Penyediaan Komponen Instalasi Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.08.0000 (KECAMATAN JARO 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0002 Peralatan dan Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.08.0000 |KECAMATAN JARO 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0003 |Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 7 7
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
7.01.0.00.0.00.08.0000 (KECAMATAN JARO 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0005 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.08.0000 |KECAMATAN JARO 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0009 Rapat inasi dan i SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 250 450
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
7.01.0.00.0.00.08.0000 (KECAMATAN JARO 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 7.01.01.2.07.0006 |Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 30 30
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.08.0000 |KECAMATAN JARO 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.08 Jasa jang Urusan Daerah 7.01.01.2.08.0002 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
7.01.0.00.0.00.08.0000 |KECAMATAN JARO 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.01.01.2.08.0004 Jasa y Umum Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.08.0000 |KECAMATAN JARO 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 7.01.01.2.09.0001 Jasa i Biaya dan Pajak |Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 18 72
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  |Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.08.0000 |KECAMATAN JARO 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 7.01.01.2.09.0006 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 50 50
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.09.0000 |KECAMATAN MUARA UYA 7.01.02 [PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 7.01.02.2.01 |Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 7.01.02.2.01.0001 gi P dan Kegiatan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
PELAYANAN PUBLIK Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal |Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terkait Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.09.0000 |KECAMATAN MUARA UYA 7.01.02 |PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 7.01.02.2.02 |Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak 7.01.02.2.02.0003 i y kepada Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 6 6
PELAYANAN PUBLIK Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Masyarakat di Wilayah Kecamatan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.09.0000 |KECAMATAN MUARA UYA 7.01.03 [PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 7.01.03.2.01 |Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7.01.03.2.01.0003 Kegiatan \Z di dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 6 6
KELURAHAN Wilayah Kecamatan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Kemiskinan
7.01.0.00.0.00.09.0000 |KECAMATAN MUARA UYA 7.01.03 |PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 7.01.03.2.06 y dan Keluarga Tingkat 7.01.03.2.06.0012 dan i Keluarga dalam Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 180 720
KELURAHAN dan Kelurahan Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Berkualitas
7.01.0.00.0.00.09.0000 |KECAMATAN MUARA UYA 7.01.04 |PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 7.01.04.2.01 |Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 7.01.04.2.01.0001 |Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 4 4
umum Ketertiban Umum Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Kecamatan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
7.01.0.00.0.00.09.0000 |KECAMATAN MUARA UYA 7.01.05 |PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 7.01.05.2.01 |Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 7.01.05.2.01.0001 Wawasan dan Nasional Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 200 400
UMUM Penugasan Kepala Daerah dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia [Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
Tahun
1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal |
7.01.0.00.0.00.09.0000 |KECAMATAN MUARA UYA 7.01.05 |PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 7.01.05.2.01 |Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 7.01.05.2.01.0008 Tugas Forum i Pimpinan di Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 8 8
UMUM Penugasan Kepala Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.09.0000 |KECAMATAN MUARA UYA 7.01.06 |PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN 7.01.06.2.01 |Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 7.01.06.2.01.0002  |Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 4 4
DESA Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
dan Pemerintahan Desa
7.01.0.00.0.00.09.0000 |KECAMATAN MUARA UYA 7.01.06 |PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN | 7.01.06.2.01 |Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 7.01.06.2.01.0009 |Fasilitasi Sit i Perencanaan Daerah dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 4 4

DESA

dan Pemerintahan Desa

dengan Pembangunan Desa

Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan




Kode OPD Nama OPD ezt Nama Program ez Nama Kegiatan Kode Sub Kegiatan Nama Sub Kegiatan Prioritas Nasional Target Capaian
Program Kegiatan
7.01.0.00.0.00.09.0000 |KECAMATAN MUARA UYA 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0001  |Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 22 22
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.09.0000 |KECAMATAN MUARA UYA 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0002  |Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.09.0000 |KECAMATAN MUARA UYA 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0003  [Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.09.0000 |KECAMATAN MUARA UYA 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Pere Pe dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0004 |Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
7.01.0.00.0.00.09.0000 |KECAMATAN MUARA UYA 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0005  |Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.09.0000 |KECAMATAN MUARA UYA 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Pere Pe dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0006 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA Daerah Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.09.0000 |KECAMATAN MUARA UYA 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0007  |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.09.0000 |KECAMATAN MUARA UYA 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Pere Pe dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0009 |Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.09.0000 |KECAMATAN MUARA UYA 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.01.01.2.02.0001 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 55 220
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.09.0000 |KECAMATAN MUARA UYA 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.01.01.2.02.0005 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
7.01.0.00.0.00.09.0000 |KECAMATAN MUARA UYA 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.01.01.2.02.0007 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 25 25
KABUPATEN/KOTA Triwulanan/ Semesteran SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.09.0000 |KECAMATAN MUARA UYA 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0001 |Penyediaan Komponen Instalasi Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
7.01.0.00.0.00.09.0000 |KECAMATAN MUARA UYA 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0002 i Peralatan dan Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.09.0000 |KECAMATAN MUARA UYA 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0005 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
7.01.0.00.0.00.09.0000 |KECAMATAN MUARA UYA 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0006 |Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 3 3
KABUPATEN/KOTA undangan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.09.0000 |KECAMATAN MUARA UYA 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0009 Rapat inasi dan i SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 250 450
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.09.0000 |KECAMATAN MUARA UYA 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 7.01.01.2.07.0005 |Pengadaan Mebel Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 10 10
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.09.0000 |KECAMATAN MUARA UYA 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 7.01.01.2.07.0006 |Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 30 30
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.09.0000 |KECAMATAN MUARA UYA 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.01.01.2.08.0002 Jasa ikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.09.0000 |KECAMATAN MUARA UYA 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.08 Jasa jang Urusan Daerah 7.01.01.2.08.0004 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.09.0000 |KECAMATAN MUARA UYA 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 7.01.01.2.09.0001 Jasa i , Biaya dan Pajak |Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 18 72
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.09.0000 |KECAMATAN MUARA UYA 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 7.01.01.2.09.0006 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 50 50
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.09.0000 |KECAMATAN MUARA UYA 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 7.01.01.2.09.0010 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 3 3
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Kantor atau Bangunan Lainnya Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.10.0000 [KECAMATAN HARUAI 7.01.02 |PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 7.01.02.2.01 |Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 7.01.02.2.01.0001 inergi dan Kegiatan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
PELAYANAN PUBLIK Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal |Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Pemerintahan di Tingkat Terkait Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.10.0000 |KECAMATAN HARUAI 7.01.02 |PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 7.01.02.2.01 |Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 7.01.02.2.01.0002  |Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 6 6
PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Pemerintahan di Tingkat Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.10.0000 [KECAMATAN HARUAI 7.01.03 |PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 7.01.03.2.01 |Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7.01.03.2.01.0001 Partisipasi dalam Forum dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 22 22
KELURAHAN Perencanaan Pembangunan di Desa Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Kemiskinan
7.01.0.00.0.00.10.0000 |KECAMATAN HARUAI 7.01.03 |PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 7.01.03.2.06 y dan Keluarga Tingkat 7.01.03.2.06.0012 dan Keluarga dalam Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 180 720

KELURAHAN

dan Kelurahan

Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga
Berkualitas

Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Kemiskinan




Kode OPD Nama OPD ezt Nama Program ez Nama Kegiatan Kode Sub Kegiatan Nama Sub Kegiatan Prioritas Nasional Target Capaian
Program Kegiatan
7.01.0.00.0.00.10.0000 |KECAMATAN HARUAI 7.01.04 |PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 7.01.04.2.01 i Upaya Ketenteraman dan 7.01.04.2.01.0001 |Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 4 4
umum Ketertiban Umum Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Kecamatan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
7.01.0.00.0.00.10.0000 [KECAMATAN HARUAI 7.01.05 |PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 7.01.05.2.01 |Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 7.01.05.2.01.0001 Wawasan dan Nasional Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 200 400
UMUM Penugasan Kepala Daerah dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia [Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
Tahun
1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal |
7.01.0.00.0.00.10.0000 [KECAMATAN HARUAI 7.01.05 [PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 7.01.05.2.01 |Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 7.01.05.2.01.0008 Tugas Forum inasi Pimpinan di Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 8 8
UMUM Penugasan Kepala Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.10.0000 |KECAMATAN HARUAI 7.01.06 [PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN 7.01.06.2.01 |Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 7.01.06.2.01.0002  |Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 4 4
DESA Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kemiskinan
7.01.0.00.0.00.10.0000 [KECAMATAN HARUAI 7.01.06 [PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN | 7.01.06.2.01 |Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 7.01.06.2.01.0009 |Fasilitasi Si i Perencanaan Daerah dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 4 4
DESA dengan Pembangunan Desa Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
dan Pemerintahan Desa iskil
7.01.0.00.0.00.10.0000 |KECAMATAN HARUAI 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Pere Pe dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 22 22
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.10.0000 [KECAMATAN HARUAI 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0002  |Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.10.0000 |KECAMATAN HARUAI 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0003  [Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
7.01.0.00.0.00.10.0000 [KECAMATAN HARUAI 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0004  [Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.10.0000 |KECAMATAN HARUAI 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0005  |Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
7.01.0.00.0.00.10.0000 [KECAMATAN HARUAI 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0006 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA Daerah Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.10.0000 |KECAMATAN HARUAI 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0007  |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
7.01.0.00.0.00.10.0000 [KECAMATAN HARUAI 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0009  |Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.10.0000 |KECAMATAN HARUAI 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.01.01.2.02.0001 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 55 220
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.10.0000 |KECAMATAN HARUAI 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.01.01.2.02.0005 |Koordinasi dan Laporan Keuangan Akhir Tahun Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.10.0000 |KECAMATAN HARUAI 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.01.01.2.02.0007 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 25 25
KABUPATEN/KOTA Triwulanan/ Semesteran SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.10.0000 |KECAMATAN HARUAI 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.03 |Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.01.01.2.03.0001 Perencanaan Barang Milik Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.10.0000 |KECAMATAN HARUAI 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0001 |Penyediaan Komponen Instalasi Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.10.0000 |KECAMATAN HARUAI 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0002 i Peralatan dan Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.10.0000 [KECAMATAN HARUAI 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0005 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.10.0000 |KECAMATAN HARUAI 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0009 Rapat dan SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 250 450
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.10.0000 [KECAMATAN HARUAI 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 7.01.01.2.07.0005 |Pengadaan Mebel Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 10 10
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.10.0000 |KECAMATAN HARUAI 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 7.01.01.2.07.0006 |Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 30 30
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.10.0000 [KECAMATAN HARUAI 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.08 Jasa jang Urusan Pemerintahan Daerah 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.10.0000 |KECAMATAN HARUAI 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.01.01.2.08.0004 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.10.0000 [KECAMATAN HARUAI 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 7.01.01.2.09.0001 Jasa i Biaya dan Pajak [Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 18 72
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7.01.0.00.0.00.10.0000 [KECAMATAN HARUAI 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 7.01.01.2.09.0006 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 50 50
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.10.0000 |KECAMATAN HARUAI 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 7.01.01.2.09.0009 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 3 3
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Lainnya Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.11.0000 [KECAMATAN UPAU 7.01.02 [PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 7.01.02.2.01 |Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 7.01.02.2.01.0001 gi dan Kegiatan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
PELAYANAN PUBLIK Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal |Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terkait Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.11.0000 |KECAMATAN UPAU 7.01.02 [PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 7.01.02.2.01 |Koordinasi Kegiatan 7.01.02.2.01.0002 |Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 6 6
PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
7.01.0.00.0.00.11.0000 [KECAMATAN UPAU 7.01.03 [PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 7.01.03.2.01 |Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7.01.03.2.01.0003 |Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di |Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 6 6
KELURAHAN Wilayah Kecamatan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
7.01.0.00.0.00.11.0000 |KECAMATAN UPAU 7.01.03 [PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 7.01.03.2.06 y dan ji Keluarga Tingkat 7.01.03.2.06.0012 dan i Keluarga dalam Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 180 720
KELURAHAN dan Kelurahan Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Berkualitas Kemiskinan
7.01.0.00.0.00.11.0000 [KECAMATAN UPAU 7.01.04 [PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 7.01.04.2.01 |Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 7.01.04.2,01.0001 |Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 4 4
umum Ketertiban Umum Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Kecamatan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
7.01.0.00.0.00.11.0000 [KECAMATAN UPAU 7.01.05 [PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 7.01.05.2.01 |Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 7.01.05.2.01.0001 Wawasan dan Nasional Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 200 400
UMUM Penugasan Kepala Daerah dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia [Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
Tahun
1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal |
7.01.0.00.0.00.11.0000 |KECAMATAN UPAU 7.01.05 [PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 7.01.05.2.01 |Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 7.01.05.2.01.0008 Tugas Forum inasi Pimpinan di Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 8 8
UMUM Penugasan Kepala Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.11.0000 |KECAMATAN UPAU 7.01.06 [PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN 7.01.06.2.01 |Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 7.01.06.2.01.0002 |Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 4 4
DESA Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kemiskinan
7.01.0.00.0.00.11.0000 |KECAMATAN UPAU 7.01.06 [PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN 7.01.06.2.01 |Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 7.01.06.2.01.0003 |Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 4 4
DESA Desa Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
dan Pemerintahan Desa iskil
7.01.0.00.0.00.11.0000 |KECAMATAN UPAU 7.01.06 [PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN 7.01.06.2.01 |Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 7.01.06.2.01.0009 |Fasilitasi Si i Perencanaan Daerah dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 4 4
DESA dengan Pembangunan Desa Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kemiskinan
7.01.0.00.0.00.11.0000 |KECAMATAN UPAU 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0001  |Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 22 22
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.11.0000 |KECAMATAN UPAU 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0002  |Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.11.0000 |KECAMATAN UPAU 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0003 |Koord i dan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.11.0000 |KECAMATAN UPAU 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0004 [Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.11.0000 |KECAMATAN UPAU 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0005 |Koord i dan Perubahan DPA- SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.11.0000 |KECAMATAN UPAU 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0006 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA Daerah Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.11.0000 |KECAMATAN UPAU 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0007  |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.11.0000 (KECAMATAN UPAU 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0009 |Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.11.0000 |KECAMATAN UPAU 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.01.01.2.02.0001 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 55 220
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.11.0000 (KECAMATAN UPAU 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.11.0000 |KECAMATAN UPAU 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.01.01.2.02.0007 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 25 25
KABUPATEN/KOTA Triwulanan/ Semesteran SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.11.0000 (KECAMATAN UPAU 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0001 |Penyediaan Komponen Instalasi Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Listrik, Bangunan Kantor Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.11.0000 |KECAMATAN UPAU 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0002 Peralatan dan Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.11.0000 (KECAMATAN UPAU 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0005 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2

KABUPATEN/KOTA

Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan




Kode OPD Nama OPD ezt Nama Program ez Nama Kegiatan Kode Sub Kegiatan Nama Sub Kegiatan Prioritas Nasional Target Capaian
Program Kegiatan
7.01.0.00.0.00.11.0000 [KECAMATAN UPAU 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0009 Rapat inasi dan i SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 250 450
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.11.0000 |KECAMATAN UPAU 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.01.01.2.08.0002 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.11.0000 [KECAMATAN UPAU 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.01.01.2.08.0004 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.11.0000 |KECAMATAN UPAU 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 7.01.01.2.09.0001 Jasa i Biaya dan Pajak |Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 18 72
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
7.01.0.00.0.00.11.0000 [KECAMATAN UPAU 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 7.01.01.2.09.0006 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 50 50
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.11.0000 |KECAMATAN UPAU 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 7.01.01.2.09.0010 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 3 3
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Kantor atau Bangunan Lainnya Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.12.0000 |[KECAMATAN BINTANG ARA 7.01.02 [PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 7.01.02.2.01 |Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 7.01.02.2.01.0001 gi dan Kegiatan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
PELAYANAN PUBLIK Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal |Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terkait Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.12.0000 |KECAMATAN BINTANG ARA 7.01.02 [PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 7.01.02.2.01 |Koordinasi Kegiatan 7.01.02.2.01.0002 |Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 6 6
PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.12.0000 |KECAMATAN BINTANG ARA 7.01.03 [PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 7.01.03.2.01 |Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7.01.03.2.01.0001 Partisipasi dalam Forum dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 22 22
KELURAHAN Perencanaan Pembangunan di Desa Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
7.01.0.00.0.00.12.0000 |KECAMATAN BINTANG ARA 7.01.03 [PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 7.01.03.2.06 y dan j Keluarga Tingkat 7.01.03.2.06.0012 dan i Keluarga dalam Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 180 720
KELURAHAN dan Kelurahan Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Berkualitas Kemiskinan
7.01.0.00.0.00.12.0000 |KECAMATAN BINTANG ARA 7.01.04 [PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 7.01.04.2.01 |Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 7.01.04.2.01.0001 |Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 4 4
umum Ketertiban Umum Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
Kecamatan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
|Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru
7.01.0.00.0.00.12.0000 |KECAMATAN BINTANG ARA 7.01.05 [PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 7.01.05.2.01 |Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 7.01.05.2.01.0001 Wawasan dan Nasional Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 200 400
UMUM Penugasan Kepala Daerah dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia [Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
Tahun
1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal |
7.01.0.00.0.00.12.0000 |KECAMATAN BINTANG ARA 7.01.05 [PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 7.01.05.2.01 |Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 7.01.05.2.01.0008 Tugas Forum inasi Pimpinan di Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 8 8
UMUM Penugasan Kepala Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.12.0000 |KECAMATAN BINTANG ARA 7.01.06 [PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN 7.01.06.2.01 |Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 7.01.06.2.01.0002 |Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 4 4
DESA Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kemiskinan
7.01.0.00.0.00.12.0000 |KECAMATAN BINTANG ARA 7.01.06 |PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN 7.01.06.2.01 |Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 7.01.06.2.01.0009 |Fasilitasi Si i Perencanaan Daerah dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 4 4
DESA dengan Pembangunan Desa Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
dan Pemerintahan Desa i
7.01.0.00.0.00.12.0000 |KECAMATAN BINTANG ARA 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0001 |Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 22 22
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.12.0000 |KECAMATAN BINTANG ARA 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0002 |Koord i dan Dokumen RKA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.12.0000 |KECAMATAN BINTANG ARA 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0003  [Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.12.0000 |KECAMATAN BINTANG ARA 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0004 |Koord i dan DPA-SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.12.0000 |KECAMATAN BINTANG ARA 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0005 |Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.12.0000 |KECAMATAN BINTANG ARA 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0006 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA Daerah Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.12.0000 |KECAMATAN BINTANG ARA 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0007 |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.12.0000 |KECAMATAN BINTANG ARA 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01.0009  |Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.12.0000 |KECAMATAN BINTANG ARA 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.01.01.2.02.0001 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 55 220
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.12.0000 |KECAMATAN BINTANG ARA 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.01.01.2.02.0005  |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.12.0000 |KECAMATAN BINTANG ARA 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.01.01.2.02.0007 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 25 25

KABUPATEN/KOTA

Triwulanan/ Semesteran SKPD

Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan




Kode OPD Nama OPD ezt Nama Program ez Nama Kegiatan Kode Sub Kegiatan Nama Sub Kegiatan Prioritas Nasional Target Capaian
Program Kegiatan
7.01.0.00.0.00.12.0000 |[KECAMATAN BINTANG ARA 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.03 |Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.01.01.2.03.0001 |Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA SKPD Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.12.0000 |KECAMATAN BINTANG ARA 7.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0001 |Penyediaan Komponen Instalasi Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.12.0000 [KECAMATAN BINTANG ARA 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0002 Peralatan dan Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.12.0000 |KECAMATAN BINTANG ARA 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0005 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
7.01.0.00.0.00.12.0000 |KECAMATAN BINTANG ARA 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0009 Rapat inasi dan i SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 250 450
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.12.0000 |KECAMATAN BINTANG ARA 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.08 Jasa jang Urusan Pemerintahan Daerah 7.01.01.2.08.0002 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.12.0000 |[KECAMATAN BINTANG ARA 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.01.01.2.08.0004 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.12.0000 |KECAMATAN BINTANG ARA 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 7.01.01.2.09.0001 Jasa i Biaya dan Pajak |Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 18 72
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7.01.0.00.0.00.12.0000 |KECAMATAN BINTANG ARA 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 7.01.01.2.09.0006 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 50 50
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
7.01.0.00.0.00.12.0000 |KECAMATAN BINTANG ARA 7.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 7.01.01.2.09.0009  |Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 3 3
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Lainnya Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
8.01.0.00.0.00.01.0000 [BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02 [PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER | 8.01.02.2.01 |Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan 8.01.02.2.01.0003 |Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 100 100
KEBANGSAAN Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
8.01.0.00.0.00.01.0000 [BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02 [PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER | 8.01.02.2.01 |Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan 8.01.02.2.01.0007  [Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KEBANGSAAN Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Purnapaskibraka Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
8.01.0.00.0.00.01.0000 |BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02 [PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER | 8.01.02.2.01 |Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan 8.01.02.2.01.0008 |Pembentukan Paskibraka Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 30 60
KEBANGSAAN Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
8.01.0.00.0.00.01.0000 [BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02 [PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER | 8.01.02.2.01 |Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan 8.01.02.2.01.0009 |Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila |Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 0
KEBANGSAAN Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
8.01.0.00.0.00.01.0000 |BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02 [PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER | 8.01.02.2.01 |Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan 8.01.02.2.01.0010 |Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 0
KEBANGSAAN Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
8.01.0.00.0.00.01.0000 |BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03 |PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN 8.01.03.2.01 |Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan 8.01.03.2.01.0003  |Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 8 2
LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Memperkuat P dan Korupsi,
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
dan Partai Politik, Pemili Umum/Pemilihan Umum Kepal
8.01.0.00.0.00.01.0000 |BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03 |PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN 8.01.03.2.01 |Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan 8.01.03.2.01.0004 Koordinasi di Bidang Politik, Etika Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 100 400
LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Memperkuat P dan Korupsi,
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
dan Partai Politik, Pemili Umum/Pemilihan Umum Kepa
8.01.0.00.0.00.01.0000 |BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04 [PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI | 8.01.04.2.01 |Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan 8.01.04.2.01.0003  |Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 50 50
KEMASYARAKATAN Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, |Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Ormas dan Ormas Asing di Daerah Narkoba, Judi, dan
8.01.0.00.0.00.01.0000 |BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05 |PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN 8.01.05.2.01 |Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan 8.01.05.2.01.0004 |Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, [Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 40 40
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, ~|Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
Kepercavaan di Daerah
8.01.0.00.0.00.01.0000 (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05 [PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN 8.01.05.2.01 |Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan 8.01.05.2.01.0005 |Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan [Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama [Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
dan Penghayat Kepercaya
8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06 [PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN 8.01.06.2.01 |Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan 8.01.06.2.01.0004 |Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 10 10
PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN Nasional dan Konflik Sosial Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing  [Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
KONFLIK SOSIAL dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, |Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
Fasilitasi Bidan
8.01.0.00.0.00.01.0000 (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06 [PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN 8.01.06.2.01 |Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan 8.01.06.2.01.0005 |Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 7 7
PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN Nasional dan Konflik Sosial Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
KONFLIK SOSIAL Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan | Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
Perbatasan antar Negara, Fasi
8.01.0.00.0.00.01.0000 [BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06 [PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN 8.01.06.2.01 |Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan 8.01.06.2.01.0006 |Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 5 5
PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN Nasional dan Konflik Sosial Kabupaten/Kota Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
KONFLIK SOSIAL Narkoba, Judi, dan
8.01.0.00.0.00.01.0000 |BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 8.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 8.01.01.2.01.0001 |Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 8 8

KABUPATEN/KOTA

Daerah

Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan




Kode OPD Nama OPD ezt Nama Program ez Nama Kegiatan Kode Sub Kegiatan Nama Sub Kegiatan Prioritas Nasional Target Capaian
Program Kegiatan
8.01.0.00.0.00.01.0000 [BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 8.01.01.2.01 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 8.01.01.2.01.0008 |Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 0
KABUPATEN/KOTA Daerah Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
8.01.0.00.0.00.01.0000 |BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 01.01.2.01 |Pere Pe dan Evaluasi Kinerja Perangkat 8.01.01.2.01.0009 |Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 10 10
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
8.01.0.00.0.00.01.0000 [BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 8.01.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.01.01.2.02.0001 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 14 14
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
8.01.0.00.0.00.01.0000 |BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 01.01.2.05 Perangkat Daerah 8.01.01.2.05.0002 |Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
8.01.0.00.0.00.01.0000 [BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 8.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 8.01.01.2.06.0001 |Penyediaan Komponen Instalasi Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Listriky Bangunan Kantor Narkoba, Judi, dan
8.01.0.00.0.00.01.0000 |BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 8.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 8.01.01.2.06.0002 Peralatan dan Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
8.01.0.00.0.00.01.0000 [BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 8.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 8.01.01.2.06.0005 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
8.01.0.00.0.00.01.0000 |BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 8.01.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 8.01.01.2.06.0009 Rapat inasi dan i SKPD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 248 200
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
8.01.0.00.0.00.01.0000 [BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 8.01.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 8.01.01.2.07.0006 |Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 20 20
KABUPATEN/KOTA Daerah Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
8.01.0.00.0.00.01.0000 |BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 8.01.01.2.08 Jasa jang Urusan Daerah 8.01.01.2.08.0001 |Penyediaan Jasa Surat Menyurat Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 1
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
8.01.0.00.0.00.01.0000 [BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 8.01.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.01.01.2.08.0002 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 4 4
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
8.01.0.00.0.00.01.0000 |BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 8.01.01.2.08 Jasa jang Urusan Daerah 8.01.01.2.08.0003 |Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 2 2
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
8.01.0.00.0.00.01.0000 [BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 8.01.01.2.08 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.01.01.2.08.0004 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 12 12
KABUPATEN/KOTA Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan
8.01.0.00.0.00.01.0000 |BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 8.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 8.01.01.2.09.0001 Jasa i Biaya dan Pajak |Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 20 20
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Daerah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan Penvelundupan
8.01.0.00.0.00.01.0000 |BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 8.01.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 01.01.2.09.0010 i Sarana dan Prasarana Gedung Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta 1 4

KABUPATEN/KOTA

Pemerintahan Daerah

Kantor atau Bangunan Lainnya

Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi, dan

Tanjung, 01 Agustus 2025

KEPALA BPKAD
KABUPATEN TABALONG




